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RINGEASAN :

Sistem peradilan pidana yang dikenal dengan istilah
Criminal Justice System merupakan suatu proses yvang panjang
dan terdiri dari beberapa sub sistem. Sub sistem dari sistem
peradilan pidana antara lain sistem penyidikan, sistem
penuntutan, sistem kehakiman dan  sistem rehabilitasi serte
sistem kepengacaraan yang Semuanya mempunyai  peranan  yang
sama. Untuk dapat bekerja =emua sub sistem di atas maka ada
salah satu yang sangat menentukan sub sistem penvidikan. Sub
sistem penyidilan secara umum berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum  Acara Pidana (KUHAP) Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981
menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia {FBLRI).
Mamun demikian KUHAF juga membuka kemungkinan adanya penyidik
Fegawai Negeri Sipil (PPFNS) dengan tetap berada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Tugas Fenyidikan yang dibebankan kepada POLRI dengan
damikian sangat vompleks, sslain sebagai penyidik  juga
sebagai pengawas serta sebagai koordinater bagi penyidik
PPNS. Kompleksitas penyidikan POLRI semakin bertambah seiring
dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di
Indonesia. Fenyidik dituntut untuk berhasil membongkar semua
perkara vyang terindikasi telah melanggar hubkum, disisi lain
penyidilk Juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi

Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap penjahat.

Tantangsan vang dihadapi bpleh penyidik bukan saja dari
kEeberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui
kejaksaan; tetapi jugs kemungkinan akan dituntut oleh pihak
tersangka atau keluarganya melalui gugatan pra—-peradilan
karena kesalahan penyidik POLRI.

Mengingat kompleksnya beban tugas penyidik FOLRI  maka
perla 1ilmy 1ain sebagai alat bantu dalam rangka mencapai
keberhasilannya. Ilmu sebagai alat bantu yang dimaksud adalah

ilmu manajemen. Kebutuhan akan manajemen penvidikan FOLRI

dalam melaksanakan tugas sangat dirasakan dan disadari baik
di limgkungan skademis maupun di dalam pelaksanaan  tugas
sehari-hari ataun dalam prakitek. Manajsmen penvidikan POLRI
SeCars Lonseptual memang ada dan memang dikambangkan
dilingkungan FOLRI  itu sendiri, akan tetapi dalam praktek
penerapannya sangat sulit. '

Untuk mengetahui bagaimana manajemen penyidikan POLRI
dalam praktek, maka dilakukan penelitian terhadap manajemen
penyidikan FOLRI di wilayah hukum POLKRES FPekalongan dengan
fokus uwitama pada sosialisazi manajemen penvidiksn dalam
mempersiapkan  sumber daya manusia  penyidik di lingkungan

POLRI s=endiri dan faktor—faktor vang mempengaruvhi penerapan

manajemen penyidik POLRI.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan
bahwa dalam mempersiapkan  sumber daya manusia sebhagail

penyidik POLRI dilakukan dalam beberapa tingkatan, antara
lain di Akademi IFepolisian (AKPOL) di Semarang, Fusat

Pendidikan Reserse dan Intel (FUSDIKRESINTEL} di Fegamendung
Bogor dan DI¥LAT POLDA Jawa Tengah. Terhadap pendidikan di
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AKFOL  ditemukan bahwa kurikulum yang diterapkan s=2lama  ini
merupakan  kurikulum pendidikan militer yang tergabung dalam
AKABRI. FPesrsentase kurikulum keshlian profesi  kepolisian
hanya sepesrtiga dari keseluruhan kurikulum, apalagi keahlian
di bidang penyidikan dan manajemen penyidikan porsinya sangat
sediki dari  kebanyakan hanya teori ataun kurang praktek
lapangan,; sehingga pada saat bertugas rata—rata perwira muda
polisi tidak menguasai teknik dan taktik penyidikan apalagi
manajemen penyidikan. Sedangkan PUSDIKLAT RESINTEL dan DIKLAT
FOLDA  sistem pelatihannya hanya bertujuan mengeijar target,
vaitu meluluskan sebanyak—banyaknya, disamping itu juga
muncul  kesan  bahwa PFUSDIKLAT tersebut hanva meghabiskan
anggaran serta tidak ada manfaat langsung bagi penyidik.
Kondisi opbijektif kekuatan penyidik di  wilayah hukum
POLRES Pekalongan adalah &2 orang, dari jumlah tersebut 45
orrang diantaranya sudah pernah mengikuti pendidikan  kejuruan
keahlian professi tentang manajemen penyidikan. Bementara itu
146 orang tenaga penyidik vyang sudah pernah mengikuti
pandidikan tidak ditempatkan atau ditugaskan sebagai penvidik
dengan alasan : Kurangnya dedikasi dan etos keria; Kurangnya
disiplin seria mentalnya vang rendah; Pernabh terlibat
pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan pernah  dihukum:
serta sedang mengikuti pendidikan calon perwira.
Manajemen penyidikan POLRI dalam sistem peradilan

pidana di wilayah hukum POLRES Pekalongan dipengaruhi  oleh

duas Tfaktor besar, yaitu : Faktor eksternal dan faktor
internal. Faktor eksternal adalah kondisi  sosial  budava
masyarakat PFekalongan, FKondisi politik, Status ekonomi
SessErang dalam masyvarakat dan Fesadaran hukum  serts

pemahaman  hukum  masyarakat vang rendah. Sedangkan  faktor
internal adalah rendahnya dana atau anggaran, kemampuan
sumber daya manusia yang sangat terbatas, kemampuan
manajerial plmpinan kesatuan serta hkurananya & motivasi
penvyidik g8i lapangan.

Memperhatikan kondisi obijektif dan faktor—-faktor yang
mempengaruhl mansjemen penvidikan POLRI khususnya di wilavah
hukum POLRES Pekalongan, maka perlu dilakukan perbaikan dan
perubahan kurikulum pendidikan calon perwira Polisi di AKPOL
serta di berbagsi PUSDIKLAT yang ada kaitannva dengan
peningkatan  keshlian profesi polisi sebagai penvidik. Untuk
menghindari adanys biss dalam melakukan tugas di lapangan
maka zelain DENGaHASAN dari dalam Jjuga perlu adanva
pENgawasan langsung dari masyarakat. Mutasi yang rutin
diantara personil penvidik merupakan sesuatu vang penting,
hal ini wuntuk menghindari terbentuknya hubungan baik  antara
penyidik dengan masyarakat vang punya status eskonomi  vang
lekih Bbsik atau diatss rata—rata. Perlu adanys standar bzako
baik bagi psmbinasn personil, penilaian kinerja maupun sistem
penghukuman bagi personil vang melakukan penvyispangan. Dengan
demikian dapat dihindari adanya unsuwr suka atan  tidak suks

‘dari pimpinan vang selalu  berubah—ubabh  sehubungan  dengan

datang dan psrginvya pimpinan di  tingkat kesatuan FOLRES
Larena mutasi jabatan.




BESTRACT

Criminal Justice System iz a process which have some
=zub svstem {investigsation, nrosecution; rehabitation,
and lawyers) Tor can do all sub svetem, which include {KUHP)
{the penal code ways) bhecome compestence of POLRI {Republic
Indonesia Folicement). The duty of investigation which duty
to  {¥orwas FPN3), investigate have duty to open all case
which lawlsseness,; but not lawless the Human Right (HAM). The
district ot just from the sucses in investigation duty but -
From the Wrog which risk cause hefore jurisdiction.
{Indonesia Republic Folicemen) FOLRI needs the other science
to help the investigstion, that science is vervy need in  the
investigation and sware it nsed in the practise. There iz a
palibEm ik investigation management and build in  POLRI
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenegakan bhukum dalam Sistem Feradilan FPidana (SFP)
ataw Criminal Justice System (CJS) merupakan suatu proses
panjang yang wmelibatkan banyak unsur di dalamnya. SFP
sebagai suatu sistem besar vang di dalamﬁya terkandung

beberapa 'sub sistem. Sub sistemnys meliputi, sub sistem

Kepolisian {sebagal penyidik}), termasuk di dalamnya’
Penyidik Pegawal Negeri Sipil {PPNS). Kedua, sub sistem

Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sub sistem kehakiman

sebagai hakim. Keempat, sub sistem Kepengacaraan sebagai
Penasehat Hukum, serta vang terakhir sub sistem Lembaga
Pemasyarakatan sebagal sub sistem rehabilitasi.

Kelima sub sistem di atas baru bisa berjalan secara
baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerja sama
dalam rangka mencapali satu tujuan, yvaitu mencari kebesnaran

dan keadilan materiil sebagal mana jiwa dan semangat Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana {(KUHAP). KUHAFP sebagai

hukum acara pidana dalam kerangka penegakan hukum pidana
merupakan  acwan  umum vang harus dijadikan pegangan  bagi

semua vang terlibat dalam proses bekerjanya S5PF.
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Rangkaian proses SPP harus dimulai dari adanva suatu
peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak
pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai suatu

tindakan penyelidikan dan peyidikan. Penyelidikan dan

penyidikan sebenarnys merupakan suatu rangkaian tindakan

yang tidak bhisa dipisahkan, walaupun tahap—tahapnya
berbeda. Apabila proses penyelidikan disatukan dengan
penvidikan maka akan terlihat adanva suatu kesinambungan
tindakan yang memudahkan proses selanjutnya. Akan tetapi
dengan adanya berbagai perundang-undangan khusus vang
mengatur berbagai bidang sekaligus mengatur kewsnangan
penyidikan kepada PPFNS, maka proses penyelidikan dipisah
derngan proses penyidikan. Dalam berbagai Perundang-
undangan khusus tersebut proses penyelidikan disebutkan
dengan istilah pemeriksaan dan seclah—olah menjadi mutlak
kewenangan PFNS yang bersangkutan. Dengan demikian apabila
teriadi suatu peristiwa pidana maka vang berhak mensntukan
apakah itu tindak pidana atau bukan adalah PPNS tersebut.
Dengan pola pikir vang demikian maka kewenangan penvidikan
dan koordinasi penyidik;nl sebagaimana pesan KUHAP dengan
seenaknya dikebiri oleh kewenangan PPNS.

Maraknyva kritik dan saran terhadap realitas penegakan
hukum di Indonesia selama ini, teruvtama terhadap kinerja
lembaga vang tergabung dalam SPP merupakan hal vang wajar.
Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan

dari semua pihak supava terjadi perubahan ke arah  vang




lebih baik di masa vang akan datang. Tidak ada suatu sistem

peradilan pidana yang sudah mantap dan tetap untuk dapat

diterapkan sepaniang =zaman di negara manapun. Blumberg

dalam bukunya Crime and The Hind menggambarkan 8PP di

Amerika sebagai The criminal court af the swvcial

prvblem.l Selanjutnya Hulsman vang dikutip oleh Romli

Atmasasmita juga memandang Criminal justice System sehagai

masalah sosial dengan pertimbangan @

a. Sistem peradilan pidana memberikan penderitaansg

b. Sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesual
dengan tujvan vang dicita—citakans

c. Sistem peradilan pidana tidak terkendalij; dan

d. Pendekatan vyang dipergunakan sistem peradilan pidana

mamiliki cacat mendasar2

Berdaéarkan jalan pikiran di atas, maka sistem
apapun namanya tetap menghendaki perubahan sesuai dengén
perkembangan @asyarakat dimana sistem itu berlaku dan
mengikuti perkembangan dunia internasional.

Indonesia menganut sistem penegakan hukam terpadu

1. Water Blumberg, Crime And The Mind, Mac Millan, New York, 1965,
hal. 12.

Z. Romli Atmasasmita, {istem  Peradilan  Pidana  Perapckbif
Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996,
hal. 98. Pandangan Mulsman ini merupakan pandangan yang menolak
hukum pidana ataw yang menganggap hukum pidana tidak dapat menyele—
saikan masalah, pandangan ini disebut Jjuga sebagai pandangan kaum
Abolisionisme.




(Integrated Criminal Justice System} yang merupakan Iegal
spirit dari KUHAP .5 Keterpaduan tersebut secara filosofis
adalah suatu instrumen untuk mewwjudkan tujuan nasional
dari bangsa Indonesia vang telah dirumuskan oleh The

Ffounding fathers dalam Uun 1945, vyaitu melindungi
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masyarakat {zocial defence) ‘dalam rangka mencapéi
kesejahteraan sosial (Seocial welfafe);

SFF sebagai suatu sistem yvang terdiri dari empat sub
sistem formal dan satu sub sistem informal merupakan suatu
jalinan sistem organisasi yang besar. Sistem vang demikian
memerlukan manajemen terpadu dalam rangka mencapai satu
tujuan. Kebutuhan akan manajemen dalam penegakan hukum
sudah pernah dibahas dalam Kongres PBB Tentang Freventioan
of Crime and the treatment of offenders ke-8 di Havana
{Cuba) pada tahun 1920 khususnya butir ke 1%9. Salah satu
hasil Kongres tersebut menyebutkan perldnya ranagement of
criminal Justice and development of . sentencing policies.
Adapun pertimbangan kongres FBR memasukkan masalah

manajemen dalam SFFP adalah :

a. Only If the criminal justice system Is well managed can
rational change be made to improve the situation;

b. Inadeguate wmanagement of the criminal justice systemr can
result incertain practices, such az lang delays before
trial, that way create Iinjustices for person wmhose cases
are being processed by the system;

c. SatisTactory relations between difrferent agencies of the

3. Romli Atmasasmita, Hak Asasi Manusia dan Pepegakan Hukum, Bina
Cipta, Bandung, 1897, hal. 32.




criminal justice system can contributed to efective
alacation for resources.

Dilihat dari fungsi manajemen vang sangat sederhana
dalam proses penegakan hukum harus dimulai dari : o,

Ferencanaan. Tahap perencanaan dalam suatu proses
penegakan hukum dimulai pada saat pembuatan UU oleh DPR. -

Mengingat pengsturan tentang kedudukan, wewenang dan  cars

keria masing-masing sub sistem dari SPP diatur dalam UU

yang terpisah, maka harus ada hubungan antara satu dengan
yang lain.l Sehingga dalam pelaksanaan tidak terkesan
bekerja sendiri-sendiri. Sehingga pengaturan antara sub
sisten SPP dalam berbagai UU tetap merupakan suatu
keutuhan. Lembaga yang paling bertanggungjawab pada tahap
perencanaan adalah DPR dan Presiden, karena lembaga
tersebut yang diberi wewenang oleh UUD 1945,
Pengoirganisasian, pengorganisasian  yang dimaksud
disini ada pada tiap tahap proses bekerjanya SFP. Kita
j ambil sebagai contoh dalam tahap penyidikan, walaupun
J selama ini wewenang penyidikan oleh berbagai UU diberikan

kepada FPPNS dari instansi yang bersangkutan, akan tetapi

harus ada suatu pengorganisasian  vang baik. Katakanlah
3 vang meniadi top manajemen disini Keiaksaan dengan
% midle ada pada kepolisian, sehingga garis koordinasinva
3 jelas.

Pelaksanaan, tujuan akhir dari masing—masing sub

4. Romli Atmasasmita, Qp, Cit_, hal. XI.
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sistem sama, maka dalam pelaksanaanrnya harus ada harmnnisasil
antara satu dengan vang lain. Artinya tidak saling
menyalahkan, tidak saling curiga atau dengan kata lain
harus ada suatu jalinan kerja sama vang baik dengan Ealin§
menghargal posisinya masing-masing.

FPengawasan, dalam manajemen, kontrol dapat berarti
mengevaluasi rencana yvang telah dibuat apakah sudah
berjalan dengan baik dan mengawasi pelaksanaan dari rencana
tersebut. Fengawasan dalam penegakan hukum meliputi~
pangawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal
dapat dilakukan secara berlapis, maksudnya pengawasan oleh
top Ieader dalam masing—masing sub sistem dan pengawasan
pleh top génajemen dalam sistem SPF  secara keseluruhan,
vaitu Mahkamakh Afgung. Sedangkan pengawasan eksternal
dilakukan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat.
kesadaran hukum masyarakat akan menyebabkan mereka dapat
menilai  hasil kerja lembaga peradilan, apakah sudah
memenuhi rasa keadilan atau belum. Pengawasan dari
masyarakat terlihat dari reaksi mereka dalam hal menerima
putusan pengadilan. Akan tetapi bengawasan dalam bentuk
apapun tidak boleh mengurangi kemandirian lembaga peradilan
dalam  arti tidak mengintervencsi lembaga peradilan sebelum
putusan diberikan oleh hakim.

Sementara itu era global identik dengan persaingan
dalam segi kehidupan. Peranan negara akan berkurané, swasta

dan individu yang mempunyai s&ill serta manajemen vang baik




akan  survival of the vitties. Dalam =ra global masalah
hubum yang mesoninl adalabh masalah HAM,  Lingkungan hidup
serta hukinm o1 bidang  skonomi Ban politik. Perlindungan
dan penchargasn HAM di masa vang akan datang mau tidak mau

akan dinilai oleh mazyarskat internasional. Apalagi dengan

b

/e keingirnan  bangsa-bangsa di dunia untuk membentuk |

I

sgdan

.

peradilan pidana  intsrnasiona {Tnternational Criminal

Court}. Dalam bkidang lingkungan hidup dunia akan melihat

den honsistensinya suatu negara  untbuk

furl

ihars lingkungan hidup demi generasi yang akan datang.

Dalam hasus politid donia peradilan kembali  akan diuji

tidak melakukan diskriminasi  antara

bl

) a . - {
Melinat tantangan vang ada maka SPF di era global

dengan BFF di  negara  lain,; dengan

nasionali=me  sebagai  bangsa varig

tersebit dapat diantisipasi  dengan

meningkathan kineria lembaga dan  profesionalisme aparat

Y

am EFP. Szlanjutnva lembaga peradilan
dapat dipercara hukan hanva oleh masvarakat Indonesia  akan
erngakuan dari dunia  internasional.

asi turtotan tersebut rasanva @ sangat

rbtakan suatu manajemen penegakan hukum

. Disamping itue perlu juga dimantapkan sistem

fukor nasionz? berdasarkan nilai-nilai yvang  berkembang

dalam b=ik =sistem na=sional maupun sistem




renyataan  ruwetnya penecakan hukom di Indonesia,

terutama dimalai dari tahap penyidikan. Awal mula

tersebut akibat peraturan  perundang—

W yans mengatur wewenang  penyidikan vang  tidak

rondusil untok teriadinva suatu keterpaduan dalam

kiiirnya yang terlihat adalah saling  rebut
perkara antar: instansil yang merasa diberi  wewenang  oleh

s hitx lihat lebih jauh lagi suatu RUU diajukan

oleah terkzit untuk kepentingan dirinva sendiri.

LR SF I =rmba

it mereka cenderung memaksakan kepentingan
kelompok dan organigasinva ssbagai satu—satunya tujuan atau

ideclogl S Bzlam praktek sering terjadi

munculinys horban vano ontensial akibat  kesalahan penegakan

Yorban tersebut baik dari pihak  aparat

-1 maupun masysrakat sebagal pencari

Hilan =mecara universal sudah

Goppet Ziterines wcohagsi lembaga vang dapat mewejudkan

zhagri contoh kita lihat

ira vang sudah go  public.

dapat dijadikan suatu

Sehemarnya sarial adas wusulan untuk dibuat suatu U3

- - - -

5. M. Yahve Har;hap, Rﬂ.ergga T'n 12 ange 8




tentang penegakan hukum yang bertujuan  untuk menyatukan
baik dalam koordinasi maupun dalam hal pertanggungjawaban
dari masing—masing pihak dalam melakukan tugas dan

fungsinya. Kalangan aparat penegak hukum sangat Jarang

menggunakan disiplin ilmu lain dalam memecahkan persnalan;'

persnalan. hqkum, mereka merasa bahwa dirinva serba tahu.
Akibat vang paling fatal adalah hilangnya kepercavaan
masyarakat terbhadap keberadaan lembaga peradilan. Dalam
masyairakat modern kemampuan manajemen merupakan suatu
kunci keberhasilan dalam segala usahanya. Barang siapa yang
tidak mempunyai kemampuan vang baik maka dia akan kalah
dalam persaingan. Demikian juga dengan lembaga peradilan di
Indonesia apabila kalangan aparat penegak  hukum  tidak
mamput memperlihatkan kemampuan manajerialnva maka
masyarakat akan mencari jalan keluar vang lain atau apa
vang disebut dengan Alternative Dispute Resolution (QBR).é
Dalam pandangan vyang radikal masyarakat akan menghakimi
sendiri semua masalah vang muncul sehingga akan terjadi
suatu kéadaan yang kacau {chaos). Gejala ke arah tersebut
sudah mulai terlihat dengan adanya pegambilalihan SeCara
massal tanah yang pernah dirampas dahulu oleh orang-—

orang vang punva kekuasaan. Semua  kekecewaaan masa  lalu

mereka balas sekarang tidak melalui swatu jalur bukum  yang

sudah ada, hal ini terjadi karena mereka menganggap lembaga




10

peradilan sudah tidak dapat dipercava lagi

Kekecewaan terhadap penegakan hukum yang sangat
mangkhawatirkan adalah bhilangnya kepercayaan terhadap
aparat penyidik (polisi). Masyarakat tidak mau menyerahkén
searang yang telah melakukan tindak piQana kepada p01i5£;
Masyarakat menghakimi sendiri, mémpréses sendiri dan

mengeksekusi sendiri orang yang tertangkap tangan oleh.

7

masvarakat. Masvarakat sudah  terlalu banvak melihat

bagaimana Se0ang vang melakukan suatu tindak pidana
dibebaskan kembali oleh polisi. Alasan vang diberikan rata—
rata kurang bukti, tidak ada alat bukti atau tidak memenubi
unswr delik. Padahal ada perkara yang "mirip" di daerah
lain tidak dihentikan penyidikan dan tetap diteruskan ke
proses selaﬁjutnya. Dengan demikian proses penyidikan
merupakan tahap yang sangat krusial dalam SPP.  Kepolisian
sehenarnva punya supra dan infra struktur yang bagus
terhadap kebutuhan peningkatan hasil kerija aparatnya vang
menjaci penyldik, vyaitu dengan memiliki Pusat Pendidikan

dan Latihan Reserse dan Intel (PUSDIKLAT RESINTEL)}.

7. Untuk uraian yang lebih lengkap lihat Laporan vang diturtmkan pada
tanggal 17 Hei 2000 dalam Kolom Jendela, hal. 19-20. Dalam laporan
tersebut dijelaskan juga bagaimana kinerja polisi dalam menangani
suatua tindak pidana, dimana peran korban dan tersangka sangat
menentukan apakah sunatu perkara akan diteruskan atau dihentikan._
Alasan yang digunakan oleh pelisi adalah karena terbatasnya biaya
pengungkapan suatu perkara, maka polisi menganggap sah-sah saja
menerima uwang dari korban atau tersangka kalan memang ingin kasuspya
diteruskan atau dihentikan. Masalah ini sangat terkait dengan
kemampuan keuangan polisi dalam manajemen oOperasionalnya dalam
rangka melakukan tugas penyidikan.
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Kenyataannva, seringkali aplikasi ilmu pengetahuan vang
diberikan oleh PUSDIKLAT tidak dapat berjalan dengan
semestinva. MHal inilah vyang akan menjadi fokus dalam
meninjaun masalah penvidikan oleh pelisi dan untuk
menemukan dimamna letak .kesulitan méngaplikasi tuqun
¥ ang sudah ditetapkan oleh dunia pendidikan polisi di
lapangan. Kemungkinan lain dari tidak maksimalnvya hasil
kerija polisi dalam penyidikan adalah kurangnya sosialisasi

manajemen penyidikan pada semus tingkatan pendidikan dan

latihan dari polisi itu sendiri.

B. PERMASALAHAN

Menurut Naskah Sekalah POLRI wuntuk Pendidikan
Kejuruan Dasar Perwira Serse, yvang dimaksud dengan
Manajemen Operasional Reserse adalah urut—urutan kegiatans
tindakan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan {(manaijer)
dalam rangka pelaksanaan operasional penanggulangan tindak
pidana vang terjadi sepanjang tahan vang dilaksanakan
melalui komponen—komponen kegiatan penvidikan vang meliputi
kegiatan Penvelidikan, penindakan!ﬁpaya paksa, pemeriksaan,
penvelesaian dan penverahan berkas perkara.

Kegiatan penvidikan tersebut mulai dari perencanaan,
pengorganisasian  termasuk persiaﬁan dan pelaksanaannya
disertai pula oleh kegiatan penata—usahaan/administrasi
penvidikannya vang dikelola secara profesional untuk

kepentingan pengawasan dan pengendalian maupun guna
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perkara tersebut akan dihentikan

Penghentian perkara yang dimaksud disini bukanlah
sebagaimana yang dimaksud oleh KUHAP sebagai Penghentian
Fenyidikan karsna alasan—alasan vang dibolehkan oleh KUHaF
itu sendiri. Penyidik dalam bal ini bertindak aktif untuk
menutup perkara baik secara damai maupun dengan melakukan
tekanan—tekanan baik kepada peiﬁkp maupun kepada korban.
Dengan kondisi yang demikian, sulit diharapkan berjalannva
suatu proses SPP dengan manajéhen yang ada untek
menciptakan suatu proses penegakan hukum  yang baik di
negeri ini. Semua teori manajemen ataupun petunjuk-petunjuk
menajerial yang diajarkan kepada penvidik dibangku hkuliah
ataupun di  lembaga—lembaga pelatihan, dilapangan tidak
dapat berjalan sebagaimana mestinva.

Berdasarkan wuraian di atas, maka permasalahan vang

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah. sebagai
berikut:
1. Bagaimana spsialisasi manajemen penyidikan dalaﬁ

mempersiaﬁkan 5B penyidik POLRI 7
2. Faktor—Taktor apakah vang mempengafuhi penerapan
manajemen penyidikan POLRI 7
C. Kerangka Pemikiran
Sam 8; Souryai dalam bukunva "Police Administration
and Hanagemeﬁt" menyatakan, bahwa perlu adanya suatu teori

manajemen Kepolisian. Pernvataan ini mengandung kebenaran,
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~EnTang  manajemen  kepolisian,

= Pmnetlisn 23210k nomeran

znan funosi-fungsi manajemen
dengan  pendekatan  vang

izian disusun  berdasar-—

s diantaranya :

rEmgeEn pEmibiran tentang manajemsn menunijukkan,

A
7

tecri mengenal manajemen  vang

- T Horeowvang bisa diterantan untuk cemua bidan&
- penggunaian  sescara
! NI ori vang dianggap

boron inva.

e ciri melekat pada
St zifat dan tujuan
' - ! . f ¥
yot e belsbang pemikiran di atas, maka

el isdinn adalab pensrapan dari teori—-teori
g Aleesgailan untuk dapat semsnuhi | kebutuhan
Porree T i 2ian dalam mencapal tuigannya. Tujuwan
Bhes A4 Tikat dard heberapa pendekatan, antara

o ent E-.‘C‘!r'

—ee warakat vang hendak hidup
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Percams,.  maka  harus ada  suatu

Hostaxr spatn tatanan sosial {Zocial order}
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vang harus dipatuhi semua warganya. Untuk itu dibentuk
suatu lembaga masyarakat vang berfungsi sebagai
pengendali  sosial (Social caontrol) vang harus
mengusahakan berlakunya proses sosialisasi masyarakat
terhadap tatanan sosial tersebut, baik dengan atau tanpa
menggunakan upava paksa. Negéra sebagai bentuk lembaga
masyarakat memegang fungsi pengendalian sosial  yang
dilaksanakan melalui aparatnya, diantaranvya adalah
kepolisian yang dilimpahi wewenang menggunakan upaya
paksa. Tujuan kepolisian digini adalah
mempertahankan!memeliﬁara tatanan snsiél dimana lembaga
kepolisian akan memegang peranan  yang memungkinkan
masyarakat mencapal pemenuhan kebutuhan dengan satu ciri
khas yaitu dapat menggunakan upaya paksa (coersivel}.
Rerdasarkan pendakatan ilmu negara
Pari pendekatan ilmu negara, vang ingin dilihat adalaﬁn
tuiuan suétu negara secara universal, antara lain:
a) Mempertahankan eksistensinya (surwival)s
b) Mencapai stabilitas sosial (faw and order)s
) mencapai kemakmuran bagi rakvatnva {(Social wellfare);
d} Melavani dan m=lindungi warganya (fe zserver and to
protect). |
Kepolisian sebagai lembaga negara mempunyai tugas untuk
turut serta dalam rangka mencapai tujuan di atasf Dengan
demikian secara tidak langsung kepolisian  harus  ikut

berperan serta untuk memungkinkan tercapainya tujuan-




kelembagaan kepolisian memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

R}
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tujuan negara.

Berdasarkan tujuan yang umum di atas, maka dari aspek

Efektifitas

Efektifitas yang dimaksud terutama dalam mencapai tujuan
harus tercermin dalam penyusunan rencana dan tujuan
kelembagaannya (organisasinya}, di  dalam manajemennya
(pola dan sistem penggunaan sumber dayanva).

Memiliki wewenang paksa

Femberian wewenang paksa untuk mendukung éfektifitasnya
menunivkkan adanya kekuasaan yang demmikian hesar
{police powers}, yang dalam penggunaannya Disa
mengurangi, bahkan bisa menghilangkan * hak—hak asasi
warga negara.

Adanva keiengkapan alat paksa

Kelengkapan alat paksa antara lain berupa senjata,; vang
dalam keadaan tertentu bisa dipakai untuk mencederai
saseorang. Pengguﬁaan wewenang paksa dengan memakai alat
paksa zkan menentukan nasib sesecrang warga nNegars.
Adanva diskresi

Adanva pelimpahan wewenang umum kepolisian pada setiap
anggotanya berdasarkan peraturan perundang—undangan
dapat menvebabkan setiap anggota bisa menggunakan
wewenang umum ini secara individual di lapangan. Hal ini
yvang dinamakan kebijaksanan dalam bertindak di lapangan

{diskresi kepolisian).
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2. Adanva Pola organisasi militer

Untuk mendukung efektifitas kelembagaan daﬁ uribuk
mengendalikan penggunaan wewenang serta penggunaan alat
paksa, maka sampai dengan sekarang lembaga kepolisian
disusun menurut pola organisasi militer, dengan :

a) Peranan pimpinan sebagai pemegang kendali komando

sangat dominan.

b} Susunan organisasi yang hirarkhis berdasarkan asas—

asas organisasi militer. ",

c) Berlakunva satu doktrin yang membérikan wawasan dasar
yang mengikat bagi setiap anggota, sekaligus
berfungsi sebagai faktor penggerag motivasi bawahan.

d) Berlakunya disiplin vang kaku vang mengikat setiap
anggota dalam bertindalk, baik sebagai bentuk
pengendalian dari lembagsa terhadap anggota, maupun
sebagai pengendalian divri (zself dicipline) untuk
masing;masing.

Lembaga yvang memberikan pelayanan sosial

Lembaga kepolisian berfungsi sebagai lembaga yang harus

melayani dan melindungi kebutuhan dan bantuan sosial

Lemasyarakatan, vang dilakukan dengan:

a) Tidak terputus seﬁanjang siang dan malam {(pelayanan
24 jam penuh);

b) Tdak mempunyai motif mencari keuntungan (Non profit).

c) Penggunaan wewenang yang tidak bisa dilakukan dengan

tawar—menawar {(naon negotiation).
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d} Dalam memberikan pelayanan lebih banvak didasarkan

atas pendekatan mendatangi masyarakat v ang

membutuhkan dari pada didatangi oleh masyarakat yang

membutuhkan {pro—aktif).

Mengingat tuwjuan dan ciri-ciri yang melekat pada
lembéga kepalisian sebagai sebuah organisasi , maka ada

beberapa faktor yang selalu berperan dan harus diperhatikan

dalam manajemen kepolisian. Faktor—faktor tersebut adalah

sebhagai berikut :

a. Tujuan Kepolisian
Setiap kegiatan kepolisian harus selalu mengarah ke
pencapaian  tujuan, baik dengan kegiatan vyang secara
langsung (operasional), maupun yang tidak secara
langsung f{administratif), dan dukungan pelavanan. Hal
ini perluidalam rangka menjamin terciptanya efektifitas
kegiatan kepclisian.

b. Ke&anangan Kepoclisian
Segala tindakan/kegiatan harus masuk dalam lingkup
kewenangan kepolisian yang diberikan menurut undang-
undang. Hal ini dengan sedirinva mengandung pengertian
adanya pembatasan di dalam bertindak.

c. Tanggug jawab Pimpinan/Komando
Segala tindakan/kegiatan kelembagaan dalam mencapal
tujuan menjadi tanggungjawab pimpinan vang tidak hbisa
dilimpahkan, untuk ini kepadanya diberikan wewsnangan

pimpinan/komando untuk memerintah dan mengendalikan.




d.
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Kebijaksanaan Fimpinan

Untuk memikul tanggung jawab, pimpinan menentukan
kebijaksanaan, vang mengikat semua kegiatan, vang
mencerminkan kehendak pimpinan dalam memimpin

pelaksanaan tugas kepolisian vang dibebankan kepadanya.
Felimpahan Wewenang Umum Kepolisian

Tidak banvak lembaga/organisasi yang mzlimpahkan
Lewenangan lembaga tersebut pada setiap anggotanya,
seperti pads kepolisian. Dalam praktek  penggunaan
wawenang umum kepolisian terutama dilakukan oleh anggota
tingkat bawahan di lapangan, dengan mengambil keputusan
atau tindakan terhadap peristiwa konkrit yvang dihadapi,
vang berpedoman pada kebiiaksanaan pimpinan vang telah
digariskan. Tindakan—tindakan ini nantinva akan
menentukaﬁ keberhasilan lembaga dalam tugas, dan  juga
menentukan citranva dimata masyarakat. Adapun tindakan-
tindakan individual tersebut sulit dijangkau dalam hal
pengawasan nleh atasan/pimpinannva.

Struktur dan Prosedur Organisasi

Di dalam semua kegiatan, setiap anggota harus mehyadarf’»

akan tempatqya di dalam struktur organisasi, serta
mentaati prosedur formal vang ditentukan.

Sumber Dava Personal dan Fisik

Sarana utama dalam keberhasilan pelaksanaan tugas
kepolisian sangat tergantung pada unsur manusianya, yang

dengan pendekatan operasional individual akan berperan




sebagai subjek dalam manajemen, dan tidak semata—-mata
sehagai obhiek penggunaan wewenang dari atasan. Faktor
fisik menvangkut sumber daya non personal vag selalu
dalam keadaan terbatas, sehinggé penggunaannysa harus
secara efisien dapat benar—benar mendukung pelaksanaan
tugas.
h. Tata Nilai lembaga

Tata nilad lembaga sebagai penjabaran dari etika
profesi, harus selalu dimunculkan dipermukaan melaiui
tindakan atau penampilan setisp anggota maupun lembaga.
Sosialisasi dan internalisasi serta penerapannya  oleh
anggota akan mencegah timbulnya tata nilai informal yang
bisa berkembang menjadi sub kultur kepolisian vyang
merusak.

Selain faktor internal di atas juga térdapat faktor—
faktor eksternal vang selalu berperan dalam melaksankan
tugas dan harus selalu diperhatikan, faktor eksternal
tersebut adalah sebagai berikut @

a. Kondisi Sosial Politik
Perbenturan kepentingan dan beragamnya tujuan masyarakat
akan menimbulkan konflik-konflik di dalam kehidupan
sosial politik. Dalam keadaan demikian pada hekikatnya
tindakan kepolisian adalah mencegah, menghindari serta
menyelesaikan konflik tersebut. Di  lihat dari sudut
penyelesaian konflik, maka manajemen kepolisian menganut

juga manajemen konflik.




b. Hak—Hak Konstitusi Warga Negara

‘ Dalam negara demokrasi, lembaga kepolisian dengan fungsi
pengendalian sosialnva selalu berhadapan dengan warga
masyarakat vang hak—-haknya dijamin oleh konstitusi.
Tindakan kepolisian vang melanggar atau mengurangi hak-—
hak Fkonstitusi waga negara harus selalu berdasarkan
% ' waweriang vang sah untuk itu. Apabila ada tindakan

tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali maka

tugas kepolisian akan menjadi kontra produktif.

; " Demikian kerangka berpikir dari peneliti yang
P ' selanjutnva akan dijadikan dasar dari penelitian ini
j tentang begaimana manajemen kepclisian khsusunya dalam

mélakukan penyidikan sebagai salah satu bagian dari tugas
kepolisian secara umum dalam SPP.

FPandangan terhadap manajemen secara tradisional
selalu dikaitkan'dengan suatu organisasi bisnis atau vang -
‘berhubungan dengan kegiatan—kegiatan di sektor swasta.
Istilah manajemen dipandang sebagai istilah sektor swasta
dan istilah administrasi dipandang sebagai suatu kegiatan
vang berhubungan dengan sektor publik. Administrasi lebih
sering dihubungkan dengan pemerintahan atauw arganisasi yang

tidak berorientasi  pada laba. Sedangkan manajemen

Q

dihubungkan dengan usaha—usaha perdagangan.

9. Mahammad Yasin, . ) .
tan Kontieensi, Blna Aksara, Jakarta, 1986 hal 20-




Pandaﬁgan di atas sehubungan dengan perkembangan
zaman sudah berubah, dasar pemikirannya adalah baik sektor
swasta maupun sektor publik pada akhirnya Jjuga melayvani
publik. Wabhyudi Kumoraotome dan  Subando Agus HMargono
menguraikan masalah tersebut dalam  konteks perkembangan
teori ocrganisasi vang dibhubungkan dengan sistem

administrasi negara sebagai berikut:

Perkembangan.. organisasi publik dalam kontaks
administrasi negara telah demikian - pesat, baik pada
lavel perkembangan teoritis maupun dalam konteks
empiris. Secara teoritis, teori organisasi telah
herkembang tidak hanya terbatas pada segli organisasi
farmal, dan juga yvang sering dihubungkan dengan apa vang
disebut dengan birokrasi. Teori organisasi telah
berkembanyg dengan mencakup beberapa wvariabel! seperti
sistem nilai dan sudut pandang organisasi dari sisic
dialectical point of view. Kenyvataan ini tentunya dapat
digunakan sebagai tanda kompleksitas diskusi dalam
perkembanagn teori organisasi.

Dari segi empiri, organisasi publik telah
menampilkan dirinya dalam berbagai kompleksitas yang
begitu berbeda dengan situasi pada era 80-an yang lebih
hanvak didominasi pada sektor formal pemerintahan. Pada
gra 90-an organisasi publik telah menampilkan dirinya
dengan wajah vang sangat berbeda. Ini dapat dilihat dari

banvak fenomena, seperti dikuasainya beberapa aset
publik oleh organisasi swasta. Kecenderungan ini menguat
selaras dengan tiupan kebijakan privatisasi yang

menghembus dari dunia pertama vyang ditandai dengan
menguatnya perwujudan kebijakan ekonomi pasar dan blok-
blok perdagangan. Pada pihak lain keuangan negara
berkembang cenderung melemah. Kenyataan ini mau tidak
mait telah mempengaruhi pergeseiran pengelolaan organisasi
publik. )

Max Weber berkeinginan untuk mengkonstruksikan sebuah

model tentang struktur organisasi, yang bersifat rasional

10. Wahyudi FKumorotomo dan Subando Agus Margono, Sistem Informasi
Manaiemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik, Gadja mada University
Press, Yogvakarta, 1998, hal. 68-69.




dan sangat efisien bagi pengoperasian organisasi—organisasi
besar. Model vyang berhasil dikonstruksikan dinamakan

BIRODKRASI (BUREUCRACY ). Heber beranggapan bahwa organisasi-—

organisasi besar dalam bidang bisnis, pemerintahan’

keagamaan dan militer, memsrlukan suatu tipe manajemen
baru, yang berbeda sama sekali dibandingkan dengan
organisasi lama vang berlandaskan keluarga. Lebih  Jjauh
2lemen dasar dari manajemen birokrasi adalah @

a. Terdapat adanva pembagian pekeirjaan spesifik antara para
anggota keorganisasian. Masing—masing anggota memiliki
otoritas dan tanggung Jjawab vang dirumuskan secara
jelas;

b. Terdapat adanya suatu rantai komando yang jelas. Semua
posisi diorganisasikan ke dalam sebuah hirarkhi. Masing-—
masing posisi lebih rendah berada di bawah pengawasan

dan supervisi posisi vang lebih tinggi. Terdapat adanya.

hak untuk naik - banding, dan suatu prosedur untuk
menvampaikan keluhan dari posisi lebih rendah ke posisi
lebih tinggis

c. Para anggota organisasi dipilih berdasarkan landasan
pelatihan tehnikal yang dapat dibuktikan melalui
kualifikasi pendidikan atau melalui pengujian—pengujian
tertentu;

d. Promosi didasarkan atas senioritas atau prestasi, atau
keduanya, dan hal itu tergantung pada penilaian pihak

atasan;
2. Semua tindakan—tindakan administratif, keputusan—
keputusan dan peraturan—peraturan, dicatat SeCatra

tertulis, sekalipun pada kesempatan dimana diskusi lisan
bersifat tradisional; ‘

f. Para manajer organisasi vyang bersangkutan hendaknya
bukan pemilik organisasi yang bersangkutan;

g. Semua anggota keorganisasian menghadapi disiplin ketat

serta sistematik, dan adanya 1Eengawaﬁan dalam hal’

melaksanakan tugas—tugas mereka.

Ferbedaan istilah antara organisasi publik dan

11. Karhi Nisjar dan Winardi, _Mapaijemen Strategik, Mandar Maju,
Bandung, 1997, bal. 66-67.




birokrasi sehbenarnva tidak berubah dari wujudnya vang asli,
dimana kedua—duanya merupakan sebuah bentuk organisasi
besar. Caiden, mencoba untuk mengidentifikasi organisasi
publik sebagai sebuah birckrasi dalam sebuah komunitas

masyarakat modern dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan,

vaitu =
2. Bahwa organisasi publik sebenarnya identik dengan -
administrasi pemerintahan. Seperti diketahui bahwa

kegiatan pemerintahan itu bermacam—macam baik dalam hal "

pelaksanaan kegiatan tertentu ataupun dalam hal
pelavanan yang bersifat monopoli. Jenis kegiatan vyang
pertama dapat meliputi hubungan eksternal, pelaksanaan
hultum—hukum internal dan aturan—aturan, pekerjaan—
pekerjaan sosial, panarikan pajak, dan iuga pertanahan.
Sedangkan pada jenis yang bersifat pelayanan monopoli

dapat berupsa pelayanan pos, mengontrol imigrasi,
pengaturan listrik, transportasi kereta api, dan lain-—
lain

Permasalahan yang muncul adalah, bahwa di negara—negsara
tertentu pelavanan umum dalam konteks yvang luas serta
penguasaan perusahaan—perusahaan telah menjadi kegiatan
utamanya. Di pihak lain, di negara-negara yang besar
kegiatan pelayanan yang bersifat monopoli ini  justiru
dimiliki oleh pihak swasta, meskipun jenis kegistan ini
menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dari kasus empiris ini dapat dikatakan, bahwa untuk
mengidentifikasikan organisasi publik dari  sudut
aktivitas pemerintahan harus dibedakan dari negara vyang
satu ke negara yang lain, dari masyarakat yang satu ke
masyarakat vang lain, dari ruang dam waktu yang satu ke

rruang dan waktu vang lain. Dari segi ini, maka
aorganisasi publik di Amerika akan berbeda dengan
organisasi publik di Indonesia.

b. Pendekatan kedua adalah dengan melukiskan bahwa

identifikasi organisasi publik didasrakan pada peraturan
negara, dibiavai oleh keuangan negara, dan dioperasikan
oleh aparat yang mempunyai Jjenjang karir tertentu.
Konsekwensi pertama dari realitas ini adalah bahuwa
kewenangan publik menjadi dibawah kontrol politik.
Departemen—departemen pemrintahan akan menjadi lembaga—
lembaga ‘yang sangat di atur cleh peratran yang sangat
membatasi pencapaian tujuan pada pelayanan publik  itu
sendiri.

Inti masalah vang akan diungkapkan disini adalah bahwa
di dalam suatu negara tidak begitu berkembang dan  kuat,




pemerintah lebih memilih lembaga—lembaga non
pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan umum dan
menjadi Ianstrument public policy. Dari pendekatan kedua
ini dapat dikatakan bahwa dalam konteks pelavanan publik

terlibat selain  organisasi publik sendiri juga
melibatkan organisasi swasta. Atauw dalam konteks vyang
lebih luas dapat dikatakan, admnistrazi negara bukan
gilnornim dengan Orgarnisasi pemerintahan, karena-~

administrasi negara akhirnya mencakup semua nrganisaiff

sosial, organisasi swasta vang di atur oleh pemerintah,
dan organisasi semi otonom vang bersama—sama
melaksanakan aspek—-aspek kebijakan publik {public
policy}. '

Pendekatan ketiga adalah sifat-sifat administrasi
organisasi publik berorientasi pada publilk.
Karakteristik khas vang melekat pada organisasi publik
ditandai dengan eksekutif yang mempunyai sifat—-sifat
yvang berorientasi pada publilk, seperti memiliki
perhatian vang tinggi terhadap masalah—masalah sosial
dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran vyang tinggi
dengan pendapat umum, mendasarkan  pada keadilan,
keterbukaan, rasa kemanusiaan, serta respek padsa
tanggung Jjawsb publik.

Dalam kenvataannya, sifat—-sifat tersebut berbeda-—beda
untuk +tiap organisasi. Dan tentunya sifat-sifat ini
bertentangan dengan nilai-nilai vang dianggap tingogi
bagi organisasi swasta. Sehingga memang cukup beralasan
kalau tuntutan vang demikian akbirnva berpengarub  pada
proses manajemen ssperti yang telah disinggung di atas,
bahwa manajemen pada organisasi swasta lebih dinamis
dari pada organisasi pemerintahan itu sendiri. Sehingga
pada tahap tertentu dapat Jjuga dikatakan, bahwa
administrasi negara memang tidak memiliki monopoli dalam
perhatianmnya terhadap masalah publik.

Fendekatan keempat melihat administrasi negara yang
berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam
melaksankan kebijakan publik seperti  kontrol politik,
akuntabilitas, pemakaian birokrasi pemerintahan,
pembuatan kebijakan pemerintahan dan penegakan hubkum
yang berbeda yang dilakukan oleh swasta.

Pada hakskatnya masalah publik memang bukan monopoli
pemerintah. Seperti telah dikatakan di atas, organisasi
swasta mampu juga melakukan pelayanan publik. Hanya pada
sifat—sifat tertentu sebagaimana yang diungkapkan pada
pendekatan keempat ini, hal ini memang menjadi monopoli
pemsrintahn.

Pendekatan kelima ini memfokuskan pada sifat publicness.
Orientasi apa sebetulnya vang dituntut dari sifat
publicness ini ? Mengutip pendapat dari Robert Denhardt
dalam "Toward A critical theory OF Public @rganization”
dari "Public Adminiztration Review” 1981, maka sifat
publicness ini dijawab dengan perlunya organisasi publik
memfokuskan pada demokratisasi hubungan sosial. Menurut

[UPT-PUSTAL- DALY,




dia administrasi negara harus mengkonsentrasikan pada

administrasi publik yang demcokratis dari pads
berorientasi pada administrasi negara vyang otokratis,
dan manajemen partisipatif dari pada manajemen

hirarkhis.

Baik organisasi publik mauvpun organisasi swasta
sebenarnya dalam pengembangannva memiliki problema yang
sama dan mempunyail tujuan akhir vang sama, vaitu memberikan
pelayanan berupa jasa atau vang lain. Berdasarkan kesamaan

itu, maka organisasi sebagai suatu komonitas sosial dalam

praktek manajemen kontemporer mempunyai karakteristik vyang™

sama, yaitu @

a. Fengembangan Organisasi yang Direncanakan
Pengembangan organissi adalah ancangan vang berdasarkan
data kepada perubahan yang melibatkan seluruh bahan yang
masuk ke dalam perencanaan manajerial. FPengembangan
organisasi meliputi, Penerapan tuiuan, perencanaan
activitas, pelaksanaan {performance}, FPemantauan
{monitoring), dan Pengambilan tindakan koreksi apabila
dipandang perlu.

b. Pengembangan organisasi berorientasi pada problema
Fengembangan organisasi berusaha menetapkan teori dan
riset dari sejumlah disiplin, termasuk ilmu perilaku
kepada pemecahan problema organisasi.

c. Pengembangan organisasi mencerminkan suatu ancangan
sistem
Pengembangan organisasi harus mencerminkan suatu
ancangan sistemik dan juga sistematis. Pengembangan
organisasi merupakan suatu cara untuk mengaitkan @ lebih
erat sumber daya manusia dan potensi suatu organisasi
dengan teknologinya, strukturnya, dan proses

manajemannya. .

d. Pengembangan organisasi merupakan bagian integral dari
proses manajemen
Fengembangan organisasi bukan suatu yang dikeriakan
untuk prganisasi oleh orang luar. Pengembangan
ocrganisasi merupakan suatu cara memanajemeni proses
perubahan keorganisasian.

e. FPengembangan organisasi bukan merupakan suatu strategi
vang siap pakai

12. Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono, Qp. Cit, hal. 77-80.
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Fengembangan organisasi mencerminkan suatu proses yvang
berlangsurig terus menerus. Pengembangan organisasi bukan
serangkaian aktivitas spesifik yang dirancang untuk
melaksanakan perubahan tertentu. Pengembangan organisasi
memerlukan  waktu untuk menjadi suatu cara hidup dalam
suatu organisasi.

f. Pengembangan organisasi memusatkan perhatian kepada
kemajuan
Tekanan yang diutamakan dalam pengembangan organisasi
adalah kemajuan. Pengembangan organisasi bukan hanva’
untuk organisasi yang sakit atau organisasi yang kava.
FPengembangan organisasi adalah sesuatu  yang dapat
bermanfaat bagi semua organisasi.

g. Pengembangan organisasi berorientasi pada tindakan

Fengembangan organisasi memusatkan perhatian pada
prestasi dan hasil. Berbeda dengan beberapa ancangan
lain yang mengadakan perubahan yang cenderung
menguraikan bagaimana terjadinva perubahan

keorganisasian, pengembangan organisasi menekankan pada
cara melakukan perubaban.

h. Pengembangan organisasi berdasarkan pada teori dan
praktek vang sehat
Pengembangan organisasi bukan merupakan suatu tipu dava
atau suatu metode. Pengembangan organisasi mempunyai
dasar yang kuat dari teori dan riset inter disiplin dari
berbagai macam ilmu.

Karakteristik pengembangan organisasi kontemporer dan
sebhagainya menunjukkan bahwa para manajer melaksanakan
program pengembangan organisasi terikat untuk mengadakan

perubahan vang sangat mendasar {fundamental) dalam perilaku

organisasi. FPengembangan organisasi dalam suatu manajemen

Juga harus memperhatikan peran luar suatu organisasi, misal—
nvya peran pemerintah lewat pengatuwrannya. Dalam kenyataan
hampir semua.manajer menggerutu tentang peraturan pemerin-
tah vang tarlalu birokratis. Para menejer lebih memilih

menyiasati suatu peraturan dibanding melaksanakan dengan

13. Bedjo Siswanto, Manajemen Modern EKonsep dan Aplikasi, Sinar Baru,
Bandung, 1990, hal. 115.
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apa adanya. kErnest Dale pernah menyitir bagaimana problem
vang timbul akibat hubungan pemerin£ah dan para manajer,
dia melukiskan bahwa sukar untuk menoulis Undang—undang
vang melarang praktek—-praktek vang tidak menyenangkan
tetapi tidak:menganggu praktek—praktek yvang dibenarkan dan
menvanghkut kepentingan umum. Benar—benar tidak memungkinkan
untuk membuat undang—undang vang seharusnya memberikan
keadilan bagi semuia. Masalah itu merupakan masalah  atau
tugas badan—badan administratif dan badan peradilaﬁ.14-
Membicarakan masalah hubungan manajemen dengan
pemerintah dalam kaitannya dengan kepentingan amum, maka
harus dibicarakan juga masalah etika. Manejer vyang tidak
punya etika atau yaﬁg tidak beradab datang hanya melihat
tekuasaan sebagail kesempatan untuk memberikan penghargaan
kepada teman—temannva dan menghukum musubh—musuh  mereka.
Manajemen yaﬁg tidak beradab dapat menyebabkan.masalah vang

13 Sebenar-

sangat besar, terutama dalam penegakan hukum.
nvya secara alami setiap rejim politik mempunyai musuh-

musuh, atau pada waktunya akan menciptakan musuh—musuh

14. Ernest Dale dan L.C. Michelon, Metode-Metode Mapaiemen Moderm,
Andalas Putra, Jakarta, 1986, hal. 129.

.

15. Sam. S. Souryal, (Kunarto:Penyadur), Ethics In Criminal Justice jn
Search Of The Truth, Cipta Manmumggal, Jakarta, 1999, hal. 297.
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Bominasi dan campur tangan pemerintah terhadap
bekerjanva birckrasi penegakan huekum dapat kita 1ihat
melalui berbagai kasus meski sering dibantah oleh

penguasa.l7 0Oleh karena itu peran manajemen vang beretika

sangat dibutubhkan peran hukum dalam rangka mencapai tujuan.,

yang dicita-citakan oleh suatu manajemen yang beradab.
Sehubungan dergan n2gara kita adalah negara hukum, maka
dari apa vang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD
19453, fungsi primer negara hakom adalah :

a. Perlindungan. Hukum mempunyai fungsi uwuntuk melindungl
masyarakat dari ancaman bahava dan tindakan—tindakan
vang merugikan yvang datang dari sesamanyva dan kelompok
masyarakat, termasuk vang dilakukan oleh pemegang
kekuasaan  {pemerintah dan negara) dan yang datang dari
luar, vang ditujukan terhadap fisik, Jjiwa, kesehatan,
nilai-nilai dan hak—hak asasinva.

b. Keadilan. Fungsi lain dari hukum  adalsh  meniaga,
melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.
Secara negatif dapat dikatakan babhwa hukum  vang  tidak
adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang
melanggar nilai-nilai dan hak—hak yang kita percayai
harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

. Pembangunan.Fungsi hukum yvang ketiga adalah pembangunan,
dalam rangka mewujudkan kesejahieraan  bagi seluruh
rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa pembangunan
di Indonesia sepesnuthnya untuk meningkatkan keseiahteraan

16. Romny Hanitijo Soemitro, Politik. Kekuasaan & Hukum, Badan Pener-
bit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 27.

17. I.5. Susanto, K 3 o
Rezim Orde Bara, Pldato Pengukuhan Guz"u Besar Dalam Bldang I]mu
Huokom , TFakultas Wukum Universitas Diponegoro, 32 Oktober 1999,
hal.14.
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rakvat di segala aspek kehidupan.i8

Bemua tujuan di atas tidak akan tercapai apabila
dalam pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah organisasi
yvang manajemennya tidak baik atau tidak punva stika sama
sekali. Organisasi vang besar pada akhirnya cenderung
berubah menjadi sebuah birokrasi yvang sangat menakutkan
bagi semua orang. Meski pada awalnya birokrasi diciptakan
untuk melayani kepentingan masvarakat luas, dalam
kenvataannvya justru masvarakat yang harus 'melayani dan
i birokrasi cenderung berkembang menjadi birokrasi ¥ Aang
ambaudenda, -yang serba kuasa. Hal ini nampaknva Jjuga

berlaku bagi birgkrasi peradilan.lq

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan
permasalahan vang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan

tujuan dari penelitian ini adalah =

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sosialisasi manajemen
penyidikan dalam mempersiapkan 5DM penyidik FOLRI 7?

g 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor-—Taktor vang

mempengaruhi penerapan manajemen penvidikan POLRI 7

| E. Kontribusi Penelitian

18. I b i d, hal. 17.

19. I.8. Susanto, Menciptakan Lingkmgap Hidup Yang Nyaman, Pidato
Dies Natalis Universitas Diponegoro Ke—-40, 15 Oktober 1997, hal. 3.
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Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi :

i.

F'

Secara ilmiah dapat memberikan suatu gambaran tentang
konsep manajemen penyidikan POLRI sebagai salah satu sub
sistem dari SPP yang ada selama ini. Disamping itu juga
dapat memberikan gambaran vang seutuhnya tentang
kenyataan penyidikan oleh POLRY ditinjau dari aspek
manejeman penegakan hukum khususnya di wilavah POLRES
Fekalongan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan secara um&h
dapat dijadikan sebagai suatu masukan kepada pimpinan
FOLRI dalam rangka memperbaiki citra POLRI dan secara

khusus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat

terhadap kinerja polisi sebagai bagian dari SPFP dalam

rangka memberantas kejahatan dengan harapan perbaikan

Lineria penyidik POLRI vang merupakan lanakah awal

dalam memperbaiki SPP secara keseluruhan.
Metode Fenelitian
1. Metode Fendekatan

Pendekatan vyang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode pendekatan yang bersifat Yuridis




Sosimlngi5.20 Fendekatan ini digunakan karena masalah
vang akan di bahas herkaitan dengan realitas sosial dan
tingkah laku dari aparat penyidik dalam menerapkan
manajsmen penyidikan itu sendiri. Tingkah 1laku dari
manusia yang terlibat dalam suatu proses penvidikan juga
merupakan aplikasi dari norma—norma yang sudah
ditetapkan sebelumnya. Fendekatan Yuridis sosiologis ini
digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran vang
jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk-beluk
manajeman penvidikan tindak pidansa ' oleh polisi,
sekaligus Jjuga untuk mengetahui faktor—faktor yang

menpengarubhi pernerapan manajemen penvidikan. i  samping

itu juga ingin diungkapkan kondisi yang sésungguhnya'”

tentang bagaimana faktor—faktor hukum dan non  hukum
dalam arti aturan intern dan aturan =skstern FOLRI vyang

ikut membentuk perilaku penyidik di lapangan.

2. Bpesifikasi Fenelitian

Metode yaﬁg dipakai dalam penelitian ini  adalah
Sosio tegal Approach dengan analisis kusalitatif.
Penelitian ini +tidak hanvya melihat bagaimana hukum
ditegakkan, tetapi juga ingin memperoleh gambaran vang

20. Ronny Hamitijo Soemitro,Metodologi Penelitian Hukum _ dan
Jurimetri,, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34. Pepelitian ini
ingin melihat efekbtivitas bukom dari sudut aparat penegak hukum,

khususnya polisi. Libat Scerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
HFukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 51.




bersifat internal yaitu vang meliputi tujuan atau hal—-hal
yang memotivasi tingkah laku seseorang. Fendekatan
kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata atau lisan dari orang-orang atauw perilaku vang
dapat di amati.zz Pendekatan diarahkan pada latar bela-

kang individu secara holistik (utuh}. Pendekatan ini

tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke
dalam vafiabel atas hipotesa, akan tetapi harus
23

memandang sebagai bagian dari suwatu  ksutuhan. Sifat
deskriptif dari penelitian ini bukan dalam arti vang
sempit, artinva dalam memberikan gambaran tentang
fenomena i yang ada dilakukan sesuali dengan metode
penelitian. Fakté—fakfa vang a&ada digambarkan dengan
suatu interpretasi, evaluasi dan pengetabhuan LAMLL
karena f;kta tidak akan mempunyal arti tanpa
interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum. <

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data, baik data primer maupun data

22, Uraian lebih lanjut mengenai data kualitatif dengan analisis
deskriptif 1lihat Nasution, Metode Pepelitian  Naturalistik-—
Fualitatif, Tarsito, Bandung, 1996, hal. 28.

23. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian FKualitatif, Remaja Rosda
Karya, Bandung, 1990, hal. 3.

24. 1_S.Susanto, EKrimipologi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1950, hal. 15. :




sekunder dapat dilakukan dengan -«

a. Wawancara tidak berstruktur atau “unstructured
interviewn”, yaitu pertanvaan diajukan secara lebih
bebas dan 1leluasa tanpa terikat oleh susunan
pertanyaan vang telah disiapkan sebelumnya.

HWawancara sedemikian.dilékukan dengan tujuan lshbih

terbuka dan bisa didapatkan informasi vang lebih

luas serta wawancara dapat dilakukan secara lebih
lunes.
b. Observasi yang tidak partisipan atau “pon

participant observation”.

Data sekunder di dapat dari atauw melalui studi

pustaka terhadap peraturan perundang-undangan,

dokumen—dokumen atan catatan, literatur yang

berkaitan dengan penelitian ini.
4. Sampel dan Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan penelitian tentang manajemen
penyidikan POLRI vyang mengambil lokasi penelitian di
Wilayah Hukum POLRES FPekalongan, malka populasi
penelitian meliputi Penyidik di POLRES, Penyidik di
POLSEK ., unsuw pimpinan POLRES dan unsur pimpinan POLSEK,
sprta tersangka vang pernah di sidik oleh penyidik baik
dari POLRES maupun oleh Penvidik POLSEK baik yang sampad
ke pengadilan maupun yang tidak sampai ke pengadilan.

Selanjutnya berhubung pertimbangan keterbatasan

waktu dan dana, pengambilan sampel dari masing—masing




populasi tersebut, maka perlu ditentukan responden dalam
penelitian ini atau responden awal, meliputi :
1. Penyidik, dengan perincian sebagai berikut :

a. Satu orang Penyidik POLRES:

b. satu orang Penyidik POLSEK dari masing-masing
POLSEK;

C. KASAT SERSE serta KASAT INTEL;

d. KAPOLSEK dan KANIT SERSE dari POLSEK vang
berada di wilayah hukum POLRES Pekalbngan;

e. Tersangka vang pernah di sidik dan vang
perkaranva sampal ke peradilan di FPOLRES
Fekalongarn s

f. Tersangka vang pernah disidik dan yang
perkaranya tidak sampali ke peradilan di PDLRES
FPekalongan sebanvak;

g. Tersangka yang pernsh disidik baik vang sampai
maupun vang perkaranva tidak sampai ke
pengadilan vang prosesnya di masing—-masing
POLSEK sebanyak;

Informan/responden vang dipilih berdasarkan masa
keria dan kedudukannya dalam struktur kepemimpinan  vang
sesuail dengan  bidangnya masing—masing. Sesuai  dengan
karakteristik metode kualitatif, maka pengambilan sampel
akan berkembang mengikuti prinsip "bola salju", dan
pilihan sampel akan berakhir tidak akan munculnya

variasi baru dalam bentuk informasi.




3. Metode Pengumpulan Data
Di lihat dari tujuan penelitian, maka data vang
perlu dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder
sampai dengan saat ini (ﬁpril tahun 2000}, Data primer
meliputi data yang diperoleh dixlapangan vang herkaitan
dengan penvyidikan perkara pidané oleh kepolisian di
wilavah hukum PDOLRES Pekalungan; Sedangkan data sekunder
meliputi peraturan perundang—undangan, pendapat para
pakar hukum pidana dan hukum scara pidana, serta bahan-
bahan kepustakaan. Untuk mendapatkan data tersebut
diperocleh melalui :
1. 5tudi Kepustakaan
Studi kepuétakaan bertujuan untuk mempercleh data
sekunder, mencari teori-—teori. pandangan—pandangan
vang berhubungan dengan pokok permasalahan vang akan
di babhas. Adapun data sekunder ini mencakup :
&« Baharn hukum primer, vaitu bahan—bahan vang
mengikat, terdiri dari :
a) Morma dasar atau kaidah dasar;
h} Peraturan dasar;
=) Peraturan—perundang—undangan.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan—bahan vang

memberikan penielasan mengenai bahan hukum




primer‘.25

2. Wawancara/Interview

Teknik wawancara dilakukan melalul wawancara
langsung kepada polisi vang' pernah menyidik dan
tersangka vang \pernah mengalami langsung proses
penyidikan oleh penyidik vang bersangkutan. Untuk
tetap menjaga supaya wawancara tidak kaku, maka tetap
menggunakan pedoman/acuan vang berupa catatan—catatan

pokok serta quesioner agar tidak menvimpang jauh dari

tujuan semula.

Metode Analisis Data
Data yang telah diperoleh dan setelah melalui proses
editing, koding, tabulasi maka dilanjutkan desngan
analisis data sEcara kuatitatif, analisis ini
digunakan untuk mengolah data yvang sifatnya tidak
dapat diukur, monografi vang berwujud kasus-—kasus
baik vang sampal ke pengadilan maupun yang tidak
sampal ke pengadilan, sehingga memerlukan penjabaran
melalui wraian. Dalam rangka mendukung hasil, di
gunakan Jjuga analisis kuantitatif, vaitu analisis
data yang ﬁigunakan untuk mengolah data vang

diperoleh melalui quesioner, dalam bentuk prosentase-—

25. Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suvatu
Tinjauan Singkat, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1985, hal. 14.
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prosentase untuk melihat kecenderungan—kecenderungan
yang mmpengaruahi penerapan  manajemen penyidikan

polisi.

G. Gistematika Penulisan
FPenulisan di bagi dalam empat bab, terdiri dari :
Bab I, vang bherjudul PENDAHULUAM, berisi Latar
Belakang., Petrmasalahan, Kerangkan Pemikiran. dan Tinjauan
Pustaka, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode
Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab I, vang berjudul TIJAUAN UMUM PERKEMBANGAN FUNGSI

-MANAJEMEN DALAM BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM , bab ini akan di

uraikarn meﬁgenai Tinjauan Umim Perkembangan Fungsi
Manajemen DPalam Birokrasi, Manajemen Penegakan Hukum Polri
dan Sistem Penvidikan Dalam Sistem Peradilan FPidana.

Bab II1, vang berjudul MANAJEMEN PENYIDIKEAN POLRI  DALAM

SISTEM PERADILAN PIDANA, yang berisi Sosialisasi Manaiemen

Fenyidikan Ditinjau dari Persiapan Sumber Daya Manusia,
Fenerapan Manajemen Penyidikan POLRI di Lapangan dan
Faktor—faktor vang Mempengaruhi Penerapan Manajemen

FPenyidikan POLRI.
Bah IV vang merupakan bab PENUTUP, berisi Késimpulan dan

Saran.




BAB 11

TINJAUAN UMUM PERKEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN
DalAM BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan LumLun Perkembangan Fungsi Manajemen " Dalam

Birpkrasi
Secara wmendasar konsep manajemen adalah “Getting
Things done through other People”, selanjutnya baru
dikembangkan pada kegiatan—kegitan . vang terencana,
terkoordinasi, terkendali dan terawasi dengan baik sehinagga
menghasilkan hasil yang baik. Berdasarkan pola pikir vyang
demikian malka manajemen tidak hanya menuntut suatu proses

supaya terlaksana, tetapi juga menuntut apa yang terlaksana

itu mengahasilkan sesuatu vang terbaik.l

Secara umum ada 3 {lima) Tungsi dasar manajemen vang
biasanya diajukan oleh para ahli manajemen, vaitu :

a. Ferencanaan, menetapkan tujuan dan standar, mengembang-—
kan atuwran dan prosedur, mengembangkan rancangan  dan
ramalan — ramalan atau memproveksi beberapa peristiwa di
masa daparnj;

b. Pengorganisasian, memberikan setiap bawahan suatu  tugas
khusus, membangun departemen, mendelegasikan wewenang
kepada hawahan, menetapkan  saluran wewenang dan
bomunikasi, mengkoordinasi kerja bawahans

c. FPenstaftan, Memutuskan tipe atau jenis orang vang akan
dipekerjakan, merekrut calon karyawan, mengevaluasi
Kinerja, menyuluh karyawan, melatih dan  mengembanghkan
Laryawan;

d. Pemimpinan, membuat orang lain menvelesaikan pekerjaan,
mempertahankan semangat kerja, memotivasi bawahan;

1) Kumarto (I), Perilaku Orgapisasi POIRI, Cipta Manunggal, Jakarta,
1987, hal. 8.

~




&. FPengendalian, menetapkan standar seperti quota
penjualan, standar mutu, atau tingkat produksi,
melakukan pengecekan untuk melihat bagaimana

perbandingan antara kinerja aktual dengan standar ini,
mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan kebutuban. 2

Bedio Siswanto sebelum menguraikan fungsi manajemen

terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari manajemen itu

sendiri.

Istilah manaiemen (management} diartikan sebagai
pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan,
kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan. Pendapat

tersebut diilhami dari batasan vang diberikan oleh John
D.. Millet, vyang “membatasi manajemen sebagai suatu
proses pengarahan, dan pemberian fasilitas kepada orang-—
garang vyang telah diorganisasikan dalam telompok—
kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan”.
A. Sanusi memberikan batasan menajemen sebagai suatu
sistem perilaku manusia yang kooperatif vang dipimpin
secara teratur melalui usaha vang terus mensrus dan
merupakan tindakan yang rasional. Selanjutnva Faul
. Hersay dan Kenneth H. BRlanchard memberikan batasan
manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan
bersama individut atau kelompok untuk mencapai  tujuan
organisasi.
Berdasarkan uraian tersebut maka Bedjo siswanto menarik
elemen fungsi manajemen sebagai berikut :
a. Perencanaan
Yaitu suatu proses dan  rangkaian aktivitas uantuk
menstapkan terlebih dahulu  tentang tujuan vang
diharapkan pada suatu jangka waktu tertentu atau
periode waktu vang telah ditetapkan, serta tahapan-—
tahapan vang harus dilalui untuk mencapai tujuan

tersebut.

b. Pengorganisasian
Yaitu suatu proses dan rangkaian aktivitas dalam
pembagian pekeriaan vang direncanakan untuk di-

selesaikan aleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan
hubungan antar pekerja yvang efektif diantara mereka
dan pemberian iklim dan fasilitas pekeria yvang wajar.,
sehingga mereka bekeria secara efisien. Efektif
diartikan pula bahwa segala pekerjaan dapat di-
selesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan trencana
vang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan

2} Gary Dessler, ;
Management Te, Préhalllndo Jakarta, 1997 hal 2.




bahwa Tungsi—fungsi manajerial pada dasarnva atdalah
terlepas dari tipe organisasi. Oleh karena itu dia-,
mengatakan bahwa fungsi manajemen dalam arti sebagai

41

efisien diartikan bahwa segala pekerjaan dapat
diselesaikan tepat, cepat hemat, dan selamat.

c. Pengarahan
Yaitu suatu proses dan rangkaian aktivitas dalam
rangka memberikan petunjuk dan instruksi dari atasan
kepada bawahan atau orang—orang yang telah
diorganisasikan dalam kelompok formal dan dalam
rangka pencapaian  tujuan yang telah ditetapkan
terlebih dahulu.

d. Pemctivasian

Yaitu suatu proses dan rangkaian aktivitas vang
dilakukan oleh atasan dalam memberikan inspirasi,
semangat, dan kegairahan kerja serta Fangsangan
kepada® bawahan | agar mereka dapat melakukan

aktivitas sebagaimana diharapkan.
2. Pengendalian

Yaitu suatu proses dan rangkaian aktivitas untuk
mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dioperasikan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan
tahapan yang harus dilalui, sehingga apabila terdapat
aktivitas yang menyimpang dari rencana dan tahapan
tersebut diadakan tindakan perbaikan seperlunva.

Herbert G. Hicks seorang pakar manajemen mengatakan

seorang manajer adalah sebagai berikut =

a.
b.
c.
d.
=

Menciptakan (Creating)s
Merencanakan (Planning)s;
Mengorganisasi (Jrganizing};
Memotivasi (Hoetivating);
Berkomunikasi (Communicating);

3) Bedjo Siswanto, Manajemen Modern FKonsep dan Aplikasinva, Sinar

Baru, Bandung, 1990, hal. Z2-5.

Pendekatan Klasik wyang disebut juga dengan pendekatan fungsional
merumiskan bahwa. "Manajemen sebagali proses perencanssi,
pengorganisasian, penyusunan staf, koordinasi, pemimpin (leading
bukan leadership) dan pengendalian (control) dan progses penyusunan
semua sumber daya untuk tercapainya tujuan organisasi secara efisien
dan efektif. Mengenai fungsi dan proses ini juga terdapai bermacam-
macam rumusan. Manusia adalah sumber daya vang paling pokok dalam
organigasi. Lihat Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian Kenva-
taan dan Harapan, Sanyata Sumanasa Wira, Jakarta, 1995, hal. 66.
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f. Mengawasi (Controlling).

L | ‘ Fungsi“fungsir_ manajemen sangat berkaitan dengan
aktivitas—aktivitas yang sangat mendasar dan beragam sifat—
nya; Sebagai contoh dapat kita 1lihat hubungan antara

fungsi manajerial dengan elemen organisasi sebagai berikut:

fungsi manajerial = Elemen grganisasi
Perencanaan ' Tujuan
Pengambilan keputusan Tehnik—tehnik
Pengorganisasian Struktur
Pengkoordinasian Manusia
Mengawasi Informasi

Dari beragam fungsi manajemesn persoalan yang sering
muncul  dalam pelaksanaan, yaitu apakah sudah dilaksanakan
SEMUR fungsi itu dengan baik atau vang seharusnva?.
Berdasarkan pertanyaan mendasar tersebut, maka kita
memerlukan  tolok uakur atau kriteria vang akurat tentangh

efektifitas dan efisiensi. Kedua hal tersebut harus di-

proyeksikan pada kebutuhan vang ada serta harus diserasikan
dengan kemampuan vang nyata vang dimiliki oleh sehuah
organisasi. Oleh karena itu timbul pemikiran untuk
memperhitungkan SWOT atauw KEKEFGSMN vaitu, S¢rengh—kekuatan,
Heaknéss—ﬁelemahan; Jportunity—peluang dan threat—
ancaman. Analisa SWOT memerlukan.sistem pendataan yang baik
dalam arti dihitung secara cermat dan akurat, dengan

sekaligus memperhitungkan kelainan—kelainan.

4) Karhi Nisjar dan Winardi, Manaiemen Strategik, Mandar maju,
Bandung, 1997, hal. 12-14_ Lihat juga Ernest Dale dan L.C. Michelon,
Metode-Metode Manajemen Moderm, Andalas Putra, Jakarta, 1986, hal_3.
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Kadang—-kadang kita terijebak dalam berpikir
generalisasi dengan melupakan kenvataan yang sebenarnva
penub  variasi (plural). Banvaknya kelainan juga sering
meremehkan data yang semula dianggap pengaruhnya kecil,
vang dalam pelaksanaannya justru merupakan variabel yang
sangat menentukan. Dalam hal inilah manajemen sebagai
seni menonjolkan perannya, yang menvebabkan tidak semua
orang dapat berhasil dalam kapasitasnya sebagai manejer.5

Berdasarkan ruang.lingkup sebuah organisasi  publik
separti kepnlisian; maka seorang manajer harus dapat
menguasai dan menyélesaikan perbedaan kepentingan dan
tujuan masyarakat vyang berpotensi besar menjadi sebuah
konflik. Dari sudut pandang ini manajemen kepolisian
sebenarnya merupakan manajemen konflik. Konflik itu sendiri
oleh Stephen F. Robbins diartikan sebagai suatu proses vanag
mulai, bila - satu pihak merasakan bahwa pihak vang lain
mempengaruhi  secara negatif atau akan segera berpengaruh
secara negatif, sesuatu vang diperhatikan oleh pihak
pertama.6

Ada tiga pandangan tentang konflik, vaitu :

a&. Pandangan tradisional, vang mengatakan semua konflik
selalu merugikan dan harus dihindarig

b. Pandangan hubungan manusia, vang mengatakan konflik

itu merupakan sasuatu  vyang wajar yvang tidak
terelakkan dalam setiap kelompok;

5) Libat Kunarto (I}, Qp, Cit., hal.9.

6) ILb i d, hal.199.
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c. Pandangan interaksi, vang mengatakan konflik bukan
hanva sesuatu kekuatan positif dalam kelompok,
melainkan juga mutlak perlu bagi kelompok agar dapat
berkineria baik.

Dilihat dari jenisnva konflik itu dapat dibagi dua,

yvaitus
a. Konflik vang sifatnva fungsional, yaitu konflik vyang
mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja

kelompok; dan

b. Konflik disfungsignal, vaitu konflik yang merintangi
kinerja kelompok. B

Mengenai konflik vang muncul dalam masyarakat
Satjipto Rahardjo melihat dari segi eksistensi pluralisme
bangsa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa :

Bertitik tolak dari pemikiran atau pengakuan terhadap
eksistensi pluralisme, maka konflik adalah fungsional
bagi berdirinya masyarakat. Konflik bukan merupakan
sesuatu yang harus ditabukan, sebab mengakui kebhinekaan
adalah mengakui konflik sebagai sesuatu vang potensial.
Dengan demikian filsafat yang dipegang adalah
menyalurkan konflik sedemikian rupa sehinogga (memenej
: penulis) menjadi produktif bagi masyarakat. Diakui,
bahwa metodologi menghadapi konflik vang demikian itu
membutuhkan kearifan tersendiri vang tidak semudah
meniadakan konflik. Sebetulnys meniadakan konflik itu
bukan penyelesaian yang produktif, oleh karena ia hanva
"tidak madu melihat adanya konflik" dan menyapu konflik
itu ke bawah karpet. Saya kira metodologi peEnanganan
konflik seperti itulah vang menyebabkan kerusuhan-—
kerusuhan_ diberbagai penjuru tanah air dapat meledak
serempak.”

Sementara itu dalam pelaksanaan tugas polisi sebagail

7y 1hid.

8) Satiipto Rahardjo, Ha&alah_Kehhi.nekaan_Ssmal_Bam:La__Dalam

dlsampalkan pada Semlnar Hukum Raslonal Ke—VII dengan tema
"Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN-DEPREH, Jakarta 12-
15 Cktober 1999, hal. 6.

T. Hani Handoko, mendefinisikan konflik sebagai segala macam
interaksi pertentangan ataw antagonistik antara dua atau lebih
pihak. T. Hani Handoko, Manaiemen, Ed131 2, Cetakan kedua belas,
BPFE, Yogvakarta, 1997, hal. 346.




organisasi publik vang sering berperan menvelesaikan
sengketa yang timbul dalam masyarakat tidak selamanya
bisa bekerja dengan konsep manajemen kontlik. Flemang
harus diakui bahwa secara normatif semua peErsoalan
penegakan hukum diharapkan dapat diselesaikan dengan
ataw melelui proses hukum. Namun dalam kenyataannya
sering polisi menyelesaikan masalah-masalah itu melalui
kesepakatan—kesepakatan vang dapat meminimalkan muncul-
nya konflik baru. Manajemen konsensus inilah vang banvak
dikembangkan oleh Jepang, sehingga bangsa Jepang bisa
survive dan terus maju serta mampu bersaing dengan
bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Menurut Yoshino,
secara  wmum  manajemen  konsensus mempunyal ciri-ciri
sebagail berikut:

a. Kewenangan dan tanggungjawab pada setiap level
manajemen tidak begitu terdefinisi dengan tegasg

b. Tidak ada spesifikasi garis—garis besar kebijakan
dari manajemen puncaks;

c. Setiap keputusan harus diperlakukan tanpa merujuk
pada kebijakan secara keseluruhans

d. semuia keputusan vyvang paling rutin harus diajukan
kepada manejemen puncak untuk mempercleh persetujuan;

2. Sistem ini didasarkan cleh pengambilan keputusan
partisipatif dan konsensusg

f. karena usulan harus melewati sejumlah eksekutif dari
berbagai tingkat dan bidang kerja, cara ini memang
lambat dan tidak praktis. Kadang—kadang untuk suatu.
keputusan diperlukan waktu beberapa minggus ‘

g- Tanggungjawab dari pembuat keputusan itu tersebar
(diffused} pada berbagai pihak vang +tidak dapat
digantunghkan kepada individu siapapun. Meskipun
seograng manajer telab membubuhbhkan tanda tangannya, ia
hanyalah seorang manejer dari sekian manejer yang
harus menandatanganinya. Tanda tangan ity hanya
menunjukkan kepada kesepakatan vang diminta, bukan
persetujuan akhir. Sedangkan persetujuan akhir tetap
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berada pada puncak atau top manajer.q

Dalam sistem manajemen konszensus membuka temungkinan
bawahan mengajukan semacam usulan untuk kemudian diputuskan
oleh manamjemen puncak. Sistem manajemen konsensus memang
memiliki beberapa aspek yang  tidak lazim apabila

dibandingkan dengan vang ditemukan dalam sistem manajemen

modern. Misalpnya dalam memutuskan sesuatu atau dalam proses

pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama.
Sebaliknya dalam sistem manajemen ini harus diakui akan
menghasilkan keputusan vang lebih kreatif dan dapat
diimplementasikan secara lebih efektif.

Adanya beberapa model pendekatan dalam manajemen
bukan menjadikan hal tersebut sebagai penghambat, akan
tetapi menjadikan keragaman model sebagai alternatif dalam

memzcahkan masalah sebuah organisasi. Masalabnya sékarang

adalah perkembangan teknologi dan tuntutan  kemampuan
grganisasi meEnuntut setiap arganisasi  untuk SECIFA
berencana dan sistematik mengembangkan kemampuan para

manajernya. Kemampuan tersebut baik vang menvangkut dengan
kemampuan melaksanakan berbagai fungsi manajerial vyang
tradisional, maupun mengeﬁbangkan kemampuan mereka untuk

melaksankan fungsi-—fungsi baru, sebagai peneliti, pendidik

dan agsan pembaharu. Hal tersebut mendorong setiap
grganizsasi melakukan berbagail usaha untuk mengadakan
9) M. Y. Yoshino, Japan’s Managerial Svstem,The MIT Press, 1978,

hal. 28.




program pengembangan manajemen.

Fengembangan manejemen menurut H.C. de Bettignies adalah
(Hunagewent development can be defined as the attempt to
Impraove menegerial effectiveness through a planned and

deliberate Iearning prOCESss, It Is part aF
arganicational learning, a process through which the
organization develops its capability to understand its
own behaviour, and mare speciftically, the
interdependents parts decision making proces in

multiple environments. Management development is there—
faore one of the tools of organization development and is

conceived as a planed change iInvolving the whole
arganization as a complex syztem, and aimed at
Increasing the erfetiveness of the arganization).

"sebagai suatu usaha untuk meningkatkan efektifitas
manajerial melalui proses belajar mengajar. Ia merupakan
bagian dari proses belaiar organisasi, suatu proses
melalui mana suatu organisasi mengembangkan kemampuan
untuk memahami perilakunvya, dan secara Iebih khusus,
hubungan zaling ketergantungan dengan berbagai
lingkungannya. 0Oleh sebab itu pengembangan manajemen
merupakan salah satu alat dari pengembangan organisasi

dan diperlakukan ssbhagai suatu perubahan ‘berencana
yang melibatkan organisasi secara keseluruhan sebagai
sustu sistem yvang kompleks, dan bertujuan untuk

meningkatkan efektifitas suatu organisasi®

Selanjutnya Donald L. Kirkpatrick, mengatakan {#Hanage-
ment development is the process of gradual, =svstem—
atic improvement Iin the hnowledge, skills, attitude—and
performance—af the those individuals in an oerganization
who carry management responsibilities. Hanagement
development Is generally acknowledged as eszential for
Improved results as well &= the grawth of an
organization) "pengembangan manajemen adalah suatu
proses vang bertahap, vang sistematik,: untuk meningkat-
kan pengstahuan, ketrampilan, sikap-prestasi kerija dari
orang—ocirang vyang memegang tanggungiawab manajerial.
Secara umum, pengembangan manajemen dikenal sebagai
usaha untuk meningkatkan prestaSL dan juga pertumbuhan
arganisasi”. -

Dengan demikian pengembangan @anajemsn merupakan

suatu usaha untuk mempengaruhi proses  perubahan melaluai

10) Adam 1. Indrawijaya, ]
Baru, Bandung, 1989, hal. 227—228-
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pendekatan sosial, dalam arti berusaha merubah sikap dan

perilaku orang—orangnya dan antuk lebibh  memahami usaha—

- usaha merubah perilaku manajerial, prestasi kerja dan hasil

akhir suatu kegiatan.

Dalam organisasi POLRI pengembangan manajemen vyang
sangat penting adalah pengembangan sumber daya manajemen
personil  (Human Research Manajement  Development/HRMD).

Adapun prinsip-prinsip dalam pencembangan HRMD adalah

sehagai berikut

a. Harus dilakukan dengan penubh kesadaran bahwa dalam
pengembangan HRM adalah sub sistem dari satu sistem
organisasi yang sederajat dengan sub sistem vang
lain. '

k. Dengan menyadari kedadukan sebagai salah satu  sub—
sistem, maka aplikasi HRM harus dilakukan dengan
herbagai pendekatan yang harus dapat dilaksanakan
secara memadal mengahadapi setiap kepentingan,; antara

lain =

a}) Pendekatan manusiawi, setiap manusia harus
terpenchi kebutubannya (minimal) uwuntuk mencapai
Londisi vang menguntungkan organisasi. Jangan
sekali—kali bertumpu pada pencapaian tujuan
organisasi saja dan mengorbankan kepentingan

personil. Ini tidak manusiawi.

b} Pendekatan Manajemen, manajemen personalia memang
motor penggerak HRMD, karena ia harus benar—benar
ahli dan benar—benar memahami HRMD; tetapi
tanggungiawab HRMD secara wtuh ada pada semua
manejer. Setiap manejer harus paham benar tentang
hal ini.

c) Pendekatan sistem, karena HRM merupakan subsistem
dari organisasi, maka keberhasilan HRM dapat
divkur dari sebesar mana sumbangannya terhadap
keberhasilan organisasi. Kalau organisasi terpurul
karena personilnya tidak pgrofesional motor
penggerak HRMD harus dikoreksi.

d) Pendekatan prosktif, sumbangan HRFMD akan lebih
baik bagi oraganisasi, manejer dan pribadi petugas
sendiri; manakala manejer dan organisasi mampu
mengidentifikasi secara tajam HTAG dan menentukan
cara bertindak paling baik.

Dilihat dari fungsinva maka HRM dapat membantu memahami
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pola pemikiran yang merupakan dasar pengembangan HRMD,

melalui :

a. Kalau pengertian dasar manejemen adalah; mencapai
hasil melalui dukungan orang lain, agar hasil yang
dicapai dapat maksimal seperti vyang diinginkan, maksa
seorang manejer harus memberi perhatian vang cuku%-h
kepada para pendukung. Bentuk perhatian itu adalah
HRM yang baik. :

b. Kalan fungsi manajemen adalah POAC—maka pada fungsi
organizing tersebut itulah terletak fungsi HRM .

Sehingga kalau FOAC Secara keseluruhan harus
berhasil—maka HRM harus cukup mantap.
c. Kemantapan HRHM bukan terietak = pada manejer

personalia, atau top manejer saja, tetapi terletak
pada semus yvang berkedudukan sebagai manejer, seperti
dikatakan oleh Claude 5. Gerge batwa : tanggungjawab
administrasi pesonil vyang baik terletak dipundak
setiap manejer.

d. Sedang FW Taylor menegaskan bahwa tugas mensjer
dengan begitu harus menetapkan sasaran, merencanakan,
menaetapkan kebijakan menejemn personil lalu memilih
orang—orang terbaik untuk memikul suatu  tugas
tertentu—kemudian mendidik mereka untuk menjadi
petugas vang profesional.

Selanjutnya apabila dilihat dari prosesnva, maka :

a. Telah dikemukakan bahwa manejer perscnalia sebagai
motor penggerak BINTEMAN berarti harus melakukan
analisa dan evaluasi setiap permasalahan personil dan
selanjutnya merekomendasikan saran kepada top manejer
dan para menejer lainnva termaswuk memberikan bantuan
pemecahan masalah bagi setiap personil yang mereka
perlukan.

b. Pokok—pokok permasalahan personil

Di masa lalu para sarjana mengatakan ada tiga masalah
pokok personil, yvaitu :

a) Procuring (memperolehil;

bh) Developing {(pengembanagan);

c) Haintening (pemeliharaan/perawatan)  tatapi juga
diartikan dengan pemanfaatan.

11) Kunarto (II) Kap

iHuman__R&EQurgﬂa_ﬂanﬂgﬁmﬂnb_EQLRI,Clpta Hanunggal Jakarta 1999
hal.T-9.




Melihal POLRI dari sudut manajemen kepada penglihatan
yang terfokus pada organisasi, maka hampir dalam segala hal
POLRI harus diakui sebagai sebuah organisasi yéng terpusat.
Secara umum menurut Henry Mintzberg setiap organisasi
mempunyai lima komponen dasar, vaitu :

a. The Operating core, dimana para pegawai melaksanakan
pekerjaan dasar vang selalu berhubungan dengan
produksi dari produk dan jasas

b. The strategic apex, Menejer tingkat puncak merupakan

pemegang tanggungjawab secara keseluruhan sebuah
organsiasis

C. 7The midle line, Para manajer vang menjadi penghubung
antara operating core dengan strategic apex.
d. The techno structure, para analis yang mempunyai

tanggungiawab untuk melaksanaPan bentuk standarisasi
tertentu dalam organisasij .

e. The support staf¥, Brangmorang vang mengisi unit
staf, vang memberi jasa pendukung  tidak langsung
kepada organisasi.

Struktur organisasi dan proses manajemen vang dipakai
dan diimplementasikan oleh para pembah#ru “kepolisian pada
awal abad ke-20 sangat dipengaruhi oleh dan diberi pola
berdaéarkan teori—teori ilmiah ‘dari Frederick Tavlor. -
"Frederick Taylor memperkenalkan model pabrik vang menganut
sentralisasi kekuasaan, penciptaan suatu manajemen menengah
untuk menstandarisasi dan meﬁbiasakan diri dengan tugas—
tugas, manamﬁah lapisan pengawasan, mencari dan menemukan

rasio darli pengawas vang tepat kepeda pekerja vang dikenal

sebagai  lingkup pengawassan {span of coentrel) dan kesatuan

12) Henry Mintz, Htructure in Fives _ ; _ Designing Effective
Organization,Englewood Cliffs, New York, 1983, hal.160.
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komando  (unity of  cCommand). Para pekerja dipisahkan
berdasarkan ketrampilan masing-masing bidangnya vang
dilihat sebagai barang-barang vang mudah dapat digantikan
dan dapat dipindah—pindahkan dari pekerjaan vang satu ke
pekerjaan yang lain dan dari regu vang satu ke regu vang
lain. Para pekerja harus mampu memotivasi dirinya sendiri
atau akan menghadapi benturan dari pekerijaannva, kegagalan
pekerja dianggap ketidakmampuan individual, bukan kegagalan
organisasi. Para pengawas meliputi semuanva, manejer
menengah berpikir dan mengatur, dan para pelaksana dianggap
mudah saja melaksanakan. Secara resmi pekerjaan polisi akan
dirutinkan. Polisi dilihat hanva sebagai penegak hukum yang
sedikit sekali atan sama sekali tidak akan pernah melakukan

diskresi, mereka tidak perlu terlaluy pandai.

Pemikiran yahg esensial dari para pembaharu
kepolisian adalah pengawasan, bukan keberhasilan yang
mengagumkan dan juga bukan warisan korupsi serta

. penyalahgunaan vang berkembang dalam kegiatan polisi  pada

awal abad ke—-Z0. Pengawasan dari para petugas polisi
terdapat pada setiap aspek dari strategi reformasi. Untuk
mencegah korupsi dari polisi mglalui interaksi dengan
pendudubk , maka mereka ditempatkan di dalam mobil-mobil vang

terispnlasi, bukan saja dari para pelitisi tapi juga dengan




Samua penduduk.13 Dalam penanganan personil dengan segala
problematikanva, kadang—kadang penggunaan iﬁtilgh
administrasi dan manajemen S@Iring digunakan silih
berganti.14 fida pula vyang mengartikan manajemen lebkih
luas dari administrasi, tetapi pada umumnya administrasi
dianggap lebih luas yang mencakup organisasi dan manajemen.
Perkembangan ilmu organisasi, manajemen dan administrasi

telah melahirkan bermacam—macam teori dan diskusi.

“Penganut pendekatan tradisional, seperti F4 Tavlor,
Henry Fayol maupun Weber berpendapat bahwa organisasi
vang paling efisien dan efektif adalah vyang mempunyai
struktur hirarkhi berdasarkan atas suatu wewenang formal
vang legal. Weber berkeyakinan, bahwa dengan dikembang—
kan organisasi yang demikian akan berarti spesialisasi
atas tugas—tugas, sehingna penugasan berdasarkan
kemampuan. Orgeanisasi memiliki iklim vang rasicnal dan
imparsonal. Weber menamakan organisasi dengan struktur
yang demikian sebagai birckrasi. Pendekatan klasik
inilah vyang meyakini adanya prinsip-prinsip manajiemen,
tehnik—tehnik manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan

Bahasa oleh Kunarto ( III), Clpta Hanunggal Jakarta, 1999
hal.120-122. '

14) Satjipto Rahardjo dalam membicarakan perihal administrasi
peradilan menjelaskan bahwa permasalahan vyang dikandung oleh
administrasi keadilan tersebut di negeri ini lazim dibicarakan dalam
konteks bukum acara. Tetapi administrasi keadilan mencakup masalah
vang lebih luas dari pada yang ada dalam hukum acara itu. Hal ini
terutama disebabkan oleh cara pendekatan terhadap masalah wyang
berbeda. Hukum acara menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan
administrasi. keadilan 1lebih mendekati segi manajemen. Satjipto
Rahardjo, Ilmuy Hokom, Alumni, BAndung, 1982, hal. 217. Selanjutnva
bagaimana kekuasaan hukum terhadap adminisirasi wurajlannya lihat

A.A.G. Peters dan Koesr1an1 Siswo soebroto Hukim Dan  Perkenmbangan
» Pustaka Sinar Harapan,

l--
Jakarta, 1990 hal 65.
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proses manajemen.

Pendekatan klasik kemudian ditentang oleh peanganut
pendekatan perilaku dan hubungan antar manusis, karena
menuwrut  mereka pendekatan klasik tidak memanusiakan
manusia. Penganut pendekatan perilaku dan hubungan antar
manusia seperti Elton Mayo, MP Follet, Bernard merngatkan
organisasi adalah manusia. Pertentangan antara kedua
pendekatan tersebut kemudian melahirkan pendekatan baru,
vaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontigensi.
Fendekatan sistem berusaha memandang organisasi sebagai
sebuah sistem yang menyatu, dengan maksud tertentu Yang

e

terdiri atas bagian—bagian vyang saling berhubungan.

Pendekatan ini memberikan kepada manejer suatu cara
untuk memandang organisasi sebagai keseluruhban dan
sebagai bagian dari yang lebih besar lingkungan ekstern.
Dalam pendekatan sistem dikenal beberapa istilah vang
sering digunakan dalam manajemen. Diantaranya adalah sub
sistem, yaitu bagian—bagian vyang membentuk keseluruhan
suatu sistem. Setiap sistem menjadi sub sistem dari
Lesatuan vang lebih besar.

Pendekatan kontigensi berusaha untuk menentukan hubungan
vang dapat diperkirakan antara keadaan, tindakan dan
hasil. Pendekatan ini memadukan bermacam—macam aliran

manajemen dan mengarah pada ketergantungan bermacam—

macam Taktor dalam situasi manajemen. Pendekatan ini
juga dikenal sebagai situasional. Tugas pimpinan adalah
mengidentifikasikan teknis mana dalam situasi tertentu
dalam suasana tertentu dan pada waktu tertentu vang
dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi.
teori kontigensi mengacu pada fTaktor bahwa proses
organisasional bergantung pada_ tuntutan—tuntutan dari
luar dan kebutuhan dari dalam.™ -

Melebarkan pembicaraaan antara administrasi,
organisasi dan manajemen, maka sudah memasuki kawasan
membicarakan perihal birokrasi seperti dikemukan oleh
Heber. Akan tetapi harus diingat bahws ,mndel birokrasi

Heber lebih merupakan gambaran vang hipotetis . ketimbang

kenvataan v any sabenarnya tentang bagaimana sebuah
bBirckracsi itu terstruktur. Weber mengemukakan
Larakteristik—karakteristik vang merupakan esensi dari

15) Awaloedin Djamin, Qp. Cit. hal.83-65.




birokrasi atan disebut juga dengan organisasi vang

ideal,yaitu sebagai berikut :

a. Pembagian kerja, pekerjaan dari setiap orang dipecah-
pecah sampal ke pekerjaan—-pekerjaan yang sederhana,
rutin dan ditetapkan dengan jelas;

b. Hirarkhi kewenangan yang jelas, Sebuah struktur multi
tingkat vyang formal, dengan posisi  hirarkhi  atau
jabatan, vyang memastikan bahwa setiap jabatan v Aang
lebih rendah berada di bawah supervisi dan  kontrol
dari yang lebih tinggi;

c. Formalisasi yang tinggi. FKetergantungan kepada
peraturan dan prosedur vang formal untuk memastikan
adanya keseragaman dan untuk meEngatur perilaku

pemegang pekerjaan;

d. Bersifat tidak pribadi (impersonal). Sanksi-sanksi
diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan pribadi
un tulk menghindari keterlibatan dengan kepribadian
individual dan preferensi pribadi para anggotas

2. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai
vang didasarkan atas kemampuan. Keputusan tentang
seleksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi
teknis, kemampuan, dan prestasi para calong

f. Jejak karir bagi para pegawai. Para anggota diharap-—
kan mengeiar karir dalam organisasi. Sebagai  imbalan
atas komitmen terhadap karir tersebut, para pegawsai
mempunyal masa  jabatan, artinva meraka akan
mempertahanan meskipun mereka "kehabiszan tenaga" atau
Jjika kependaiannya tidak terpakai lagis

g. kKehidupan organisazi vyang dipisahkan dengan jelas
dari kehidupan pribadi. Kebutuhan dan minat pribadi
dipisahkan sepenuhnya agar keduanyva tidak mencampuri
sikap i1mpersonal gada aktivitas organisasi Y ang
bersifat rasional.t

Tipe yang ideal tentang sebuah bircokrasi  vang

digambarkan oleh Weber memang dapat membantu pekerjaan—

pekeriaan pelayanan publik  yang mengurus beragamnya
kepentingan. Sscara univer=al, pengalaman cenderung
menunjuklkan bahwa jenis birokrasi administrative

16) Stephen P. Robbins, Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi,
Alih Bahasa Oleh Yusuf Udaya, Arcan, Jakarta, 1995, hal.338.
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arganization yang murni..., adalah jika dilihat melulu dari
pandangan vyang teknis murni, mampit  memberikan tingkat
efisisnsi vang tertinggi dan dalam pengertian ini secara

formal merupakan sarana paling rasional yang dikenal untuk

melaksanakan kontrol imperatif terhadap manusia. Bentuk’

birokrasi ini superior bila dibandingkan bentuk vang lain
dalam hal ketepatan, stabilitas, kekerasan disiplin, dan
keandalar. Maka birokrasi semacam  ini memungkinkan
diperclehnya tingkat perhitungan vang tinggi dalam hal
hasil bagi pemimpin g organisasi dan bagi merska vang
bertindak dalam hubungannya dengan hal itu. akhirnya, ia
juga superior baik dalam hal efisiensi yang intensif dan
dalam Jangkauan kegiatan, dan secara formal birokrasi
SEMRCAM ini dapat digunakan pada semua macam thas
administrasi.l?
Bagaimanapun baiknya sebush birckrasi, sejalan dengan

peran vang besar dan cukup lama dari manusia vang menguasai
sebuah birokrasi; maka birokrasi akan menjadi sesuatu  vang
sangat menakutkan. Balam sehuah masyvarakat modern
birokrasi memang tidak terelakkan, birpkrasi dapat menjadi
pelayan dalam banyak masalah. Kuntowijovo mengatakan bahwa:
¥ita membangun birokrasi, birokrasi menjadi kuat, kita
bersyukur tetapi kitapun terkejut karena bukannvs
birokrasi menjadi pelayan kepentingan—kepentingan kKita,

‘kita vang harus melayani birckrasi. Kita menginginkan
sebuah  model secietal state, tetapi yang kita dapatkan

17) I b i d.hal. 339.

i,
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adalah state seciety, masyarakat yang sepenuhnya berada
di bawah kekuatan organisasi vang disebut birokrasi.
Semula kita menginginkan sebuah civil society, tetapi
yang mampu kita ciptakan barulah organizational society.
Kita mengharapkan sebuah benevolent state, tetapi vang
kita dapatkan ialah sebuah birckrasi vyang ambaudenda,
serba kuasa. Hirokrasi semacam itulah vanog melahirkan
kebudayaan hirpkratis, budaya vang muncul di o bawah
bavang—bayang birokratis.

Birokrasi paling banyak diserang karena mEnyY impang
dari tujuan semula {(goal displacement), dimana terjadi
pengoantian dari  tujuan organisasi dengan sub  wunit  vang
lebih kecil atau tujuan pribadi. Argumentasi vang paling
umum  dikemukakan oleh Robert K. Merton "Setelah mengakui
bahwa peraturan vang bireokratis dan mengarah kepada
personality menjadi demikian penting dibandingkan dengan
tujuan untuk melayani. Bkibatnya adalah penvimpangan tujuan
dan hilangnya efektifitas organisasi.

Selanjutnya Philip Selznick percava bahwa cara bisa

herubah  menjadi tujuan melalul penyimpangan tujuan. Dia

menjislaskan bahwa spesialisasi dan diferensiasi menciptakan

18) Funtowijoyo, Demokrasi & Budava Birokrasi.Bentang Budaya,
Yogyakarta, 1994, hal. 177.
Birokrasi bisa hidup dan survive baik dalam bentuk 1embaga formal

. maupup.  secara informal. Hal ini secara teori memang diakui melalui
gstudi—-studi modern tentang birokrasi vang selalu menekankan arti
pentingnya Eelembagaan informal yang bereksistensi paralel dengan
gerak operasi strukbtur birokrasi yang formal. Ronny Hanitijo
Soemitro, Studi Hukum dan Masavarakat, Aluwmni, Bandung, 1885, hal.
84. Lihat Jjuga ciri-ciri birokrasi sampai mencapail tingkat
birokratik dalam David Betham, Birokrasi, Bumi Aksara, Jakarta,
18990, hal. 4.
Mohtar Mas oed Mengatakan bahwa Indonesia di bawah Rezim ORBA meru—
pakan tempat yang paling potensial munculnya birokrasi kembar antara
gipil dan militer di bidang pemerintahan dalam setiap Jenjang.

Mohtar Mas“oed, Negara Kapital dan Demokrasi, Pustaka Pelajar,
Jakarta, 1994, hal. 91.
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sub-sub unit  dengan tujuan berbeda. Tujuan dari masing—
masing sub Qnit menjadi yang utama bagi anggota sub  unit.
Apa vyang terjadi sebagai hasil dari konflik diantara sub
unit tersebut adalah bahwa pencapaian tujuan sub-sub unit
menjadi lebih penting dari pada pencapaian tujuan
organisasi.

Sedangkan Alvin Gouldnet mengajukan bahwa tujuan
bukan saja menetapkan perilaku yvang tidak dapat diterima,
tetapi jugs menetapkan tingkat minimum dari prestasi vyang

dianggap sudah mencukupi. Jika tujuan organisasi  tidak

dihayati dan menjiadi bagian dari perilaku pegawai, peratu—n

ran—peratwran  akan mendorong terjadinya apatis. Artinva,
orang hanya akan melakukan yang paling‘ minimum untuk
memenuhi tugasnya. 0O0leh karena itu, peraturan diartikan
sebagai penetapan dari standar minimum bagli mencapai
prestasi dari pada untuk mengidentifikasi perilaka  vang
tidak dapat diterima.

Argumentasi terakhir mengenai penggantian tujuan
dikemukakan oleh Victor Thomson, vang melihat birokrasi
zangat diformalisasi menciptakan ketidakpastian pada vyang
herwewenang vyang mengakibatkan apa vang disebut perilaku
biropatik {(bureaupathic behavioer). Fara pengambil keputusan
menggunkan ketaatan terhadap peratutran untuk melindungi
mereka sendiri dari berbuat salah. Formalisasi vang tinggi

bukannya membantu dalam pengambilan keputusan, melainkan

memberikan perlindungan urttuk bersembunyi dibelakang
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:"dangan menyvalahkan SAYa, saya hanya mengikuti

peraturan.lg

Akibat adanya penyimpangan tujuan organiasi menjadi
tujuan pribadi dapat berupa kendala ke dalam dan kendala
keluar. Kendala kedalam pegawai merasa adanyva keterasingan
dalam rutinitas, dimana ia merasa bisa setiap saat tidak
berfungsi lagi dan dapat digéntikan aoleh orang lain, karena
pekeriaannya dapat dengan mudah dipelajari oleh siapapun.
Satua lagi kendala kedalam adalah konsentrasi kekuasaan
hanya pada 'pimpinan vang tertinggi dan vang menganggap
dirinvya paling senior akhirnya hanya akan menguntungkan
beberapa orang saja. Suatu fakta telah kita -lihat bahwa
birokrasi +telah menyebabkan kekuasaan yvang sangat besar
berada dalam tangan beberapa orang saja. Sedangkan kendala
keluar adalah masvarakat vang harusnyé menerima palavanan
dari sesbuah birokrasi akan mengalami prustasi, karena
ternyata mereka harus melayvani birockrasi terlebih dahula.
Fenoawasan menjadi tidak efektif, sehubungan dengan petugas
pengawas vang formal dimana anggota pengawas berasal dari
atasan bukan dari masyarakat. Dengan demikién antara
pengawas dan yang diawasi akan terjadi saliﬁg memberikan
Leuntunoan vang berganda. FProses vang demikianlah vang
sedang dan akan terus terjadi daiam sebuah birokrasi vang

sering disebut dengan manajemen modern sekarang ini.

19) Stephen P. Robbins, Op, Cit. hal_343-345_




Fenomena yang begitu menakutkan dalam era keterbukaan

ini pada akhirnya akan menyebabkan birokrasi akan mengalami

masa kematian secara perlahan—lahan. Kondisi saat ini sudah

tidak

sesual dengan nilai-nilai  dan tuntutan—tuntutan

zaman. Faling tidak ada empat faktor yang merupakan ancaman

langsung terhadap birckrasi, vaitu : .

=

Ferubahan vyang cepat dan tidak terduga. Kekuatan
birokrasi terletak pada kapasitasnya untuk mengelola
secara efisien aktivitas rutin dan dapat diduga
sebelumnya yang terjadi dalam lingkungan vang stabil
dart dapat diduga. Birokrasi dengan rantai komandonya,
peiraturan—-perundang-undangannya serta kekakuannva
vang semuanya ditetapkan dengan bagus sangat sukar

desesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat vang .

diminta oleh lingkungan pada saat inij;

Fertumbuhan besaran. Meskipun dalam teori mungkin

tidak terdapat batas yang wajar mengenai tingginva

piramida vyang birokratis, dalam praktek elemen dari

kompleksitas hampir selalu diperkenalkan jika terjadi

peningkatan vang cukup besar dalam besaran.

Meningkatnya biaya administrasi, kontrol vang lebih

ketat, impersonality yang besar, peraturan vang sudah

kunp— semua merupakan contoh tentang apa vang terjadi

pata birokrasi bersamaan dengan bertambahnya besaran
yang meniadi penghalang pertumbuhan; i

Ferbedaan vang meningkat. Aktivitas dewasa ini
mensyaratkan drang yang mempunvai kemampuan vyang

sangat berbeda~beda dan sangat terspesialisasi.

Pertumbuhan yang tergesa—gesa, perubahan vang cepat,

dan spesialisasi yang makin bertambah tidak sesuai

dengan rantai komando vyang ditata dengan rapi,
peraturan  dan prosedur vang kaku, dan impersonality
dari birokrasi.

FPerubahan perilakue manajer. Para manajer sedang

mengalami  suatu perubahan falsafah yvang halus  namun

dapat dirasakan. Perubahan-—-perubahan ini meruntuhkan
ideolagi vang mengelilingi dan mendukung birokrasi.

Khusunva para manajer mempunvai :

a) Konsep baru tentang manusia, yang didasarkan pada
pengetahuan yang meningkat mengenai kebutuhan
mereka yang kompleks dan bergerak, vang
menggantikan pandangan atas dasar pencet tombol
tentang pria dan wanita yang terlalu
disederhanakan dan polos {(innocent};

b} Sebuah ransep haru mengenai kekuasaan vang
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didasarkan pada kerja sama dan nalar, vang
menggantikan model mengenai kekuasaan yang
didasarkan atas paksaan dan ancamanji dan

c) Sebuah konsep-konsep baru tentang nilai-nilai
organisasi, Yang didasarkan atas pandangan
humanistis—demtkratis ideal, vang mengantikan
sistem nilai birokrasi yang mekanistik dan

depersonalized.

BE. Manajemen Penegakan Hukum POLRI

Sekarang saat—saat yang paling menentukan bagi
kepolisian untuk memperiihatkan kinerjanyé sebagai aparat
yvang terbebani dengan multi fungsi. Beban vang terlalu
berat merupakan konsekwensi dari polisi sebagai sebuah
organisasi besar dalam sebuah negara yang sedang mengalami
perubahan. GSecara organisatoris di satu pihak kepolisian
berada dalamésebuah birokrasi negara yang sedang mengalami
krisis multi dimensi, sementara dilain pihak struktur
Drganiéasi didalam kepolisian itu sendiri masih  terlalu
birokratis. Fungsi organisasi POLRI di dalam belum banvak
berubah. Fenyusunan fungsi—fungsi dasar manajemen
kepolisian vang harus menyesuaikan dengan sifat dan
kebutuhan organisasinya.

Funasi dasar manajemen kepolisian vang masih
dipertahankan adalah sebagai berikut :

a. Fungsi perencanaan
Perencanaan merupakan fungsi awal dari setiap manajemen,

untuk manajemen kepolisian perencanaan  mempunyai arti

20) Ibid, hal. 348-349
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dan kepentingan vang khusus, vaitu :

a) Perencanaan selalu akan membawa fokus perhatian
anggota kepada tujuan lembaga. Hal ini akan
mengakibatkan tuiuan vang lebih besar dalam

pelaksaannya bisa dialihkan kepada tujuan lembaga
polisi  itu sendiri. Maksudnya adalah dalam
pelaksanaan perumusan perencanaan tugasnya kepolisian
masih lebih mengutamakan tujuan lembagénya dibanding
kan tuwiuvan masyarakat yang sedang berubah.

B} Perencanaan berusaha untuk mengurangi risiko
kegagalan, sehingga akan mengejar ataﬁ.akan melakukan
usah% vang dapat lebih .menjamin efektivitas
nrganiéasi. Akibatnya kepolisian akan lebih mengabdi
kLepada lembaganya dalam struktur hirarkhi  komando
yang masih begitu ketat, =sebagai contoch dalam
pelaksanaan tugas polisi  1lehbih mengutamakan
pengamanan pejabat dari pada mengamankan masyarakat

vang butuh perlindungannya.

b. Fungsi pengambilan keputusan.

Feranan pimpinan vanyg masiﬁ sangat dominan dalam
kewenangannva. Pendekatan operasional hanyva akan dapat
dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan . oleh
pimpinan dan semua kebijakan tetap masih terpusat pada
tangan pimpinan komando dalam setiap jenjang
Lepangkatan. Pengambilan keputusan belum memperlihatkan

adanya keluwesan seperti apa vang disebut dengan
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idiskresin<l bagi personilnya dilapangan. Kalau ingin
memperbaiki penampilan kepolisian sebagai suatu  lembaga
harus dapat meningkatkan kemampuan para pimpinan dalam
setiap eselonisasi, sehingga citra kepolisian RI  bisa
sedikit diperbaiki.

Fungsil kepemimpinan

Kegiatan kepemimpinan dianggap melekat pada pelaksanaan
setiap fungsi manajemen, dan tidak dianggap sebagsai
fungsi v ang tersendiri, di samping fuﬁgsimfungsi
manajemen lainnyva. Pada manajemen kepolisian penggunaan
wewenang oleh pimpinan masih sangat menonjol (otoriter).
Setiap aﬂggota selalu dituntut untuk loyal dan dengan
penuh  kesadaran, kesukarelaan dan ketaatan yang tinggi
terhadap pimpinan dalam Setiaﬁ pelaksanaan tugas.

Fungsi pengendalian

Upava mencapal efektivitas dalam penggunaan kewsnangan

kepclisian harus dibarengi dengan suatu fungsi

21) Diskresi menurut terminologi Hukum artinya kemerdekaan bertindak.

Lihat I.P.M. Ranubandoko, [Terminologi Hukmm _: Ingaris-
Indonesia.Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.223. Sedangkan dalam
Kamus Kepolisian disebntkan babwa Diskresi berasal dari bahasa
Inggris  (Discretion) vang artinya "Eebijaksansan dengan sengaja
melanggar hukun demi kepentingan masyarakat yvang lebih besar”. Lihat
Gories Mere, (at. all), Kamus Kepolisian, Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 28. Selanjutnya Thomas J. Aaron
menyebut dengan "discretion is power authority conferred by law to
action an the basic of judgement or conscience, and its use 18 more
an idea of morals than law” (suatu kekuasasn atau wewenang yang
dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan
1eb1h menekankan pertlmbangan moral darl pada petlmbangan hukum

Kepolisian), Pradnya Paramlta, Jakarta, 1991, hal. 16.
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pengendalian vang ketat. Pengendalian akan dihadapkan
pada faktmr—faktnr; adanva pelimpahan kewenangan wmum

kepolisian kepada setiap anggota seperti  penggunaan

Lewenagan individo dengarn diskresinya dilapangans
Femungkinan dan kesempatan dalam penvalahgunaan
wewenang, upaya peningkatan produktifitas anggota.
Semuanva memer lukan pemikiran tentang sistem-

pengendalian yang tepat dan cepat.

Fungsi komunikasi

Farlu ditonjolkan fungsi komunikasi dalam manejemen
tepolisian berkaitan dengan adanva faktnf—faktcr yang
selalu akan‘berperan dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan
vang menjadi titik sentral dalam manajemen yang . haius
selalu bisa mengikat seluruh anggota dan semua  kegiatan
dalam manajemen. Komunikasi akan menjadi sarana utama
untuk  keperiuan tersabut.‘ﬁistam komunikasi kepolisian
harus mampu memadukan komunikasi formal yvang menyalurkan
informasi-informasi dari atas ke bawah vyang bersifat
mengikat dan dari bawah ke atas sebagai umpan balik.
Dengan komunikasi akan memberikan dinamika tersendiri
pada manajemen mengenai informasi-informasi yang secara
umum harus diketahui_ﬂleh setiap anggota {(informaltion-
sharing)

Melalui lima komponen manajemen kepolisian di  atas,

maka barulah daﬁat ditentukan pola manajemen kepolisian

yang menunjukkan imbangan dalam upaya memenuhi kebutuhan
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lembaga {produktivitas) dan pemenuban kebutuhan anggots
(kepuasan kerja), dimana dalam imbangan tersebut selalu
akan menitik beratkan pada upaya peningkatan produbktivitas.

Ketimpangan—ketimpangan vang terjadi dalam praktek di
bidang manzjemen mengisyaratkan bahwa tecori—tecri manajemen
belum dipahami dengan baik dan belum diamalkan apalagi di
hayati. Padahal manajemen berbeda dengan ilmu-ilmu vang
lain yang sifatnya banyak teoritis belaka. Manajemen adalah
ilmua vang nvata, ilmu vang kecanggihannva 3u5tru terletak
pada pengamalan, bukan hanya untuk dipelajari, akan tetapi
Juga vang paling penting adalah untuk dipragtekkan.

Tidak gda satu teoripun vang sempurna ataw teori vang
benar dan salah, mengingat teori merupakan perkembangan

dari pemikiran manusia. Mamun yvang bisa diuji adalah
Al

efektifitas dari kegunaan teori tersebut dalam penerapan-—

nya. Kelemahan manajemen abad 20 antara laing Manajemen
vang kaku, tidak peka, tidak fleksibsl, kurang manusiawi.

Diabad baru hal itu tidak ada tempat lagi. Karena di

mottokan; BRirokrasi out dan kewiraswastaan in. (Bagi FOLRI ™

istilah wiraswasta ini harus dibaca kreasi dan inovasi}.
Hal itu disimpulkan karena tantangan abad baru akan datang
dalam wujud dan ragam vyang belum pernah dikenali
sebelumnva, tidak dapat diperkirakan dan datang terlau
tiba—tiba ({(mendadak}), sebagai akibat kompleksitas vyang
cepat berkembang. Hubungan atasan bawahan harus dicari

mekanisme yvang efektif. Model tindakan vang selalu top down
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tidak dapat memecahkan masalah. Manejer masa mendatang
harus selalu berpikir positif dan proaktit, sistem
menjemput bola dalam memecahkan persoalan dan rajin
menganalisa keadaan setelah mendengar keluh kesah bawahan.
fitasan di masa mendatang akan 1ebih berfungsi sebagai
fasilitator dan semacam pelatih. Bawahan adalah mitra dalam
meraih keberhasilan.<2

Berdasarkan pemikiran manajemen vang sederhana  dari
srganisasi kepolisian, maka fungsi polisi dalam  bertugas
vang banvak dibicarakan secara luas umumnya ada dua macam,
vaitu Pertama, tugas preventif atau bertugas mencegah
terjadinya kejahatan dan vang kedua, fungsi refresifnva,
vaitu tindakan dalam rangka memberantas kejahatan vang
telah terijadi. Tugas pertama merupakan tugas menjaga dan
memeliﬁara ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat.
Sedangkan kedua merupakan tugas penegakan hukum, atau tugas
pertama seriﬁg disebut sebagal tugas polisi dalam arti luas
dan vang kedua disebut juga dengan tugas polisi dalam arti
sempit.

Polisi dalam melaksanakan fungsi di atas selalu
berpsgang pada dua asas, yaitu el

Pertama. Asas legalitas yang berarti semua tindakan

22) Kuparto (IV), Ehika Eepolisian. Cipta Mamunggal, dJakarta, 1997,
hal.248.

23) I b i d. bal.T9.
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polisi harus didasarkan pada aturan—-aturan/perundangan
yang berlaku. Setiap tindakan yang setelah dikaji tidak
berdasarkan aturan merupakan vang tidak sah, oleh karena
itu polisi harus ditindak. Berdasarkan kenyataan
tersebut maka orang selalu berpikir dan berkata bahwa
polisi itu dalam menjalankan tugasnya selalu sangat
terikat.

Kedua, asas oportunitas atau asas utilitas, vang berarti
setiap tindakan polisi vang selaras dengan kewajiban dan
tanggungjawabnya maka Semus dapat dianggap sah.
Pandangan ini mengakibatkan polisi harus diberikan suatu
ruang vang bebas dan tugasnya harus berhasil.

Biasanva polisi vang memegang teguh asas legalitas akan
splalu terlambat dalam mengatasi dan mengantisipasi
situasi Yang berkembang cepat. Polisi @ jadi terasa
lamban, karenanya sulit untuk dapat melakukan tindakan—
tindakan pencegahan. Mamun sebaliknva melaksanakan asas
oportunitas secara tanpa batas sangat berbahaya. karena
tidak adanya patokan, pedoman dan pengawasan yang tajam,
sehingga tidak tertutup kemungkinan tindakan kepolisian
Justru melanggar hukum.

Di negeri Belanda ada suatu arrest (putusan}) dari  Hooge
Raad (Mahkamah Agung) vang berbunyi : Bahwa polisi tidak
usah dan tidak memerlukan suatu  peraturan perundang—
undangan untuk tindakan—tindakannva untuk mern cegah
keiahatan, dengan syarat bahwa tindakan itw sendiri
tidak bertentangan dengan Undang—undang vang berlaku dan
benar bahwa tindakan itu ditujukan demi  terjaminnva
ketertiban umum, keamanan, keselamatan dan melindungi
hak—hak seseorang. Ketentuan itu berlaku juga untuk
polisi Hindia Belanda (sekarang Indonesial.

Dalam irangka melaksanakan tugas yang demikian polisi

barus diarahkan pada pelaksanaan tugas yang, antara lain :

a. Mengawasi dan mengarahkan agar kewajiban masyarakat
untuk kepentingan umum terlaksana dengan baikg
b. Bertindak aktif untuk mencari penyebab mengapa

kewaijiban rakyat untuk kepentingan umum tidak
terlaksana dan sekaligus mencari pemecahan yang
tepat;

c. Melakukan upaya paksa apabila perlu dengan

menggunakan sarana peradilan agar kewajiban rakyat
itu dapat terlaksana. Dalam banyak hal upaya paksa
itu  dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana
peradilan;

d. HMempertanggungiawabkan semusa tindakan vyang telah
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dilakukan maupun yang tidak dilakukan.<%

Balah satu uraian perkembangan pemikiran tentang
tugas kepolisian diuraikan oleh Satjipto Rahardio, vang
mengutip pendapat Coates vang dalam penelitiannya  membagi
tiga tipe kuaslifikasi pdlisi, sebagai berikut :

a. The {Legalistic Abuse OFfficer, polisi vyang berperan
. sebagai penjsga, pelindung masvarakat serta nilai-

nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan
kekuatan dan sangat ctoriter;

b. The Task OFfFficer, polisi yang menieslankan tugasnya
tanpa menggunakan nilai—nilainva sendiri dan hanva
menjalankan hukum;

c. The Community Service Officer, polisi yang tidak
mensrapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hubium,
melainkan bgrusaha membantue dan memecahkan persoalan
masyarakat.”

Untuk ukuran Indonesia Satjipto Rahardio sering
mengatakan bahwa polisi adalah penegak hukum kelas Jjalanan
{dalam konotasi positif, yang langsung bekeria dilapangan)
maka polisilah vang paling banvak berhubungan langsung
dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak  hukum
lain vang berada "dibalik tembok tinggi" perkantoran tempat
mereka bekeria sehari-hari. Disisi lain juga beliau sering
mengungkap bahwa ténpa polisi wmenjalankan tugasnya di
lapangan maka UU akan menjadi benda mati atau tidak akan

berlaku.

Fengertian vang menonjol sejak awal polisi menjags

24) 1. b i d, bal.80.

25) I.b i d, bal.82.
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dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum itu

maknanya menindak pelanggar bukum saja. Titik baru dari

abad pertengahan lberkembang ilmu wtika, psikoclogi,

sosinlogi dan sebagainva, yang senyimpulkan bahwa., manusia

terlahir baik, akibat pengarubh lingkungan darn  pembentukan

pribadi vang tidak baik akan mesmbentuk perilaku  vang
meny lmpang. |

Mencegah kejabhatan sudah lama dikenal sebagai ftugas

polisi, tetapi baru pada abad pertengahan benar—benar
metoda dan tehniknya terarah dan kbhusus tertuiju  pada
mencegah kejahatan dengan sengaja - dilakukan. Dari
kriminoclogl dasar diajarkan : suatu kejahatan kalau

dianatomikan sgksama unsur pokoknya adalah niat (M) dan
kesempatan adalah (K).  Hertemunva N dan K pasti akan
menghasilkan kejahatan {(J). Dengan begitu rumusannya @
N+kK=d. Tindakan preventif polisi Fengaturan Fenjagaan
Fengawalan dan Fatroli (TURJAWALI) itu secara kesesluruhan
adalah upava—-upaya yang bertuiuvan untuk meniadakan unsur
kesémpatan atau mencegah agar unsur N dan K tidak pernah
bertemu. Dengan @ tiadanya kesempatan itu seseocrang yang
berrniast melakukan kejahatan akan berpikir seratus kali
untuk melaksanakan niatnya. Sedang unsur N pada dasarnya
tugas pemuka agama, agar umanya berkecenderungan baik dan

berniat tidak melanggar larangan agamanya, walaupun polisi
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juga membentuk N vang pusitif.26

Perkembangan tugas lebih komplek lagi karena
sepanjang sejarah kepolisian selalau diisi dan dipadati
dengan tugas represi itu. Zaman dabulu  :  hukuman  sudah
dapat dijstubkan kalau vang dituduh sudah mengakui. Untuk
mengorek pengakuan itulah dilakukan berbagai penganiayaan
dan penyiksaan. Kemudian timbul keterangan saksi, yanéh

dapat memperkuat/memperlemah penuntutan/sanksi hukuman yang

dijatuhkan. Baru setelah sistem pengidentifikasi pelaku,

kelengkapan bukti dan lain—lain diperlukan dan dituntut ke

pengadilan, proses tugas represi 1itu menjadi sangat
kompleks, namun berkembang dengan sangat pesat.
Hengidéntifikasi pelaku keiahtan saja sejarabhnya
sangat panjang. Teori pertama dari Lambrossa vang
menyatakan bahwa pelaku kriminal itu takdir atau bawaan

dari lahir {(Born Criminal) terpengaruh oleh  Jiwanya,

wajahnya pasti jelek, bentuk tubuhnya aneh penampilan tidak-

rapi dan seterusnya. teori ini ditentang dengan timbulnva
psikologi dan sosiologi antara lain Sigmund Freud dan Karl
Mannheim bahwa kejéhatan ity akibat pengaruh iingkungan,
bukan kelahiran. Orang yang rapi dan gagah bisa saja jahat,
sebaliknya orang buwruk bslum tentu jahat. Banyak sekali
penemuan—penemnuan baru serta pendekatan—pendakatan yuridis,

sosinlogis, psikologis, dan sebagainya untuk merumuskan

26) Libat juga I b i d. hal.83.
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dasar—dasar perlakuan vang tepat agi pelanggar hukum.
Sejarah penyidikan perkara dewasa ini sudah sangat'
maju. Drang 5ﬂleh tidsak mengaku, namun akan dapat dibukti-
kan secara telak kalau bukti-bukti phisik sangat kuat. Yang
banyak ikut mengembangkan bidang pembuktian ini adalah ilmu
fisika, kimia, kedokteran. Di kepnlisiaﬁ ilma ini disebut

kriminalistik, vang saat ini materinya sangat luas, namun

.alat utamas vang sangat diperlukan adalah laboratorium

forensik dimana barang—barang itu dioclah agar dapat
berbicara gamblang tentang perannya dalam satu peristiwa.
Kemajuan il@u forensik itu terhenti beberapa tahun karena
adanya NAZI. Setelah FD 11 berlalu, kehiduapan forensik itu

mairak kembali, diramaikan banvaknva temuan—temuan baru yang

bermunculan @ seolab—olah berkompetisi v ang menajam.
Menajamnva penemuan—penamuan 1itu sebenarnva merupakan
27

anugerah vang sangat berharga bagl manusia.
Penegakan hukum di Indonesia sudah menjadi  rahasia

umum bahwa citranya terlanjur jauh dari harapan. Diskripsi

penegakan hukum jika kita mau juijur mengatakan bahwa ibarat

cermin  pasar malam atau bagaikan wajah yang bopeng—bopeng
vang melakat pada rupa dan wajah penegakan  hukum  yang

bherlangsung selama ini antara lain :

a. Sudah menjadi pembicaraan uamuam tentang - adanvya
permainan, kolusi {cellfution), berupa persekongkolan

27) Lihat juga I_b i d, hal.82-86.



curang ({(fFraudafant) atau ketidak Jujuran ({(deceit)
untuk membenarkan kebochongan dan  penipuan maupun
untuk memenanghkan pembohong dan penipu serta
mengalahkan vang jujur dan benar. Suap, uwang sogok
{(bribery) =ering disuarakan meskipun sulit  untuk
dibuktikan.

b. Sering terdengar mencuat ke permukaan  mengenai
pemerasan {blackmail) vang dilakukan aparat penegak
hukum  yvang terjadi di setiap instansi mulai dari
penyidik, penuntut umum dan peradilan, pertanahan,
bea cukai dan zsebagainva. Memang sulit untuk
membuktikan, tetapi dapat dirasakan kejadian dan
kenvataannya dari pantulan unghkapan The Ilaw grind the
Foar, but the richmen rule the Iaw Hukum hanva
melindas vang miskin tetapi vang kaya mengatur hukum.

c. Sering dipermasalahlan mengenail - peristiwa
penyvalahgunaan ketentuan hukum acara atau abuse of
legal procedure. Di bidang pidana masih sering
terjadi tindakan upaya paksa vyang tidak memenuhi
ketentuan undang—undang. Sistem Inquisitor dalam
proses penyidikan, masih mewarnali penegakan hukum.
FPengabaian dan ketidak pedulian akan hak asasi
manusia (human right) masih sering dijeritkan dan
diratapi masvarakat lemah (powerless).

Dibalik SEMmUa itu, keﬁada orang tertentu dapat
berkteliaran Fan bersembunyi dibalik ketiak kita, meskipun
sudah cukup terkumpul alat bukti permulaan untuk  menaban
dan menghadapkan ke pengadilan. Ada vang penyidikan dan
penuntutan dihentikan, ada pula yang diajukan ke pengadilan
secara  inabsentia. Sementara terdakwanya e2ntah dimana?,
bertamasya ke luar negeri atau bersembunyi di ketiak kita.

Pelaksanaan penegakan hukum  sering lmemperlihatkan
perlakuan tidak sama (unequal treatment), dalam kasus yang
Sama tidak diterapkan ketentuan hukum yang "mama dan

tindakan yahg sama. Kepada koruptor yang berkedudukan

28) M. Yahya Harabap, B i ; _ ]
Penvelegaian Sengketa, Cltra Adltya Baktl Bandung 1997 hal 305
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rendah, penegakan hukum dilaksanakan secara  keras  dan
maksimal karena ia terdiri dari manusia vang berkedudukan
tanpa daya (powerless). Sebaliknya kepada koruptor besar

baik dari kalangan birokrat mauvpun dari kalangan bisnis

gede, dapat berlindung di bawah payung kekuaasaan dan
pengaruh kekayaan {status ekonomi ) karena memiliki
kedudukan sébagai mahluk the powerfull dan Influential.

FPadahal tentang hal ini kita sudah peringatkan beberapa
ungk#pan yvang dikemukakan oleh Lord Action :”and absolute
power corrupts absolutely”.

Demikian Jjuga dalam dunia bisnis dan korporasi  yang
menguasai dalam berbagai bidang usaha dan monolistik, akan
gampang dan cenderung secara absolut melakukan abuse of
corporale pawér. Oleh karena itu, kapada mereka semestinva
diancam dengan asas cerruption optima passima (korupsi yang
dilakukan ocleh peiabat vang berkedudukan tinggi dan
penguasa besar, Jauh lebih. jahat dari korupsi dan
penyvelewengan vang dilakukan orang kecil). Namun masyarakat
melihat praktek pensgakan hukum vang jauh dari penerapan
dari asas tersebut.zq

Fandangan vyang salah atau keliru terhadap kejahatan
maupun faktor—faktor penyebabnya sangat terkait dengan
upaya penanégulangan kejahatan itu sendiri, disamping dapat

mempengaruhi pula efektif tidaknya suatu aturan hukum.

29) I b id, hal 307.
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Aparat penegak hukum yang secara langsung berhubungan
dengan pelaku kejahatan adalah : polisi, jaksa dan hakim.
Meskipun ketiga—tiganva sama—sama aparat penegak  hukum,
Aamun diantara ketiganya terdapat perbedaan—perbedaan
karakteristiknva.

William M. Evan menunjukkan bahwa hanva ada satu

persamaan diantara aparat penegak hukum,_ vaitu corrupt

—

arientation. Yang tidak kalah menariknya adalah tiga

orientasi profesi polisi vang membedakan dengan profesi

penegak hukwe lain, vaitu

i

a. Scrupulous Enforcement;

b. Even—handed Discretion;

c. Discriminalory Discretian.30

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menguraikan perbedaan

vang ada pada lembaga—lembaga penegak, sebagai berikut :

Meskipun bersama—sama berada pada jajaran penegak hukum,
tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian

tersendiri oleh karena kualitasnya vang begitu berbeda. ’

Keadaan vang demikian itu pertama—tama disebabkan oleh
Larena ia bisa disebut suatu badan vyang bersifat
kerakvatan. Sifat vang demikian itu berhubungan dengan
sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di
tengah—~tengah rakyat. Oleh karena itu memelihara kontak-
kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya.
Kualitas pekerjaan vyang demikian ini berbeda sekalil
dengan vang dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa
dan hakim. Kedua badan ini menempatkan dirinya dalam
jarak vang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak
langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu
hakim dan jaksa ingin saya sebut sebagai penegak  hukum
"gedongan", sedangkan polisi sebagai penegak b um

 30) Ahmad Ali, Menielajahi Kaiian Empiris Terhadap Hulam, Yarsif
Watampone, Jakarta, 1998, hal.221-222.
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"jalanan™.

Fenvebutan polisi sebagai penegakan hukum  jalanan  itu
sebagai simbol penting vyang melambangkan pekerjaan
penegakan hukum vang dilakukan oleh polisi. Simbol itu
dipilih untuk mewadahi penegakan hukum vyang bersifat
telanjang, seperti mendatangi dan melakukan pemeriksaan—
langsung di TKP (tempat kejadian perkara), melakukan
perburuan dan penangkapan pelaku kejahatan, melakukan
pengintaian, semuanvya dengan risiko cukup tinggi, vang
kita sekalian sudah mengerti. Oleh karena itu barangkali
ia bukan hanya suatu penegakan hukum  yang berkualitas
telanjang, melainkan juga keras.”*

Disamping keadaan polisi seperti yvang diuraikan oleh
Satjiptoc Rahardijio di atas, polisi dalam menjalankan tugas
sehari—harinva juga terlalu banyak behban yvang lain. Folisi
dalam hal ini membebani tugas dan kewajiban sebagai
berikut:

&= Selaku alat negara penegak  hukum  berkewajiban
memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat
dilaksankan melalui kegiatan—kegiatan :

a) melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap
pelanggaran hukum;

b) Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjiadi
pelanggaran hukums;

) Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar
terwujud kesadaran hukum dan  kepatuhan hubkum
masyarakat {law abiding citizens}.

b. Mengayomi dan melindungi serta memberikan pelayanan
kepada  masyarakat dapat dilaksanakan melalul
kegiatan—kegiatan :

a) Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta benda-

nya dengan melakukan patroli, penjagaan atau
pengawalan;
b) Hemberikan pelayanan kLepada masvyarakat vang

membutuhkan bantuan kepolisian;

£) Mengavomi masyarakat agar mampu mengamankan diri
dan harita bendanvya antara lain melalui upaya—upaya
sistem keamanan swakarsa.

c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang

menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban

masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan—
kegiatan :

a) Memberi penerangan dan penyuluhan tentang penting-
nya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi
kelancaran jalannya pembangunan nasionalj

h) Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan

31) I1.b i d, hal_222-223_ Lihat juga Mochtar Lubis (Ed), Citra Polisi.
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 176-177.




swakarsas

c) Dan lain—lain kegiatan vang bersifat mendorong
masyarakat guna terc1ptanya keamanan dan
ketertiban masvarakat.”=

DBalam melaksanakan tugas dari ruang lingkup di  atas
pnlisi sering Jjuga menghadapi masalah vang klasik dari

penegakan hukum, yvaita :

a. Faktor hukumnya sendirij

b. Faktor  penegak tmkum;, vyvakni pihak-pihak yang
membentuk maupun vang mensrapkan bhukumg

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan
bukum;

d. Faktor masyarakat, vakni 11ngkungan dimana hukuam
tersebut berlaku, atau diterapkan.’

e. Faktor kebudayaan, yvakni sebagai hasil karya, cipta
dan rasa vang dldasarkan pada karsa manusia di  dalam
pergaulan hidup.” =

Kelima faktor yvang mempengaruhi penegakan hukum dalam

i penelitian ini nantinya akan khusus membahas tentang

L

petugasnya, ?khusu5nya polisi, dimana dalam pelaksanaannya
polisi sering melakukan diskresi. Selanjutnys dalam

menentukan apakah penggunaan diskresi sudah pada tempatnyva

32) M. Faal, Op. Cit. hal.72.

33) Soerjono GSoekanto, Faktor-Faktor vane Mempensaruhi Penegakan
Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hal.5.
Kunarto menvebut faktor—faktor tersebut sebagai faktor yang mempen-
garuhi efektifitas penegakan hukum, meliputl : huikvmnya sendiri,
! mentalitas atan kepribadian penegak hukum, fasilitas atan sarana
? pendukung serta masyarakat dan kebudaysannya. Kunarto, Merenungil
% Kritik Terhadap POIRI :Masalah TAlu Lintas, Cipta Manunggal, Jakar-
| | ta, 1999, bhal. b4. Masih dalam nada yang sama Soerjono Soekanto,
| dalam membahas Polisi dan lalu lintas mengatakean bahwa proses pene-
| gakan hukum ... terdiri dari bukum, penegak hukum, fasilitas, masa-
rakat dan kebudayaan. Soerjno Soekanto, Polisi dan lalu Lintas
(Apalisis Memurut Sosiologi Hukum), Mandar Madju, Jakarta, 19390,
hal. 84.
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atau belum.. Menurut Richard E. Sykes mengemukakan bahwa
polisi di dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh empat
kiriteria : %

Aa. The Iaw;

b. O0Fficial or unofficial departemental police:

c. The dewmeanor of the suspect to ward the officer, and ;

d. The potentizl threat the suspect pasesz to the officer’s

safety.34

Di 1lihat dari sudut penilaian petugas, maka petugas
itu akan mengukur atau akan mempertimbangkan tindak pidana

itu :

Fertama, sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar
itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan.
Kedua, Bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau
atasan baik tertulis maupun tidak, terhadap kejahatan
atau pelanggaran hukwm itu. »

Ketiga, sampail dimana sikap atauw rasa hormat {(respect)
pelanggaran hukum itu terhadap petugas.

Keempat., polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu
memikirkan sesuatu, ataupun dari segi pertimbangan
keamanan {safety). Potensi yang mengancam kggmanan akan
mempengaruhi pemberian diskresi atau tidak.”w

Felaksanaan tugas penegakan hukum oleh polisi dalam
sistem peradilan pidana (SFF) harus selalu mengikuti dan
memahami perkembangan pandangan terhadap Sistem Peradilan
Fidana itu %endiri. Perkembangan ﬁengetahuan tentang SPF

membedakan tiga pandangan vyaitu : Pandangan klasik,

34y M. Faal Qp. Cit. hal. 104,

35) I1bid, hal 105.




pandangan moderat dan pandangan radikal. Ketiga pandangan
tersebut merupakan hasil dari suatu proses perkembangan
vang cukup lama sejak abad 17 sampai abad 20.

Fandangan klasik tentang SPP menitik beratkan pada sisi
efektifitas pemberantasan kejahatan tanpa
mempertimbangkan sisi efisiensi prosedur dan
periindungan HAM bagi para pencari keadilan. Fandangan
ini sangat mengedepankan kepolisian sebagali satu—-satunva
ujung tombak vang paling handal untuk menangkal
kejahatan. Dalam posisi tersebut dan sesuai dengan
zamannva maka asas Lex talionis telah dijadikan asas
pembenar untuk memberantas kejahatan. Pandangan klacsik
telah menempatkan fungsi kepolisian ke dalam fungsi |
preventif, represif dan sekaliqus protektif  terhadap
masyarakat. :

Fandangan moderat menitik beratkan kepada penegakan
hukum vang dilandaskan kepada rambu-rambu kepastian
hukum di satu sisi dan melindungi HAM tersangka/terdakwa
untuk melindungi masvarakat luas. Pandangan moderat ind
muncul seijiak era reformasi hukum abad ke—18 dan menitik
beratkan kepada kessimbangan kepada perlindungan  HAM
tersangka (keadilan)}) di satu sisi dan kepastian hukom di

sisi  lain. Fandangarn ini masih tetap melstakikan
kepercayaan penuh  kepada supremasi hukum - tanpa harus
mengorbankan kepentingan hukum tersangka/terdakua.

Kepolisian dipandang sebagai pendukung supremasi hukum,

Pandangan radikal muncul pada era masyarakat modern yang
kritis terhadap perkembangan hulkum dan penegakaan hubum.
Pandangan radikal sama sekali tidak menaruh  kepercayan
terhadap 5PP. Sehingga langkah terbaik menurut pandangan
ini adalah manghapuskan SFPF beserta lembaga—lembaganya
Larena sangat merugikan kepentingan masyarakat luas dan
korban keijiahatan, serta tersangkas/terdakwa. Fandangan
radikal ini berasal dari Hulsman vang menegaskan  bahwa

T he criminal Justice System ... Iz a =ystem which
differs from other social system because it produces
TanwelIFare? on a large scale. Fandangan radikal dari
Hulsman ini kurang memperoleh tempat (populer}

dikalangan ilmuwan hukum dan politisi huakum.

Dari ketiga pandangan tersebut apabila kita lihat

36) Romli Atmasasmita, Kedudukan dan Peran FKepolisian Republik
Iondonesia Dalam  Keransgka C.J.S. Makalah yang disampaikan pada
Seminar Kepolisian Negara RI, SESPIM, Lembang, 20-30 Juli 1998,
hal.2-3.
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perkemhangaﬁnya di Indonesia maka kita nampaknya menganut
paham moderat. Kita nampaknya memang memperlihatkan sedikit
keraguan, k%rena ada sedikit‘banyak kebenaran tentang apa
yang dikemukakan oleh Hulsman. SPP dalam pandangan moderat
mengakul keberadaan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan
lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertujuan vang
mewujudkan hukum dalam kenyataan. Untuk mewujudkan huakum ke
dalam kenyataan maka diperiukan koordinasi antar lembaga—
lembaga penegak hukum dan hal ini tidsak akan dicapai tanpa

menggunakan pendekatan sistem dalam prosedur penanganan

‘perkara pidana.

Kedudukan kepolisian RI dalam kerangka CJ5 sangat rentan

terhadap pengaruh faktor sistem pemerintahan yang dianut

suatu negara. Pada sistem pemerintahan otoriter maka
kepolisian dalam kontek CJS semata—mata perpenjangan
tangan dari otokrasi. Sedangkan dalam zistem
pemnerintahan demokrai, kepolisian merupakan sarana untuk
melindungi/mengavyomi HAM masyarakat luas. Kedudukan
kepolisian RI dalam sistem pemrintahan—UUD 1940 tidak
jelas dan tidak secara eksplisit dicantumkan dalam UUD
19435, |

Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sudah ditegaskan
bahwa pejabat kepolisian RI adalah polisi  justisial
sekaligus polisi profesional. Hai ini dicantumkan secara

pkesplisit dalam uu Nog. 28 Tahun 1997 (U4 FPokok
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kepolisian). Polisi justisial adalah tugas dan  wewenang
polisi sebagai penyelidik dan penyvidik.  Folisi
profesional adalah polisi vang bertugas berdasarkan
teahlian dengan dibatasi oleh rambu—rambu kode etik
profTesi dan tamggungjawab prnfesi:

Kedua karakteristik polisi tersebut diatas harus diemban
sekaligus dan diwujudkan dalam satu sikap dan perilaku
varng memang sangat tidak mudah sehingga sering dalam
praktek teriadi ketimpangan—ketimpangan/keseniangan
peran atas kedua fungsi tersebut. Dalam praktek sering
tampak peran polisi justisial lebih menonjol dibanding-—
kan dengah polisi profesional. Bahkan dalam kasus-kasus
tertentu peranan polisi profesional tidak tampak sama
spkali diﬁandingkan dengan peran polisi justisial. Dalam
kasus vang berlatar belakang politik polisi Jjustisial
sering lebih kedepan dibandingkan dengan polisi
profesional. Kebiasaan, sikap dan perilaku sedemikian
sungguh sangat menghambat perkembangan polisi
profesional, sehingga pada saat menghadapi kasus—kasus
tindak pidana yang menuntut sisi profesionalisme yang
tinggi, kepali%ian negara RI kurang mampu mengantisipasi
dan menvyelesaikannya dengan optimal dan tuntas.
Ferkembangan kinerja kepolisian RI dalam lima tahun
terakhir sudah mulai mengedepankan karakteristik polisi
prcfesianal,‘ terbukti dengan pelaksanaan tugas dan

wWEWenang kepolisian vyang disebut Scientific crime
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investigation.~’

E. Sistem Peﬁyidikan Dalam Sistem Feradilan Pidana

Fenegakan hukum atauw law enforcement adalah rangkaian
kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-—ketentuan hukum
herlakuy baik vyang bersifat penindakan maupun pencegahsan
mencakup kessluruhan kegiatan baik teknis maupun
administratif vang dilaksanakan Dleﬁ aparat pensgak hukum
sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib
demi pemantapan kapasitas hukum dalam maayarakat.sa,
Fumusan ini disamping melakukan tindakan Juga aelakukan
pencegahan. Penindakan dilakukan terhadap mereka vy ang
melanggar ketentuan, sedangkan pencegahan dilakukan sebelum
pelanggaran | terjadi atau SUpsYa tidak térjadi
pelanggaran=39

Selanjutnya Penegakan hukum pidana merupakan bagian

dari politik Lriminal sebagai salah satu bagian dari

kLeseluruhan iebijakan penanggulangan kejahatan. Akan tetapi

37 1b i d, hal.4-5.

38) Abdussalam. R, Penegakan Hukum di Lapancan Oleh POLRI, DISEUM,
MABES POLRI, Jakarta, 1997, hal.Zi.

39 R. Abdussalam dan. Zen Janlbar M. Z Reflgkﬁlﬁ__ﬂgiﬂrpaduan

DISKUM I‘IABES POLRI Jakarta, 1998 halll- -
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penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan
harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi

kejahatan secara tuntas. Kebherhasilannya sangat diharapkan

karena pada bidang penegakan hukum ini dipertarubkan makna

dari negara bardasarkan atas hukum. 40

Fenegakan bhukum dilakukan oleh polisi, jaksa hakim
dan lambags pemasyarakatan sebagal Law enforcement

foicer.41

Polisi selaku penyidil melaﬁukan penvidikan
taermasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan,
penggeladahan, penyitaan dan  pemeriksaan  surat. dJaksa
selaku pernuntet umun selakukan penunututan  berdasarkan
hasil penyidikan yvang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas
dasar dakwaan penutut umum melakukan pemeriksaan dalam
sidang pengadilan dan  lembaga pemasyarakatan sebagai
lembaga hkoreksi. Semua  kegiatan itu diselenggarakan  oleh
masing—masing aparat dalam suatu sistem vang disebut
Integrated :Criminaj Justice SBysztem. Dengan kata lain
meskipun terpiaéh—ﬁisah aparat, fungsi dan tanggungjawabnya
namun satu keterpaduan dalam sistem. Artinva fungsi  yang

satu tidak bisa melepaskan dirinya dari fungsi yang lain.

Secara teoritis posisi dan fungsi peradilan  pidana

40) Muladi, FKapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. badan Penerbit
Universitas Dipounegoro, Semarang, 1995, hal.Zb-26.

41)R. Abdussalam Op. Cit. hal.18.




adalahn :42

a. Mencari kebenaran materiil berdasarkan bukti vang
sah, memenuhi syarat formal meteriil yvang sesuai
dengan vang ditangani secara maksimal dan relevan
untuk menentukan dalam mengambil kesimpulans

b. Mencari dan mensmukan kebenaran berdasarkan bubkti
yang sempurna dan mevakinkang

r. Meneliti secara seksama alat bukti, apakah keterangan -

saksi—saksi yvang diberikan tidak saling bertentangan
dan apakah keterangan saksi-saksi terssbut didukung

dengan petunjuk-petunjuk barang bukti vang di dapast .

dan keterangan tersangkaj
d. Periksa dan selesaikan perkara berdasarkan hukum
acara sesuai amanat konstitusi, HAM dan  ketertiban

LUMLET §
e. Adanva keseimbangan antara kekuasaan penegakan  hukum
dengan hak terdakwa dengan menegaskan asas

presumption of Innocennt, sel¥ Incrimination dan .

pemaksaan, melindungi hak privat dan integritas
prribadi terdakuwaj :

f. Mempertahankan keseimbangan proporsional antara hak
dan kepentingan aparat penagak hukum.

Apabila proses penegakan hukum mesnganct asas
keterpaduan, maka sistem penyidikan sebagai bagian dari
proses penegakan  hukum juga menganut asas keterpaduan.
Barda Nawawi Arief dalam hal keterpaduan  ini  mengatakan
bahwa :

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian
proses vyang terdiri dari tiga tahap kebijskan, vaitu =
(1) tahap kebijakan legislatif/formulatifs (2) tahap
kebijakan vudikatif/aplikatif; dan (3) tahap kebijakan
eksekutif/administratif. Selanjutnya dilihat dari
pengertian pidana dalam arti luas (yaitu pidana dilihat
sebagai suatu proses), maka kewenangan penyidikan pada

hakikatnya merupakan  bagian  juga dari kewenangan
pemidanaan . Tindakan-tindakan hukum dalam proses
penyidikan {(antara lain = panangkapan, penahanan,

42) R. Abdussalam dan Zen Zanibar, Op. Cit, hal_10.

s i g s 2




mErw i taan, nemeriksaan/interogasi},
wirttah mergandung di dalamnya  hakikat
remidenaan {Serntencing).
nenuntutan, pemidanaan dan
wmrinabkan satu kesatuan sistem
integral. Olsh karena ity
s Tt ad st endeeneos fhoeesnangan . penegakan hukum
Tt T sretind dalam satu kesatuan
inteagrsl A3

e Justice dalam praktek
st g pertama integreted

fhe tmomodeeet lgkib cendong ke arsh keterpaduan antara

tiae i nemegay hukoem. Eeterpaduan  antara

S P S Bt ch R T S yenagak hutloum dalam  proses

e mpyhews o sdidama aksn sangat merugikan para

=1 ini Banvak terjadi  dengan  telah

Tty Lt inasi azntara lembaga penegak hukum,
R S em ke Lo Foeemneyn MAHKEHTARTOL L

Tz Integreted (ketarpaduan) mempunyail

R an dalam peradilan pidana vang

e dupaan  terjadinya  peristiwa

. T ~zlaksszn putusan terhadap  perbuatan
! Yo -~ kzeos Yerintegraci. Pengertian yang  kedua
T s intlan keterpeduan sistem atau hubungan

cowiepst aptoe mermenak hukom. Dengan kata lain masing—

Nasawl  Arief, Eeherapa Aspek Kebij

ebijakan Peneesakan dan
Mokm Pidans. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,

Ian, TMIAP dan Beherapa Problematika Menielang Era
sh  vang disempaikan dalam Seminar Dwi Windu KUHAP,
Aan Ponerapannva, Sursbaya, 20 Desember 1997. hal.3.
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masing penegak hukum di dalam melakukan pemeriksaan perkara
pidana tetap terjamin kebebasannya, dan selalu menjaga
“fair flay". A4S

KUHAP sebagai aturan main dalam proses pemeriksaan ‘nf
perkara pidana sangat diharapkan adanyas suatu proses
terpadu. Akan tetapli antara harapan dan kenyataan tidaklah
selalu terjalin secara harmonis. Hubungan fungsional antara
penyidik derngan penuﬁtut umﬁm, penuntut umum dengan lembaga
peﬁgadilan sering sekali terjadi benturan kepentingan, hal
ini dikarenakan aturan main yang ada dalam KUHAF tidak
mengatur secara tegas dan pasti antara hak dan Ekewajiban
dari masingrmasing aparat penegak hukum. Disamping itu
aturan hukﬁm dalam KUHAFP seringkali mengatuy tentang
kewajiban déri aparat penegak hukuﬁ vang tidak diikuti
dengan Sa%ESi 46 manakals kewaiiban itu tidak
dilakSanakan(dilanggar.

Dalam ?hal ~pelimpahan perkara sering kali terjadi

bolak—balik 'berkas perkara antara penyidik dan penuntut

umum dalam kaitannya apakah berkas perkara tersebut sudah

45) Disisi lain KUHAP juga dibarapkan menjadi semacam kumpulan abturan
hukum formal sebagai acuan dalam proses hukvm yang adil atau Duae
Process Of Law. Harus disadari bahwa kalau ada proses hukum yang
adil, berarti ada proses hukum yang tidak adil atau sewenang-wenang
dari tindakan aparat penegak hukum. Lihat I Made Widnyana (At ,Al1l

i eoman Hohlom Indonesia, Eresco, BAndung,

46) Mengenai Efektifitas sanksi lihat Soerjono Soekanto, Efektifikasi
Hukum dan Peranan Sapksi, Remaja Karya, Bandung, 1985, hal. 95.
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lengkap atau‘sempurna. sering sekali terjadi berkas perkara
dikembalikan% aleh penuntut wmum ke penyidik, penyidik
menvatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap perkara
tersebut zudah optimal. Masalah ini mengakibatkan
penvelesaian perkara menjadi kabur.

Khusus dalam sistem penyidikén M. Yahya Harahap

mambherikan beberapa catatan, yaitu:4T
a. Interogasi terhadap tersangka sslamanvae merupakan

cara primer {primary method) atas law enforcement
dalam Criminal Justice Sysiten.
b. Penydikan (investigatioen}) jangan sampai bersifat

peradilan paksaan (frial by ordeal} karena hal itu
bertentangan dengan fair Tlay :

c. Prinsip Miranda rule yang dikaitkan dengan pengakuan
harus ditolak, karena merupakan kebijakan penegakan
vang menyesatkan dan sangat buruk.

d. Harus ada standar terbukti secara sah dan meyakinkan
{ beyond 2 reasonable Doubt), artinya kesalahan
terdakwa harus didasarkan bukti vang tidak diragukan.

Kesalahan dan  kegagalan salah satu unsur  penegak

hukum  seolah—olah menjadi  tanggungajawab instansi itu
sendiri SECara masing—-masing. grang sering melihat
kesalahan penyidik adalah kesalahan penyidik tunggal,

padahal dalam keseluruhan sistem merupakan kegéqalan total.
Kegagalan bisa dimulai dari pembuat kebijakan awal sampai
pemutus suwatu  perkara, akan tetapi kegagalan yang ada
dizini adalah kegagalan sistem vang merupakan sub  dari

suatﬁ‘sistem‘yang l12bih besar dalam suatu negara. Demikian

47) M. Yahya Harahap, . Suatu Tinjavan Penvidikap Dikaitkan Dengan
Pembuktiap. Makalah vang disampaikan pada Seminar Nasional
"Kewenangan - Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,
Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 20 Desember 1997, hal 4-17.
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pula kegagalan dalam proses penyidikan bukan mutlak
tanggungjawab penyidik. Kegagalan itu bisa jadi terletak
pada saat aturan formalistik itu dibuat, seperti dalam
kasus Miranda Rule, dimana dikatakan suatu kemenangan kaum
formalistik. Akan tetapi bisa juga kegagalan terletak pada
prosesnya, bgik proses penvidikan itu sendiri maupun pada

proses—proses selanjutnva.

Meskipun setiap subsistem akan mempunyai tujuannya

sendiri, vang merupakan landasan dan pedoman keria bagi
mereka bekerja dalam suatu sub sistem vyvang bersangkutan,
tetapi masing—masing tujuan subsistem tidak boleh
bertententangan dengan tujuan utama, vaitu dari sistemnva
sendiri (dalam hal ini :=Bistem Peradilan.Pidana).4B
Katakanlah, suatu penyidikan vang dilakukan secara
kekerasan {(vioclence) maupun penyiksaan {(forture) oleh
pejabat penyidik menurut KUHAP (polisi) terhadap * tersangka
akan merupakan suatu kegagalan dari subsistem lainnya vyang
akan mempangaruhi sistem peradilan pidana secara

keseluruhan.qq

Tindakan penvidik oleh kejaksaan akan
dilakukan penilaian bahwa penyidikan yang dilakukan secara

torture sangat bertentangan dengan asas Presumptiuﬁ' of

48) Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan
Pidana. Edisi Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian
Hokum, (Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hal. 80.

49) Indriyanto Seno Adji. I;
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998 hal. 7.
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Innocence, béhkan dianggap tidak sejalan dengan prinsip Non
Self Incrihinatiun dari tersangka, dan bahkan dapgatl
berakibat 3ibatalkannya suatu dakwaan Jjaksa oleh
pengadilan.

Penyidikan aleh pejabat penyidik vang dilakukan
dengan kekeraszan Jjelas melanggar HAMnya tersangkafﬁo pada—
hal tujuan penyidik adalah untuk memperoleh suatu pengékuan
atau Informasi darj tersangka vang jelas sebagai penjahat
tidak sesederhaﬂa apa yang dibkavangkan oleh orang lIain.
Dalam hal Penyidik poliszi melakukan kekerasan oleh Satiipto
Rahardjo menyebut sebagai tindakan fungsionaI-SI

Kekeraéan vang dilakukan celh penyidik poplisi dalam
kenyataannya wmewmang berfungsi sebagal salah satu cara dan
hal Iitu meﬁ?i ferjadi. Jadi pendapat Satjiipte Rahardio
bukanlah d;pat dibenarkan, akan tetapi itu merupakan

kenyataan yahng memang benar—benar teriadi.

50) Mengenal hal tersebut ada yang mengistilahkan sebagal +tindakan-
tindakan istimewa dari penyidik, untuk 1tu hhat H. Hamrat Hamld dan
Harvm M. Husen, Pembahagan Permass FUHA 3 g_ Pen ika)

am_BgnjukhIhnga_Jagabl Sinar Graflka Jakarta, 1997 hal. 28.

51) Satjipto Rahardao, Mengapa Penvidik Melakukan Kekeragan, Dalam
Kompas 6-10-1994, vang menjadi perdebatan panjang melalui media
Kompas Juga antara lain M. Khoidin, Luhut M.P Pangaribuan ikut
memberikan ruang untuk diskusi mengenal kekerasan oleh penyidik
polisi tersebut.




BAE III
MANAJEMEN PENYIDIKAN FOLRI DALAM SISTEM PERADILAN FIDANA

fi. Sosialisasi Manajemen Fenyidikan FOLRI Ditinjau dari

Persiapan Sumber daya Manusia

Sosialisasi vang dimaksud disini adalah proses
pengenalan manajemen penyidikan POLRI dalaﬁ mempersiapkan
sumber davanvya. Oleh karena itu vang akan ditinjau adalah
upaya PDLRi dalam mendidik tenaganva " khusus dalam

pendidikan POLRI baik secara formal maupun informal. Secara

formal terdapat dalam tahap pendidikan perwira dan dalam °

pusat pelatihan tenaga—tenaga penyidik. Sedangkan secara
informal berupa pengarahan oleh pimpinan kesatuan ditinghkat
kesatuan kerja masing-masing.

Setiap‘ arrganisasi pada hakikatnya menginginkan agar
para persanilﬁya bekeria secara efektif dan efisien. Untuk
it para personil harué dibekali dengan pengetahuan vang
cukup dan ketrampilan vang seimbang dengan  tuntutan
pekerjaannva. Salah' satu cara untuk memenubinya adalah
dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan vyang merupakan
kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi.
Ragi personil baru vang belum mempunyai pengsalaman,

pélatihan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenubi.

a8
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pelatihar tidak diberikan  kepada mereka,

bdran “mzar 2kan terjadi hal—-hzal vang tidak
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s " guatu kegiastan uwntuk meningkatkan
. rang termasuk di dalamnyva peningkatan

dzn - ketrampilan memutuskan terhadap

crma temerpeanlan vang menyanghut kegistan untuk mencapail

Pt meg and vamg  dimaksud dengan pelatihan adalah
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pekerjaan vyang dibebankan kepadanya secara efektif dan
efisien. Ada juga vang bherpendapat bahwa pelatihan adalah
"sarangkaian kegiatan untuk memperbaiki  kemampuan kgrja
seseoirang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi.
Felatihan membantu karyawan dalam memahami suatu
pengetahuan praktis dan menerapkannya guna meningkatkan
ketrampilan, kecakapan dan sikap vyang &iperlukan aleh
pirrganisasi dalam usaha mencapai tujuan"3

Selanjutnya Alex S. Niti Seminda mengatakan bahwa
pelatihan adalah *suatu kegiatan dari  perusahaan yang
bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap,
tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan dari karyawannya
sesual dengan Eeinginan dari perusahaan vang
bersangkutan;'.ﬂr

Menurut Instruksi  Presiden RI Momor 19 Tabun 1972
Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tabhun
1972 menegaskan bahwa "FPendidikan adalah segala usaha untuk
mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia Indonesia,
baik jasmani maupun rohani vang berlangsung seumur hidup
baik di dalam maupun di luar sekolah dalam ranghka

pembangunan manusis Indonesia dan masyarakat Indoensia yang

adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Latihan adalah

3} 1hid, kel TS

§) Hlex S. ¥itisesindo, Xenajesen Persesalia, Ghalia Indomesia, dakarts, 1782, Wl. 24
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bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk
memperoleh dan meningkatkan ketrampilan di  luar sistem
pendidikan vang berlaku dalam waktu relatif singkat dan
dengan metu&e vang lebih mengutamakan praktek dari pada
teori.

Dalam meninjau pendidikan personil polisi sebagal
penyidik akan difokuskan pada tiga tingkat, vaitu
_pendidikan perwira di Akademi Kepolisian {AKPDOL) dan  pada
pelatihan khusus penvidik serta pada Diklat Polda. Analisis
terhadap pendidikan AKPOL sehubungan dengan peréyaratan
penyidik harus perwira, oleh karena itu sangat terkait
bagaimana persiapan  sumber daya penyidik dalam proses
pendidikan di AKFOL vang menj;di obisk tinjauan adalah
kurikulumnya. Sedangkan kedua akan difekuskan pada
pelatihan vang ‘ada dilingkungan POLRI tentang keahlian

profesi pnliéi sebagai penvidik.

1. Tinjauan terhadap Kurikulum AKPOL

Selama polisi masih menjadi bagian dari ABRI, maka
pendidikannyapun masih digabung dengan pendidikan AKABRI
lainnya. Ole2h karena itu kurikulumnyapun masih satu atap
dengan kur;kulum AKABRI pada umumnya. Adapun acuan
turikulum AKARRI selama 4 {empat) tahun yaitu 148 S5KS vyang
dipaparkan oleh DANJEN AKABRI pada Raker FPars ABRI tanggal
28 Maret tahun 1994 antara lain menielaskan bahwa kﬁrikulum

4 tahunan terdiri dari : Kurikulum integratif 46 % atau 68




8KS serta kurikulum Matra dan Jurusan 54 % atau B0 SKS.
Dari gambaran di atas ditemukan banyak mata kuliah
vang bersifat integratif militer misalnya z hukum militer,
Sospol  ABRI, Hukum humaniter (Hukum Perang), dan lain—1lain
vang ternyata kurang bermanfaat untuk meﬁdudukung profesio—
nalisme Polri terutama kemampuan keahlian penyidikan.5
Kelihatannva perlu dilakukan pembenahan dan penataan
kembali Jenis—jenis mata kuliah yang diberikan disamping
parsi pelatihan matra harus ditambah waktunya. Terlebih
lagi bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat di
lapangan dan Jjuga berkenaan dengan tuntutan masvyarakat
serta kebijaksanaan pimpinan polri yang pada dasarnya polri
harus meninggatkan profeaianainya dalam menjemput tantangan
yang semakiﬁlkompleka dewasa ini. Olsh karena itu tidak. ada
jalan lain vang harus‘diupayakan oleh AKPOL dalam raﬁgka
menyiapkan sumber daya (SDM) yang profesional dan handal,
harus dimulai dengan menata jenis—jenis mata kuliah dengan
prioritas Jjenis—jenis p?lajaran fungsi tehnis operasional
kepnlisian ditambah SkKS-nya dan ditambah pula waktu unntuk
latihan ketrampilan melaksanakan kegiatan—kegiatan sesual
dengan fungsi tehnis pparasional kepolisian. Khusus
bagian reserse perlu_lebih memantapkan pengetahuannya di

bidang

5) V.5, Kangunwijaya senyebuinya dengan budaya aililer, dalas, 1.B. Mangun Wijaya, Hennju Indonesia Serba FHare :
Hiksah Sekitar 21 Mei 1998, Gramedia, Jakaria, 1999, hal. 220-224,




a. Pengetahuan tentang perundang—undangan dan kemampuan
menguasai perundang—undangan di luar KUHP;
b. Remampuan sebagai penvidik untuk melakukan observasi,

surveilance, undercover, secara akurat di lapangan.

2. Tinjauan terhadap Pusat Felatihan Reserse dan Intel

Secara khusus pendidikan kejuruan  keahlian profesi
sebagai penyidik diadakan pelatihan reéerse‘di Megamendung
Jawa PBarat. Tujuan pendidikan kejuwruan  ini untuk  lebih
memperdalam kahlian reserse di bidang penyidikan sekaligus
ingin memperkenalkan Secars lebih mendalam tentang
manajemen penyidikan di lingkungan polri.

Pandidikan dilaksanakan dalam dua +tahap., vaitu

- pendidikan kejuruan dasar perwira serse dan pendidikan

kejuruan lanjut. Disamping itu juga diadakan pendidikan

untuk bintara sebagai penyidik pembantu. Namun demikian®

dalam kenvataannya pendidikan kejuruan dasar peirwira
reserse vang memakan waktu 3 bulan dan jam pelajaran
efektif &OG Jjam pelajaran-tidak efektif. Tidak efektifnya
disebabkan banyak meteri vang disodorkan masih bersifat
teori 70 % dan praktek 30 %.°

Pengiriman peserta pendidikan kejuruan inipun

mengalami hambatan karena keengganan banyak perwira untuk

8} Wawancara deagan Super Intendent Drs. Jobn Bachriel.H, RADIX SERSE Pada PUSBIKLAT RESINTEL, Kegamendung, Tanggal 12
Januari 2000,
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mengikuti pendidikan ini. Keengganan tersebut disebabkan
banyaknya biaya vyang harus dikeluarkan oleh merska vang
harus mengikutinya dan terbuangnva waktu selama mengikuti
pendidikah tersebut. Setelah mengikuti pendidikan reserse
di HMegamendung mereka belum pasti akan ditempatkan Vdi
bagian reserse dan malah materinvapun hampir sama dengan
materi vang diberikan di AKPOL, hal ini seperti diakui oleh
salah sesorang peserta dari AKPDL? yang lperﬁah mengikuti
pendidikan reserse di Megamendung vang sekarang bertugas di
bagian Samapta.

Dalam hal manfaait univk kesatuan setelah mengikuti
pendidikan juga tidak terlihat, karena materi dan  keabhlian
vang diperocleh sglama mengikuti  pelatihan  tidak ada
kewaiiban un{uk mensosialisasikan kepada kesatuan. Betelah
mengikuti pelatihan semuanya dianggap tidak perlua dan tidak
penting dan semus bahan tersebut akan disimpan di  rumahnya

masing—-masing. Seharusnya apa yang ia dapatkan selama

latihan harus disosialisasikan kepada kesatuan sehingga ada

manfaatnya bagli anggota vang 1ain.a

Sebaiknya mulai sekarang dan bahkan sejak dulu,

polisi sudah mulai mengantisipasi segala perkembangan

7) Hal ini seperti diakei §2las wawancara langsung deagan IFDA SR, yang pernab sengikuti pendidikan Kejuruan Serse di
Negasendung Bugor yang saat iai bertugas di Bagian Samapta Polres Pekalongan, ¥awancara tanggal 20 Juli 2000,

B) Hal ini seperti dizkui oleh Serma Pol I.K.5, dan AIPBA AP, eelalui wawancara langsumg disana Keduaeya perazh
sengikeli pendidikan kejuruan Bintara Serse di PUSDIKLAT Megamendung dan pernah sengikuti latihan di DIXLAT FOLDA
JATENG yang sekarang keduanya bertugas di bagian Reserse Palres Pekalongan. Wawancars tanggal 15 Juli 2000,
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ancaman tersebut, dan tentunva atas dukungandan dinisiatif
dinamis dari pihak pemerintah, karsna lemah atau kuatnya
kepoplisian juga tidak dapat lepas dari kemauan pemerintah
{political will) sendiri. Antisipasi aktif ini dimulai dari
sistem pendidikan, vyaitu mulai pembenahan kurikalum  di
lembaga—lembaga pendidikan POLRI terutama di  AKFOL dan
FTIE, sebagéi basis kepolisian yang mempelajari ilmu  dan
teknologi itu. Juga kursus—kursus kejuruan yang memperdalam
masalah—masalah kejahatan korporasi, masalah 1imbah, bursa
efek, wvalas, pertanahan dan lain—-lain. Berbagai materi
tersebut  bukanlah masalah sederhana, tetapi aﬁan memakin
meningkat frekuensinya, akan menjadi gangguan kamtibmas
vang amat serius dimasa yang akan datang bahkan mulai hari
ini. Ini penting bagli seorang penyidik. Bagéimana. penyidik
akan menyidik kasus pertanahan kalau dirinya_tidak mengua—
=ai tentang pertanahan. Bagaimana penyidik akan menyidik
masalah limbah atvaupun bursa efek, kalau dirinya masih

terlampau awam dengan masalah yang ﬁihadapi.q

3. PUSDIKLAT POLDA JATENG

Terakhir masih dalam kaitaﬁnya dengan pendidikan
keahlian profesi penyidik polri, maka khusus untuk polda
Jawa Tenga% ada pusat pelatihan. Diklat polda Jateng

sebenarnya tidak dikhususkan untuk masalah reserse sajag
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akan tetapi untuk semua bagian kepolisian vang dianggap
perlu untuk masa-masa tertentu.

Tujuannya memang untuk peningkatan prufesinnaiiame
polisi dalam mengemban tugas vang semakin berat. Tujuan
tersebut belum akan tercapai sampai dengan saat  ind
mengingat sistem dan model pelatihannys tidak dapat
menyentuh permasalahan vang sedang dihadapi. PMalah oleh
lkKanit restik:polres Pekalongan vang baru~baru ini mengikuti
pelatihan tentang penvidikan tindsk pidana di bidang
narkoba men?elaakan bahwa ada kesan pelatihan di polda
Jateng hanya:untuk menghabiskan anggaran saja.

Felatihan diadakan selama satu minggu dengan semuanya
dalah bentu?lceramah vag diberikan oleh para perwira dari
HQBES; Hadané"kadang banyak waktu kosong sehingga pelatihan
hamﬁir persis sama dengan penataran P4 semasa orde baru.
Setelah kembali dari pelatihanpun tidak membawx hasil
apapun untuk kesatuan dan memang tidak pernah ada kewajiban
untuk mensosialisasikan kepada kesatuan.

Selanjutnya diharapkan dalam melaksanakan -tugasnya.
sehari—hari pimpinan kesatuan harus melakukan secara terus—
menerus pembinaan  penyidik dengan melakukan sosialisasi
langsung kepada personil tentang marnajemen penyidikan dan
permasalahan yang akan dihadapi. Ferngenalan manajemern
penyidikan secara langsung dapat menghindari pérannil v ang
ada di lapangan wuntuk melakukan tindakan—tindakan vyang

mengarah kepada pelanggaran HAarM dan penvalahan prosedur
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lainnya. GSosialisasi di lapangan di polres pekalongan sama
sekali tidaﬁ ada, jadi personil bekerja dengan keahlian
berdasarkan pengalaman dan kadang-kadang pelaksanaan tugas—
nya terlalu spekulatif dengan risiko tinggi.

Sekedar perbandingan tentang‘ tugas polisi dalam
kaitannya dengan persiapan sumber daya manusia penulis
ingin menguraikan laporan hasil surveiiFHB tentang Tren
kejahatan dengan operasional badan peradilaﬁ serta strategil
pencegahan kejahatan (Trend In Criminal and Crime Justice
IZ70-1280 In the Context of Secia Ecanamic change).io
Pembahasan diambil khusus tentang badan—badan peradilan
pidana sejauh mengenail penérimaan pEgawai, pendidikan dan
fungsi—Tungsi staf.

Di negara—negara berkembang permasalahan utama vyvang
ditangani polisi lebih bersifat internal. Kekurangan sumber
dava manusia, baik personil yang terampil, maupun peralatan
teknologi merupakan masalah yang harus dipecahkan. Sumber
daya wmanusia di negara maju tekanan lebih banyak pads
masalah-maslah eksternal terutama bentuk-bentuk  kejahatan
baru vang dalam banyak kasus berkaitan langsung dengan
perkembangan teknologi. 40 Negara yang disurvei memberi
jawaban mengenali pendidikan petugas polisi, silabus dasar
meliputi hukum, penggunaan senjata api, perkembangan
masyarakat, tanggung jawab pegawai negeri sipil Vdan

10} Kenarto (Penyadur), Iren Keiahalan dan Peradilan Pidans, Cipta Nanunggal; Jakarta, 1996, hal. 35
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P ' manajemsn.

Pada banvak negara persyaratan pendidikan sangat
bervariasi sssuai dengan tingkat kepangkatan. Ada negara
y ang mengharuskan. pendidikan dasar untuk polisi biasa
{prajurit) sekolah menengah untuk sersan dan sekolah
menengah atas untuk pendidikan pﬁlisi varng lebkih +tinggi.
Ada satu negara vang pendidikan dasar untuk agen pelisi,

sedangkan untuk perwira harus memiliki gelar Sarjana Hukum.
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B. Faktor—Faktnr Yang mempengaruhi Penerapan = Manajemen

Penyidikan FOLRI

Dalam pembahasan sub B akan dikemukakan dua masalah

-pokok, vaitu pengrapan manajemen penyidikan FOLRI di

lapangan dan faktor-faktor yvang mempengaruhi. FPada bagian
pertams akan dibahas kenyataan yang ada di lapangan dengan
menggunakan ukuran yvang ada berdasarkan buku petunjuk dari
FUSDIKLAT RESINTEL FPolri sehingga ‘pada saat membahas
faktor—faktor vang mempengaruhi akan terlihat terlebih
dahulu data vang ada.

1. Penerapan Manajemen Penvyidikan ?DLRI

Sebelum membahas penerapan manajemen penyidikan POLRI
di lapangan, dalam bagian ini akan dibahas mengenai  bagian
mana dari organisasi POLRI yang menjadi penyidik. FPemisahan
pembahasan pada awal ini perlu diwraikan terlebih dahulu
mengingat ada pendapat vyang mangatakaé babwa penyidik
identik dengan unit kesatuan yang ada di POLRI yang disebut
dengan "Reserse®.

IEtilaﬁ penyidik PDLHI_sama dengan Reserse ada benar
dan sesual dengan JUKLAE EAPOLRI No. Pol:Juklak/14/V1/1984
tentang sistem pperasional POLRI  yang memuat FPedoman
tentang pelaksanaan manajemen operasional POLRI dalam upaya
pengelolaan fungsi-fungsi teknis operasional FDLRI dan
Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol : Skep/677/VIL/1937 tanggal‘

2 Juli i??? tentang Perangkat kendali pendidikan kejuruan




dasar Perwira Reserse.

Sehubungan dengan tugas reserse

polri dilapangan maka urut—uerutan

harus dilaksanakan

oleh pimpinan
pelaksanaan

terjadi, baik vang bersifat rutin

Dperasi. khusus, melalul tahap—tahap

penggorganisasian, pelaksanaan,
perigawasarn -

Operasi  rutin

sebagai

reserse

maltpuin

reserse merupakan kegiatan

kegiatan/tindakan

dalam

operasional penanggulangan tindak pidana
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penyidik

yang

rangka

yang

pelaksanaan

pErencanasan,

pengendal ian

dan

rutin di

bidang penydikan tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun

yang dilakukan melalui

penyelidikan; penyidikan,

komponen—komponen

berkas

penindakan?upaya

kegiatan

paksa,

pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan parkara.
tegiatan penyidikan terzebut mulai dari parencansan
pengorganisazian  termasuk  persiapan dan pelaksanaannya

disertai puia pleh kegiatan

penyidikannya yang dikelola secara

kepentingan pengawasan dan
pertanggungiawaban secara yuridis.

Selain operasi rutin, reserse juga

khusus vang disebut dengan operasi

merupakan kegiatan khusus dibidang

pidana/gangguan kriminalitas yang termasuk

selektif dalam skala prioritas dengan

anggaran dan sasaran yang ditentukan

pengendalian

khusus

proporsional

maupun

punys

Iresegrse

penyvidikan

kedalam

alokasi

Ssgcars

penatausahaan/administrasi

untuk

quna

kegiatan

yang

tindak

sasaran

waktu,

pasti.
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Berdasarkan jenis kegiatan baik khusus maupun  umum, maka

tugas pokok reserse seperti dirumuskan oleh MABES  POLRI

adalan sebagai berikut :

a. Menanggulangi tindak pidana @ yang terjadi dengan
melaksanakan upava penyidikan guna kepentingan
peradilan;

b. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap

Penyidik Pegawal Negeri Sipil (PPNS) baik dibidang
pperasional maupun di bidang pembinaans

c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data—data
kriminalitas vang bersifat nasional;

d. Maelaksanakan pembinaan fungsi—fungsi reserse baik
reserse mobil, reserse umum, reserse ekonomi, reserse
narkotik, reserse uang dan dokomen palsu maupun
fungsi identifikasi dan kriminalistik guna
kepentingan peningkatan dan pengembangan Eelakganaan
tugas reserse pada semua tingkat kesatuan. i

Keempat tugas reserse di  atas apabila dijabarkan

secara lebih rinci, maka fungsinya adslah sebagai berikut :

R

Tugas reserse dalam rangka upaya penanggulangan tindak

pidana vang terijadi dengan melaksanakan upaya penyidikan

guna kepentingan peradilan, dapat dijabarkan dalam

fungsi—Tungsi sebagai berikut H

1) Melaksanakan kegiatan represif kepelisian melaluil
upava penyelidikén dan peyidikan terhadap tindak
pidana umum, tndak pidana di bidang ekonomi, tindak
pidana:di bidang narkotik dan tindak pidana di bidang
vang dan dokumen palsu/pemalsuan. Fenetapan bidanrg
tugas éesuai struktur kemampuan yang ada pada setiap

kLesatuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
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KAPOLRYI No. Pol :Kep/s07/X/71%285 tentang pokok-pokok
organisasi dan prosedur kepolisian .negara Republik
Indonesia, Daerah/FPOLDA dan Lampiran J dari
Kel/09/X/1984 tentang pmkuk—pakuk Organisasi dan
FProsedur Direktorat Reserse Kepolisiap Megara RI;
Menvelenggarakan upaya pengogunaan tehnologli dan  ilmu
pengetahuan dalam rangka pembuktian ilmiah melalul
kegiatan identifikasi dan kriminélistik;
Menyelenggarakan koordinasi dan keria sama dengan
organisasi/badan/instansi lain di dalam dan di luar

dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

Tugas pokok reserse dalam rangka koordinasi dan

pengawasan PPNS dapat dijabarkan dalam fungsinya sebagai

berikuts:

1)

43

a)

a}

menerima laporan dimulainya penyidikan oleh PPNS  dan
meneruskan kepada penuntut umum;

memonitor setiap kegiatan penyidikan yang dilaporkan
oleh FPPNG;

Menerima laporan kemajuan dari-prnses penyidikan yang
dilakukan oleh PPNG;

memberikan petunjuk—petunjuk operasional baik teknis
maupun taktisj;

Memberikan bantuan penvidikan baik bantuan teknis,
hantuan taktis maupun bantuan upaya paksa, meiaiul
koordinasi aengan sub—sub bagian operasional lainnyaj

Melakukan penellitian herkas perkara hasil penyidikan
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PPNS, memberi petunjuk—-petuniuk bila belum memenuhi
persyaratan serts melanjutkan kepada penuntut  umum
bila telah memenuhi persvaratan pemeriksaan;

7) Menerima pemberitahuan penghentian penyidikan dari

FFNS;
8} Bertanggungiawab zecara berimbang bila teriadi
tuntutan praperadilan terhadap kesalahan dalam

penindakans

9} Melaksnakan operasi bersama dengan FPNE atau memberi
dukungan operasional terhadap operasi v ang
dilaksaﬁakan nleh PPNG.

Tugas pokok ressrse dalam rangka pengumpulan  dan

pehgalahan data ¥kriminalitas vang .bersifat nasional

dapat dijabarkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Mengumpulkan dan mengolah data tindak pidana  yang
penyidikannya dilakukan olsh polrij

?) Mengumpulkan dan mengolah data tindak pidana tertentu
vang penyidikannya dilakukan aoleh penyvidik FFMS
sesuail dengan kewenangan yand diberikan oleh beberapa

Uil khsusus;

3) Mengumpulkan dan mengolah data tindak pidana yang

penvidikannya dilakukan oleh pejabat penyidik lainnya
seperti Jaksa dan Perwira TNI angkatan laut.
Tugas pokok reserse di bidang pembinaan fungsi reserses
dapat dijabarkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Membina dan mengembangkan fungsi reserse mobil,
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reserse LML 5 reserse ekonomi, reserse uang
palsu/pemalsuan  dan reserse narkotik, baik vyang
menyangkut doktrin maupun sistem dan metodsaj

2) Membina dan mengembangkan fungsi identifikasi baik
vang menyanokut doktrin maupun sistem dan metoda,
termasuk melaksanakan pelayanan =umum dibidang
identifikasi/daktiloskopy;

Membina dan méngemhangkan fungsi kriminalistik

ll_f.l

(laboratorium kriminal) baik yang menyangkut doktrin
maupun sistem dan ‘metoda, termasuk melaksanakan
pelayanan umum di bidang pemeriksaan secara teknis

lab¥tor,.

Tugas Polri sebagai Penyidik‘DaIam Sistem Peradilan Fidana
&. Sebagai Penyelidik tunggal
Dalam UU No. BlTahun 1981 Tentang KUHAP kewenangan

sebagai penyelidik ‘diserahkan sepenuhnya kepada polri.
Fengertian penyelidik menurut  KUHAP adalah melakukan
serangkaian tindakan untuk mencari dan  mensmukan  suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut
cara yang diatur dalam KUHAF. Berdasarkan kewajian tersebut
maka seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal & ayat {1) huruaf a EUHAF yvaitu :

13 Menerima pengaduan ataun laporan dari seseorang

tentang adanya tindak pidanajs
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2} Mencari keterangan dan barang buktij;
3} Menyuruhh berhenti sEesEorang yang dicurigai dan
menanvakan serta memeriksa tanda pengenal dirig
41 Mengadakan tindakan lain menurut hulkum Y ang
bertangoungjawab.

Berdasarkan hasil penyidikan terssbut apabila
ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk
dilakukan penyidikan, barulah terhadap sesuatu peristiwa
tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

Memperhatikan lingkup tugas, kewajiban dan kewenaﬁgan
dari Segrané nenyelidik, jelaslah ﬁahwa kegiatan—kegiatan
vang dilakukannya merupakan kegiatan awal untuk menentukan
dapat tidaknyas dilakukan penyidikan. Eifat‘ dari kegiatan
awal ini pada umumnya belum menyentuh hak asasi manusia,
sehingga pada prinsipnya dapat dilakukan oleh setiap
anggota polri. Oleh karena itu pula maka KUHAP menentukan
bahwa penvelidik adalah setiap pejabat polisi RI. Dengan
kata 1lain setiap anggota polri, baik itu pengemban fungsi
intel, samapta, bimmas maupun reserse dalam melaksanakan
fungsi penyelidikan.

b. Sebagai pényidig LURLIm

Pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah melakukan
serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpul kan
bukti-bukti vang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkénya.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut maka dalam
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KUHAF  penyidik polri diberi wewenang sebagaimana tercantum
dalam Pasal 7 avat {1} sebagai berikut:
1} Manerima laporan atau pengaduan dari sSesegrang
tentané adanva tindak pidanaj
2) Melakukan tindakan peftama pada scaat di tempat
kejadiang
3) Menvuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangkas
43y HMelakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan
penyitaan;
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
&) Mengambil sidik jari dan memoiret seseorang;
7} Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa. sebagai
tersangka atau saksis
8} Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan
dengan?pemeriksaan perkaras
) Mengadakan pengﬁentian penyidikan;
10} Mengadakan findakan lain menurut hukum vang
bertangung Jjawab.

Memperhatikan lingkup wewsnang penyidik yang demikian
luas, tugas—tugas penyidikan banyak men?antuh masalah hak-
hak asasi manusia, seperti halnya kegistan penindakan vyang
meliputi = pemanggilan, penangkapan; penahanan,
penggeladahan dah penyitaan vang apabila dilakukan
menyimpang dari ketentuan hukum acara dapat menimbulkan

akibat bhukum terhadap penyidik. Oleh karena ituw  tidak
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setiap anggots polri berwenang melakukan penyidikan.

Peraturan Pemerintabh No. 27 tahun 1983, khususnya
Pasal 2 menetapkan bahwa penyidik adalah Fejabat Polisi
Negara Republik Indonesis tertentu yang sekurang-—hkurangnya
berpangkat Fembantu Letnan Dua Polisi, kecuali dalam hal
disuatu sekitor Kepolisian tidak ada pejabat polri  Negara
varg berpangkat -sekurang-kurangnya Pembantuy Letnan Dua,
maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat Bintara di
bawah Pembantu Letnan Dua, karena Jabatannya ia adalah
penyidik. Selanjutnya berdasarkan pendekatan fungsi maka
ditetapkan bahwa pengemban fungéi penyidikan di dalam
struktur polri adalah Reserse.
<. Sebagsi Kgordinatnr dan pengawas PPNS

EEbagaimana diketahui bahwa dalam HIR terdapat
pejabat—-pejabat sipil pemrintah yang diberikan tugas—tugas
pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya Lriminalitas {HIR
Fasal 1 sub 5 dan &). Peiabat—pejabat terssbut mempunyai
wewenang berdasarkan Undang—undang vyang menjadi dasar
hukumnyva. Oleh Larena EUHAF mencabut HIR s=sepanjang
menyangkut hukum acaranya saja, maka pejabat—pejabat ini
gksistensinya secara hukum masih tetap ada. Selanjutnva
sebagian da;i pejabat—pejabat sipil pemerintah teréebut
vang berdasarkan Undang—undang yang menjasdi dasar  hukumnya
maaingumaginé diberikan tugaﬁ dibidang represif, di dalam
EUHAR diwadéhi dengan nama Penyidik Pegawai NMegeri Sipil

{FPPNS} Sebagﬁi mana tercantum dalam Pasal & ayat (1) hurud
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b  EKUHAF. Dengan demikian maka KUHAP mengenal adanya dua
penyidik, vaitu penyidik polri dan penyidik PNS vang
diberikan wewsnang khusus oleh L.

Adapun penyidik polri selaku koordinator dan pengawas
PPNS, tercantum secara eksplisit di dalam Pasal 7 ayat (2}
KUHAF vang mengemukakan bahwa penyidik PPNS mempunyai
wowenang sesual dengan UU vyang mejadi dassar hubkumnya
masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya  berada di
bawah koordinator dan penwasan penvidik polri.

Manajemen operasiocanal penyidikan sejasuh menyanghkut
urut—wrutan kegiatan /tindakan yang harus dilaksanakan oleh
pimpinan reserse dalam rangka pelaksanaan operasional tugas
yang hersifat rutin maupun operasi  khusus. HManajemen
operasional penyidikan harus didahului  dengan kagiatan
penyusunan program kerja sebagai berikut:

a. Frogram kérja penyidik polri

Pada setiap akhir tabun anggaran Korp Reserse sobhagai
penyidik harus menyusun tinjauan dan analisa terhadap
pelaksanaan program kerja dari yang sudah berjalan. Melalui
analisa tersebut selanjutnya dapat ditetapkan hakikat dan
perkiraan ancaman (kriminalitas) nada tahun anggaran yang
akan datané. Kemudian seluruh ancaman yang hérupa
Lriminalitas tersebut dituangkan dalam program kevja bidang
operasional Reserse sebagai tugas yang harus ditanggulangi
terlebih dabulu dan disusun klasifikasi ancaman berdasarkan

jenis, bobot, rangking serta kemurgkinan  perkembangannya
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{probalitas}. Ancaman kriminalitas merupakan Sasaran
operasional penyidik yang dapat diklasifikasikan meiadi
Gasaran selektif dengan skala prioritas, Sasaran zelektif
non prioritas dan sasaran rutin. Selanjutnya sasaran
selektif dgngan skala prioritas ditanggulangi dengan
operasi khusus Reserse, sedéngkan sasaran selektif non
prioritas dan sasaran rutin ditanggulangi dengan nperasi
rutin Reserse.

Melalui pendekatan fungsi manajemen program keria
dan mekanisme operasional penyidik polri diwujudkan dalam
kegiatan :

1} Perencanaan
éerencanaan dalam mekanisme operasional pada
hakika%nya merupakan bagian darilprasea kegiatan atau
tindakan pimpinan yang memuat rencana kegiatan yang
terparinci dalam rangka pelaksanaan program kerija.

Perencanaan me?upakan awal dari suatu proses keglatan

berlanjut vyang mengarah pada cara bertindak yang

terbaik.
Wujud perencanaan dalam operasi rutin  adalah
sebagai berikut :

{1} Fengumpulan informasi dan pengolahan data.
Fengumpu lan informasi  dan pengolahan data
merupakan kegiatan awal dalam rangka penentuan
sasaran operasi. Informasi diseleksi menjadi data

dan selanjutnya diolah untuk kepentingan
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penvusunan program kevria. Di dalam program keria
ditetapkan © prioritas penanganan jenis—jenis
kriminalitas bgr&asarkan identitas dan kadarnva
yaﬁg meresahkan masyarakat.

Fenentuan sasaran

Penentuan sasaran pada operasi rutin merupakan
hasil evaluasi dari kegiatan cengumpulan
informasi dan pengelahan data dari seluruh
peristiwa vang terjadi dalam masyarakat. Fada
dasarnya penentuan sasaran operasi rutin  secara
tajaﬁ memuatlt perumusan CaSafran, baik vang
menyangkut ancaman kamtibmas, lokasi yang rawan
maupun waktu vang rawan dengan masing—masing
jenis ancaman atauy gangguan.

Ferumusan Tugas

-PFada intinya perumusan tugas tersebut adalah

pelaksanaap tugas di bidang represif yustisil,
mehyelenggarékan segala usaha, kegiatan dan
pekerjaan dalam membina kekuatan, sarana dan
kemampuan serta menyelenggarakan penggunaan
kekuatan dalam pemberantasan kriminalitas.

Dalam struktur pembianaan tugas pada tingkat
kesatuan, perlu ditetapkan pembagian bobot
sasaran kewilayahan yaitu @

Fada tingkat Folsek harus menangani setiap kasus

vang terjadi diwilayahnya pada tingkat pertama.
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Selanjutnva melaksankaan penvidikan kasus tindak
pidans ringan dan atau tindak pidana vang
bersifat sederhana sampal tuntas.

Fada tingkat Polres harus melanjutkan atau
menarik penanganan perkara pada tingkat pertama
dari Lesatuan tingkat FPolsek. Melaksanakan
asistensi, supervisi atau back up operation pada
satuan di bawahnya serta memberikan petuniuk dan

bantuan penyidikan kepada PNS tingkat POLRER.

2) Pengorganisasian

Fengorganisasian dalam pelakszanaan cperasi
meliputi kegiatan 5Ebagai berikut 1 Penydsunan atau
pembag%an tugas berdasarkan struktur organisasi 4
Penetaéan casaran dari masing—masing tingkat kesatuan
dan periyusunan kekuatan berdasarkan Lemampuan.
Pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi
dimaksudkan agar sasaran yang akan ditanggulangi
dapat tersedia wadah pelaksanaannya dengan bsrpedoman
pada struktur organisasi yang ada. Sedangkan padsa
tingkat kesatuan kewlilayahan vyang belum teréusun
wadah pelaksanaannya diatur berdasarkan kemampuan
individu—individu vang ada. Penyusunan kekuatan dalam
pelaksanaan tugas berdasarkan pads bobot sasaran
minimal dibutuhkan kemampuan sebagai berikut : pads
tingkat polsek ada tenaga vyang sudah memiliki

kemampﬁan reserse dasar. Sedangkan ditingkat polres




minimal sudah memiliki kemampuan reserse dasar dan
kemampuan reserss lanjutan.

EKebuatan yang diorganisasiakan untuk melakukan
operasi disusun dalam bentuk satuan tugas. Masing—
masing satuwan tugas tersebut membentuk satuan unit
kecil lengkap (UKL} vang Jumlahnya bervariasi
sesuai sasaran vang dihadapi. Susunan tugas unit
kecil lengkap terdiri dari : Kepala unit .untuk
menggerakkan dan mengendalikan para anggota unit
dalam memburu dan melumpuhkan sasaraﬁ vang telah
ditentukan dan mefupakan tanggungjawab dari unit
tersebut. Anggota unit bertugas sebagai pelakzsana
lapangan yang terdiri dari tim lidik, tim sidik, dan
tim riksa. Kedududkan unit kecil lengkap berada di

bawah komando langsung Kasatgas operasi.

Felaksanaan

Metode pelaksanaan operasional dilaksanakan
dalam bentuk kegiatan yang berupa nenyelidikan,
penyidikan, pernindakan, pemeriksaan, pemberkasan

perkara dan penyerahan perkara. Dalam pelaksanaan
operasi bailk ditingkat  pusat maupun ditingkat
kewilayahan terdiri dari langkah—langkah sebagai
perikut =
{1} Tahap persiapan

Menentukan hari "HY dan jam "J%;

Mendistribusikan anggaran;




(3}

Mengkoordinasikan sasaran operasis

Meiasksanakan latihanj;

Menyiaphkan ﬁnskn;

Melaksanakan gelar operasis

Mezlaksanakan gelar pasukang

Menyiapkan unit kecil lengkap.

Tahap pelaksanaan

Menggelar unit operasional resersej

Mengoelar operasi secara periodik dan gelar
pEﬁkara secara khusus sesuai kebutuhan;
Melaksanakan aneka evaluasi terhadap léparan
harizn untuk kemudian merumuskan tindakan atau
langkah selanjutnya untuk mendinamiskan
pelaksanaan operasij

FPara pimpinan mengamati pelaksanaan kegiatan oleh
anggota di lapangan' untuk dapat mengarahkan,
mendinamiskan pelaksanaan operasi dalam mencapal
target operasi yang telah ditentubkang;

Memberikan back up operasi.

Tahap akhir

Membuat laporan dan aneka evaluasi pelaksanaan

operasi.

4} Pengawasan dan Fengendalian

Pengawasan dapat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

a)

gGebelum kegiatan operasional dilaksanakans

b} Fada saat kegiatan operasional dilaksanakar;

"
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c} Setelah kegiatan opersioanal dilaksanakan.

Fengawasan sebelum kegiatan dilaksanakan dalam
wujud perencanan dan pengorganisasian  yang saksama
sebagai upaya pengawasan yang bersifat pencegahan
{preventife cantrol); Dalam panyusunan rancana ini
yang . memegang peranan penting' “adalah sistem
pengumpulan informasi yang akan diplah menjiadi data,
baik vang berasal dari masyarakat maupun yang-berasal
dari petugas—petugas itu sendiri. Khusus untuk kasus—
kasus vang dipandang sulit pembuktiannya dapat
dilaksanakan gelar perkarsa.

Gelar perkara me?upakan wadabh pemecahan masalah
dalam rangka pengungkapan atau penyidikan kasus
tertentu. Tujuan gelar perkara adalah untuk  kasus
dimana belum dapat ditentukan pelanggaran terhadap
Letentuan—ketentuan perundang—undangan Secara tepat,
kemudian ditanggapi oleh semua peserta untuk membahas
retentan mana vang paling tepat dapat diterapkan dan

memenuhi  unsur-unsur  yang dipersvaratkan sehingga

dengan  demikian penyidikan Lasus - tersebut dapat

diteruskan.

Gelar perkara merupakan sarana pengawasan dan
pengendalian terhadap perkara—-perkara Yyang sedang
dalam proses penyidikan untuk mengetghui apakah
penyidikan yang sedang dilaksankan dapat diselesaikan

pada batas waktu vang ditentukan. Gelar perkara dapat




diperluas dengan menglkutsertakan fungsi—fungsi
operasional lainnya vang terkait. Apabila dipandang
perlu éelar perkara dapat mengikutsertakan kejaksaan
sebagai bagian dari proses selanjutnya.

Selain gelar perkara juga dapat dilakﬁkan
dengan monitoring. Monitoring adalah memonitor secara
terus menerus kegiatan yvang dilaksankana oleh petugas
apakah Jjalannya telah sesuai dengan @ rencana dan
sasaraﬁ v ang telah ditetapkan. Apabila dalam
pelakgénaannya belum sesuai  dengan  rencana dan
ﬁasaraﬁ atau program yang telah ditetapkan maka dapat
segera:diadakan‘perbaikan sesuai  kebutuhan—kebutuhan
sehingga dengan demikian dapat berjialan kémbali
derngan lancar dan mendapatkan hasil vyang maksimal.
Sarana monitoring dapst berups administrasi
penyidikan yvang pendelolaannya secara fertib di bawah
personil khusus.

Garana lain dalam melakukan pengawasan dapat
berupa kewajiban menyampaikan laporan. Dalam
menyelanggragan kegiatan operasional pembuatan dan
penyampaian laporan merupakan kewajiban mutlak vyang
harus dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui
jalannya kegiatan tersebut. Bentuk dan cara serta
waktu penyampaian laporaﬁ dapat disesuaikan dengan
kebutuhlan dan tingkat kesulitan di lspangan-

Adapun  maksud dan tujuan penyampaian laporan
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adalah® : sebagai sarana pertanggungjawaban petugas
dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan
hasil vyang dicapai serta hambatan—hambatan Y ang
dihadagi.

Bagi pimpinan kesatuan laporan tersebut pada
hakeksatnva dapat berfungsi sebagai alat bantu
kendali, vaitu untuk mengetahui sampai dimana
progran sudah dilaksanakan dan sebagail bahan
penilaian terhadap pelapor tentang pelaksanaan tugas
yvang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Upaya lain dalam kaitannya dengan pengawasan
adalah koordinasi dengan instansi lain yang termasuk
dalam lingkup SPP. Koordinasi ini diperlukan dalam
hal pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut
pmum untuk  bahan pe;baikan dan bahan monitoring
keputusan pengadilan  terhadap perkara yang telah

tuntaz.

2. Faktor—faktor yang Mempengaruhi Manajemen Fenyidikan
Ukuran vang dapat dijadikan patokan dalam menilai
kEinerja pen?idik di satu wilayah kesatuan Kerja sepekti
POLRES Pekalongan dalam penulisan ini adalah penunttasan
pemberkasan perkara sampali ke pengadilan (lewat kejaksaan)
dan tingkat pra peradilan yang diajukan olah masyarakat

yang tidak puas atau yang merasa dirugikan oleh tindakan




penyidik.lg Ukuran pertama menjadi salah satu titik fokus
disebabkan dalam kenvataan banvak kasus vang tidak
diteruskan oleh penvidik dengan berbagai alasan.t? Sedang-
tan ukuran kedua digunakan karena semakin banyak polisi
vang dipra peradilanl4 pleh masvarakat merupakan  bukti
bahwa kinerja penvidik selain tidak memenuhi standar hubkom
dan manajemen vang berlaku juga rendahnya penguasaan tehnik
penyidikan oleh penyidik itu sendiri. Semakin banvak kasus
pra peradilan terhadap penyidik semakin memperburuk  citra
penyidik poliri  dimata masyvarakat. Setelah datangnya era

reformasi ﬁi POLRES Pekalongan hampir tiap bulan ada

12) Nasyarakat mengerti bahwa dirinya dirugiken apa tidak dikaremakan berqulirnya era reformasi, disana seperii dika-
takan oleh Hikhail Gorbachev bahwa sisies kekuasaan rakyat sebeaaraya sedanq diciptakan dan fondasi diletakkan uetek
seshangun negara yang berdasarkan aturan hukue, Libat Walter B, Wriston, The Twilight Of Soyereigaty, Terj, soleh
Lien hwelia dan Lina 8. Soaantri, Remaja Rosda Karya, Bamdeng, 1996, hal. 130,

13) Padahal tuges kepolizian represif yaoq disebut jega kepolisian justisi atau kepolisian kehakizan ialah tugas sulai
saat bertindak berhubungan dengan adanya sangkaan bahwa ada suatu tindak pidama yang telah dilakukan saspai dengad
senyerabkan berkas peseriksaan pendabuluan dari perkara ity kepada jaksa. Lihat Ratna Hurul Afiah, Praperadilas
fuang Lingkupnya, Akadeaika Pressindo, Jkarta, 1984, hal. 7. Lihat juga R. Soesilo, Hukus hcara Pidana (Prasedur
Penyelpsaian Perakara Pidana Bagi Peneqak Hukus, Politea, Bogor, 1979, hal. 23 Bandingkan Dengan MNiro Hgani, I
Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, Memgenal Hukus Arara Pidana Bagian Usea dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta,
1984, hal, 20-39,

14) Praperadilan sencel karens salab tamgkap, salah tahan dan pengientian penyidikan, Sedangkan penghentizn penyidikan
didasarkan pada alasan : Tidak terdapat cokep, Peristiva tersebut bukan {indak pidana, alan penyidikan diheatikan
feni hukue (Pasal 109 ayat (2) KUWAP). Pengertian praperadilan menuret Pasal { Batir 16 YUHAP adalah wewenang Pee-
gadilan Megeri umtuk seserikss dan neaulus tentang & a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penzhanan atas
peraintasm tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangkaj b, Sah atau tidaknya penghentian penyid-
ikan atau pengbentian penuntutan atas peraintaan desi fegaknya hukus dan keadilany €, Peraintazs qandi Rerugian atau
rehabilitasi oleh lersangks ataw kelvarganya atau pihak ketiga. Filosofi praperadilan adalah untuk pengawasan kiner-
ja aparat penegak hukua.

Dalag hal salah tangkap eaks keaungkinan ancasan terhadap penyidik dapat dikenakan Pasal 333 alau Pasal 334 KURP,
yailu harenz dengan sengaja seaaksz {seraspas) keaerdekaan orang atau meneruskan senghan dengan selawin hak, atad
karena salahnya hingga nrang jadi terfahan atau terus tertahan dengan aelawan hak.




tuntutan pra peradilan baik karena peanghentian penyidikan
mavpun karené menvyalahi prosedur pemer‘iksaan.l5

Banyak hal yang bisa mempengaruhi berhasil tidaknva
kerja penyidik apabila ditinjau dari sudut manajemsn. Dari
sudut pandang manajemen banyaknya tuntutan pra peradilan
dan banvaknya kasus yang tidak diajukan ke pengadilan oleh
penyidik merupakan dua indikator yang dapat dikatakan bahwa
penyidik belum dapat menerapkan manajemen vang baik  dalam
penyidikan. Sebelum mengﬁraikan apa sebenarnya vyang
mempengaruhi kinerija penyidik dari aspek maEnajemen,
terlebih dahulu perlu ditinjau kondisi objektif penyidik di
wilayah polres Pekalongan khususnya kekuatan porsonil
reserse vang menjadi penyidik dan pen?idik pembantu.

Jumlzh anggota personil polres Pekalongan Secara
keselurvuhan adalah 552 orang personil. Sedangkan Jumlah
anggota ressrse baik di polres maupun di polzek adalah &2
orang dengan perincian di polres sebanyak 38 orang dan di
polsek—polsek 24 orang. Dari juﬁlah ity 4 orang peErwira
sudah pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse serta 41
orang hintara, secara keseluruhan yang sudah mendapat

pendidikan kejuruan reserse adalah 40 orang.

15) #ndi Haszah dalas hal saheys pemahanan dae perlenyz penhanan penquraikan sebagai berikut 5 Sahaya {Recht vaar-
digheid) dan perlunya {¥eodzakelijkeheid) penahanan. Sahnya penahanan bersifat abjekiif dam seliak, artinys dapat
dibaza dalae Undang-Undang delik-delik ana yang feraasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Hutlak karend
pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukua. Sedangken periunya penahanan bersifal relatif karena yang senen-
tukan perlunya penahanan tergantung pesilaian pejabat yang akan senaken, Andi Haszeh, Pelaksinasn Poradilan Fidana

Derdasarkan Teori dan Praklek Penahsnan-Bakwaan-Resuisitoir, Rineka Lipty, Inkarta, 1994, hal. 16,

~
,
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Fersonil vyang sudah mendapatkan pendidikan kejuruan

reserse tidak semuanva mendapatkan penugasan  di bagian

m

resersa. Personil yang sudah  ditempatkan sebagai man

keahliannva sebanvak 29 orang, sedangkan vyang belum

ditempatkan sesuai dengan keahlian reserse sehanyvak 14

personil. Alasan yang dikemukakan oleh unsur pimpinan

polres tentang belum ditempatkan sesusi dengan kéahliannya

adalah =

a. Kurangnya dedikasi dan etos kerjag

b. Kurang disiplin dan mentalnya vang renﬁah;

. Fernah melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang
dan pernah di hukum oleh atasan yang berhak menghukum;

d. Sedang meﬁgikuti pendidikan calon perwira {(CAFA).

Alasan pertama dan kedua vang dikemukakan di atas
sifatnva terlalu abstrak dan sangat sulit melakukan
penilaian sezcara objsktif. Ssbenarnya kedua alasan tersebut
oleh pimpinan masih dapat melakukan pembinaan dan ituw
merupakan  tugas  pimpinan untuk melakukannva. Sedanghkan
alasan ketiga dan hkeempat masih dapat diterima dengan
logika yang'maﬁuk akal. Penempatan personil tidak sesual
dengan ksahliannya dalam pelaksanaan tugas bisa berakibat
fatal, hal ini dapat terlihat nanti pada =saat pembahasan
selanjuinya.

Selanjutnya struktur organisasi reserse di pmlréa
Fekalongan dengan susunan.keanggotaannya adalah sebagai

berikut. Satuan reserse dibégi dalam 5 unit keria vyang
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dipimpin oleh sesorang Kasat serse yang berpanghkat perwira.
Unit kerja tersebut adalah :
Unit Keria I;Reserse Umum, dengan psrsonilnya adalah s

1. ATIFDA Kusalam sebagai KEanit

Id

. Sertu Murwandi sebagal anggota

i

. Sertu Budi Winarso 8.H. sebagail anggota

L

. Kopka Sukamto, S.H. sebagai anggota

Unit Kerja II Reserse Ekonomi, dengan personilnya adalah :

1. AIFDA Agung Bali. F =ebagai Kanit

I

. Serma Bambang S.K sebagai anggota

. Sertu Sri MWardivono sebagai anggots

el

4. Sertu Bamhang Tunggono sebagai anggota

Unit Keriz III Reserse narkotika, dengan personilnya adalah
i. Serma I Ketut Sedana sebagai Kanit
2. Serma Slamet Mardiayanto sebagal anggota

-

I. Serms Provo Budiono sebagai anggota

Hnit | Keria 1V Reserse tindak Pidana Tertentu, dengan
pefsgnilnya ;dalah :

i. AIPDA Nurﬁipto gebagai Kanit

2. Sertu Sumardi sebagai anggota

Z. Kopka Mulyanto sebagai anggoia

Unit Kerja V Heserse Unit Reaksi Cepat, dengan personilnya
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adalah :

i. AIPDA Svasmropi sebagai Kanit

2. Serma Wahyudi sebagai anggota

%. Serma Srivatno sebagai anggota

4. Sertu Supivanto sebagai anggota

5. Sertu Edy Purnama lilah sebagai anggota
&. Serka Abdul Kholik sebagai anggota

7. Sertu Sitompul sebagai anggota

8. Sertu Muawan Subagyio sebagal anggota
9. Serda ﬁdyiPramgnu sebagai anggota

1G. Serda Su%adi sehbagal anggota

11. Seriu Kignnm sebagai anggota

12. Serda Ed? Sukamto sebagai anggota
1Z3. Serda Yagi Eento sebagai anggota

14. Serda Sumbono sebagai anggota

i%. Serda Wawan Dwi P. sebagai anggota
146. Bharatu Marsikan sebagai anggots-

KElimaé unit reserse vang ada di  polres Pekalongan
hanya Unit Réaksi Cepat {URC) vang memiliki job discription
vang tegas dalam bentuk tertulis, sedangkan vang lainnya
tidak ada sama sekali. Déngaﬁ demikian dalam pelaksansan
tugas antara unit satu dengan yang lainnva tidak ada batas—
batas yang jelas. Adapun Jjob dizcription URC adalah
sebagai berikut z

URC dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk dapat

bertindak dengan cepat, tanggap dan tepat terhadap :




T
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1. Perintah-perintah dari pimpinang

i

Informasi vang datangnva dari masyarakat;

i

. Adanva suatu peristiwa atau tindak pidana maupun
peristiwa atau kejadian_yang meemi-lukan kehadiran polisi
dalam rangka penvelidikan dan penyidikaﬁ.

Tugas " URC dilaksanakan dalam rangka penindakan
terhadap para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat,
guna mewujuﬁkan =ituasi dan kondisi Famtibmas yang mantap
dan terkendali. URC terdiri dari satuan dan personil dengan
kemampuan teknis dan taktis antara lain :

1. Penvyelidikan (intervie#, Surveilance, Undercover,

pemeriksaén dan pengolahan TEP;

2. Penindakaﬁ {pemanggilan, penangkapan, penggeladahan dan

penyitaan).

4

. Pemeriksaan (saksi, tersangka, dan barang bukti);

S

Laboratorium forensik {harus minta bantuan ke LABFOR

AKFOL Semarang);

o

Identifkasi;
&. Hedokieran Kepolisiang

URC  besrkedudukan langsung dibawéh Kapolres dan
pertanogungiawab - kepada Kapolres. Di tingkat polsek
kLedudukan Uﬁﬁ langsung di bawah kapolsek dan bertanggung
Jawsah 1aﬁgﬁﬁng kepada kapolsek. Dalam melaksanakan tugas
URC  harus dilengkapi dengan kemampuan dan kelengkapan
perorangan. Personil URC harus memiliki EkEemampuan dan

ketrampilan sntara lain z




1.

(A

Memiliki mental dan kepribadian yang baik serta dedikasi
dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugass
Memiliki kémampuan perorangan :

a. Eela diri serta menembak cepat dan tepat;

b. Mengemudi kenderaan bermotor baik roda dua  maupun
foda 4=dengan frampils:

. Penyelidikan dan penyidikan awal (penindakan;

d. Kecepatan bertindak serta kemampuan dalam
menganalisis kekuatan lawan maupun situasi/kondisi
medan dalam rangka melakukan pengejaran, pengepungan
maupun penangkapan tersangkas

g. Kemampuan dalam menggalang informan.

Kemampuan satuan dalam rangka memberikan bantuan teknis

atan taktis antara lain :

a. Dalam rangka pengolahan TKF dengan melibatkan fungsi
terkai£;

b. Analisis dan evaluasi melalui kegiatan gelar perkara,
rekonstruksi ulang dan bantuan teknis penyidikan.

Kelengkapén perorangan, meliputi :

2. Senjata api;

h. Baju rompip anti peluru dan rompi URC:

c; Alat komunikasis .

d. Helm dan topi rimbasj

2. Pakaian khususg

f. Sepatu karet khusus.

Dalam rangka menunjang keberhasilan dalam pelsksanaan
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tugas URC dilengkapi dengan sarana dan pirasarana aniars

lain =

1.

J

Sarana mobilitas, berupa kenderaan roda 2 (trail) vyang
dapat bergerak cepat dan lincah dalam operasionalnya dan
kenderaan +oda 4. Kenderaan roda 4 dilengkapi dengan
peralatan. vang mendukung pelaksanaan tugas -antara lain
mesin tik, tustel dan kamera vidio, Fublic addres, alat
identifikasi dan garis batas polisi (police line),
tangga lipat, lampu sorot, tandu, kampak, gergaji dan
1ain"1ainl

Sarana komunikasi, URC dalam rangka memenuhi tuntutan
bergerak  dengan cepat dalam pengejaran dan  pelayanan
kapadsa &asyarakat dilengkapi juga dengan sarana

komunikasi berupa radio panggil dan telpon gengam.

Mekanisme pelaksanaan  tugas URC terbagi dalam dua

bagian, yaitu

1.

URC buruy sergap

it ini merupakan yang bergerak epcara tertutup diawali

dengan target operasi dan dilanjutkan _serta_ diakhiri

dengan kegiatan penindakan/penyentuhan sasaran langsung

atau penindakan /penyentuhan sasaran bersama—sama dengan

UrGC lainnva. Dalam pelaksanaannya dapat melakukan
koordina=zi ataupun tidak -perluo melakukan koordinasi

dengan kasatuan lainnyas hal itu tergantung pada target

aperasi yang harus dicapai, teknis koordinasi oleh kadit

atau mleh‘perwira pengendali dibawah komando kapolres.




a3

Ea)
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URC bantuan teknis/taktis

Unit ini Eergerak atas perintah Kadit/perwira pengendali

untuk mendatangi suatu tempat dimana telah terjadi sﬁatu

kejahatan vang memerlukan kehadiran unit tersebut dalam
ranghkacs

& . Penutuﬁan TEF dan penanganan TEF;

b. Tindakén nenyelamatan terhadap korban  suatu - tindak
pidana atau pelanggéran maupun berncana alam;

c. Dalam rangka menghindari benturan dalam pelaksnaan
tugas, maka pada saét kembali ke kesatuan harus
melaporkan pada kepala kesatuan.

Sehelum bergerak ¥a unit sesual dengan kepentingan dalam

rangks mendatangi TEP; menghubungi piket satuan fungsi.

Sebslum piket satuan fungsi dibubungi maka unit URC

mendatangi satuan fungsi tersebut selanjutnvya bersama-—

sama menuju lokasi.

Masalah vang tidak boleh terlupakan adalah masalah

adiministrasi; oleh karena itu administrasi URC

dilaksanakan sebagai berikut :

i.

]

Setiap mobil unit URC dilengkapi dengan buku mutasi
kegiatan:

Fencatatan terhadap kegiatan dilaksanakan pada zaat
mobil uni£ bergerak dalam rangka pelaksanaan tugas;

2 unit diwajibkan untuk melaporkan setiap saat situasi
vy ang dihﬁdapi pada saat melaksanakan kegiatan kepada

perwira pengendali serta posko URC/piket, keecuali vyang
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bersifat khusus langsung kepada kapolres.

Terakhir vang sangat penting adalah wewenang komando
dan pengendalian tugas dari URC. Wewenang komando
pengendalian tugas URC serse berada pada kapolres vyang
dalam pelakséﬁaan tugas sehari-hari dibantu oleh kasat
serse,. Sedangkan ditingkat polsesk wewenang komando dsn
pengendalian dipegang oleh kapolsek.

Heskipqﬁ UREC memiliki job discription vang ielas dan
carana serta prasarana yang hampivr memadai, akan tetapi
unit ini memiliki kelemahan. Eslemahan vang ada pada unit
ini antara lain kegiatan URC semuanys atas perintah atasan
atau pimpinan. Disamping itu kegiatan URC baru ada apabila
adanya tindakan atau kejadian yang sifatnysa sporadis sesrta
dalam keadaan mendesak, setelah itu  lanjutan penyidikan
akan dialihkan pada unit vang mempunyai keterkaitan deangan

tindak pidana atau peristiwa tersebut.

[k

Setelah melihat Leberadaan bagian penyidikan
{reserse) di wilayah polres pekalongan maka penulis
mendapatkan ada dua fakior secara umum  Yang mempengarubi
kiﬁefja penyidik di polres Pekalongan. ¥edua Tfaktor itu
adalsh faktior eksternal dan faktor internal. Faktor
eketernal adalah kondisi-kondisi di Iuvar lingkungan polisi

itu ==ndiri vang bisa mempengaruhi penyidik, sedanghan

faktor internal adalah faktor-faktor vang ada dalam

organisasi palres Fekalongan itu sendiri.

Adapun. faktor eksternal adalah tondisi sozial budaya




masyarakat Pekalongan dan kondisi politik serta kedudukan

individu dalam status sosial di masyarakat, terakhar

kesadaran dan pemahaman bhukum masayarskat yang sangat

rendab.

i. Faktar Ekgternal

& KDndiSi.SDEial budava masvarakat FPekalongan

Masvarakat Pekalsngan sifatnya homogen dan  penganut
agama Islam yang masih terbilang cukup fanatik.
Sistem kekerabatannya masih cukup baik, kehidupan
ekonomi masyarakat yvang sebagian besar berasal dari
industri batik baik secars tradisional maupun sSecara
madern. Dalam hal kehidupan beragama masyarakat
Pekalﬂﬁgan terdapat dua kelompok besar, vyaitu
pengikut B dan Muhammadyah. Di samping :itu
masyarakat Fekalongan sebagian menempati dasrah
pantai sehagai nelayan yang memiliki temperamen emosi
hisa dikatakan relatif tinggi, akan tetapi karena
masih terikat pada keéatuan agama vang dianut maks
masyarakat Pekalongan juga memiliki sifat pemaat yvang
sangatitinggi.
Dalam kondisi masyarakat yang demikian penyidik dalam
melakukan tugasnya pada saat ada Lasus—kasus  vyang
melibaﬁkan massa dalam jumlah besar hampir selaluw
mengalami kendala secara normatif. Artinya sering
tindak pidana yéng teriadi harus dihentikan

penyidikan akibat desakan masyarakat dan perkaranya
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tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan. Mamun demikian
secara sosiologis penanganan perkara oleh penyidik
dapat dikatakan berhasil. Indikator vyang digunakan
adalah tujuan dari hukum pidana salah satunya untuk
memulihkan keadaan vang sudah tidak normal akibat
terjadinva suatu tindak pidana kepada keadaan vyang
normal  kembali. Dalam banyak kasus vyang melibathan
Massa ;biasanya‘akan-diselesaikan dengan jalan damail
dengan penyidik menjadi penengah sekaligus menjadi
jaminan bhagi pihak—pihak yang bertikai. Salah satu
cnntﬂh‘adalah kasus Pengrusakan rumah dan  pembakaran
gubuk tambak uaang.

Kasus posisinya adalah:

Sesuai: Laporan Polisi no. Fol.
LP/73/X11/1999/5ABHARA, pada hari Rabu tanggal 2%
Dasember 1999 gekitar jam 09.00 WIR telsh terjadi
pencurian udang di tambak milik H. Mas vang dilakukan
oleh Rus warga desa Api-Api kecamatan Wiradesa.
Pencurian itu diketahui oleh penjaga tambak (Mub)
terjadi persslisihan dan pemukulan terhadap Rus  vang
dilakukan oleh Mub.

Selaniutnva kejadian tersebut besrkembang, valiu
sekitar hari EKamis tanggal 30 Desembar jam 21.00 HIB
zekelompok massa dari desa Qpi—ﬁppi RT II berjumlah
eskitar 150 orang mendatangi rumah H. Mas sebanvak

dua rumah dan membakar gubuk di lokasi tambak udang

ey g g e
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szbayak & buah. Akibat peristiwa tersebut  kerugian
ditaksir sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Hemgdian kasus tersebut dilaporkan ke polsek
Wiradesa dan ke Folres Pskalongan guna pengusutan
lebih lanjut.

Ferkembangan kasus ini kemudian sudah mulai ada dua
kelompok massa yang saling akan melakukan pengrusakan
dan memaksa pihak kepolisian untuk tidak,_meneruékan
perkara tersebut ke peﬁgadilan, oleh karena itu atas
inisiatif pihak tokoh masyarakat dan pihak kepolisian
kasus teraebuf diadakan perdamaian dengan membuat
surat pernyataaﬁ vang ditandatangani oleh kedua pinak
=orta diketahui ocleh MUSPIDA setempat dan perkaranya
ditutup.

Contoh kasus kedua adalah sebagai berikut :
Berdasarkan lapocran polisi masing-masing dibuat
terpis%h sabagal berikut :

Mo, Pol. LP/41/VIII/ZP9/WRD tanggal 14-8-1999 atas
nama kKad |

No. Pol. LP/742/VIII/9F/WRD tanggal 14;8~1??9 atas
nama. Far.

Mo. FPol. LFP/43/VIII/99/WRD tanggal 14-B-1999 atas
nama Mas.

No. Pol. LP/44/VII1/99/WRD tanggal 154-8-1999 atas
nama Fah.

Ne. Fol. LE/35/VIII/99/WRD tanggal 14-8-1999 atas




mnama A1,
No. Pol. LP/4E/VIII/99/WRD tanggal 14-8-1999 atas
nama Kus.
Mo. Fol. LRP/47/VIII/99/WRD tanggal 14-8-199%9 atas
nams As. Semuanya warga Desa Pecakaran Kecamatan

Pliradesa.

Fada tanggal yang tersebut dalam LF telah terjadi

pengrusakan tujuh rumah vang dilakukan oleh

sekelonpok massa desa Pecakaran Wiradesa. Feristiwas

ity terjadi karena atau akibat PILKADES vyang tidak

beres. Fihak vang kalah merasa tidak puas atas

keputusan FPilkades tersebut sshingga terjadi. amuk
mazsa dan membakar tujuh rumah milik pendukung calon
vang menang termasuk beberapa diantaranya p%nitia

Filkades.

Atss laporan polisi tersebut upaya  vyang dilakukan

oleh penyidik polsek Wiradesa adalah sebagail berikut:

a) Menerima laporan dan  menuangkan dalam  laporan

polisisg

5} Mendatangi TEP;

c) Memanggil para saksi dan tersangka dimana tempat—
nya dipindahkan ke HAPDLRES, mengingat adanya
sncaman dari massa vang bagitu banyak dan  untuk
menghindari terjadimya amuk massa terhadap polsek;:

d} Saat pemeriksaan  saksi  di Folres Fekalongan

diikuti oleh banyak massa.
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e} Melihat perkembangan situasi vanog demikizan maka
untuk  menghindari hal-hal yaﬁg tidak diinginkan
gleh penvidik polres Fekalongan diputuskan untuk
sementara ditangguhkan dulu pemeriksaan saksi  dan
terzangks.

f} Hingga bulan Juli tsahun 2000 tidak =da
perkembangan‘ iebih lanjﬁt dari hkasus itu  dan
perkaranya dianggap sudah selesai, disamping itu
juga para korban tidak ada niat untuk

melanjutkannya lagi. Pengan demikian maka proses

penyidikan <secara resmi dihentikan, akan tetapi

tidak dinvatakan lIswat suatu pernvatan FESML
dengan surat penghentian penyidikan. Hxl itu
dilakukarn oleh pihak penvidik uontuk menghindari
adanva tuntutan pra peradilan dari pihak korban.
Dari Jedua kasus tersebut terlibhat jelas bahwa
tekanan dari masyvarakat dapat mempengaruhi  kineria
panyidikg sehingga apa vyang seharusnya dilakukan
menurut wrul—urut proses penyidikan seperti yang jada
dalam sistem manajemen penyidikan tidak dapat
berjaléﬁ sebagaimana mestinvas
Wondisi politik
Ferkemhangan sosial politik juga dapat mempengaruhi
Linerja penyidik dalam melakukan tugasnya. Fada saat
partai‘ yang berlamhang pohon beringin  berkuasa

dibawsh rezim orde baru semua tindak pidana  yang




dilakukan oleh orang—orang vang mampunyal kehuassan
atau vang ada kaitannya dengan penguasa selalu gagal
dilakukan penyidikan déhgan tunntas. Cara mereka
menpengaruhi  penvidik ads dus baik secara langsung
maupun  Secara tidak langsung, apalagi pada saat itu
pihak kepolisian bisa diintervensi  langsung oleh
angkatan darat dan Pemda.

Sekarang a%ah politik herubah; dgmana hamplr semnua
daerah di Fekalongan dikuasai Gieh FOIF; maka
penyidik mengalami Lesulitan untué melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
orang—arang vang berhubungan dengan FDIF. PDIF selain
melakukan tekanan m=lalui Fekuasaannya di  birgkrasi
pemerintahan iuga melakukan tekanan o omelalul
pengeranan  massa yang merupakan cara paling sfektif
vang serving digunakan oleh FDIF.

Contoh kasus adalah pemalsuan ijazeh vang dilakubkan
oleh ketua FDIF FPekalongan yang Juga  keftua DERD

Pekalongan {Spn). Kasus tepsebut bermula ketika  hubuo

10

T
)

1 tandingan {(yang dipimpin oleh A.M} melaporkan Bpn

X

rt

2lah melakukan pemalsuan ijzazah untuk  kepentingan
karirnva di bidang politik. BSetelsh dilakukan
nenyelidikan dan  penvidikan oleh penyidik polres
pekalongan ternyata pihak pényidik berpendapat ijszah
tersebut adalah asli. Oleh karena 1itu maka pihak

penyidik memutuskan untok menghentikan penyidikan

TR
R
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denganf: alasan tidak memenuhil unsur pemalsuan
sebaga;mana dilaporkan cleh A.M. SBetelah kasus itu
i dihentsi'_k.an5 selanjutnya pihak Spn balik melaporkan
A.M dalam kasus pencemaran nama baik. Oleh pihak A.HM
untuk menyelamatkan dirinva dilakukanl tuntutan
praperadilan terhadap penyidik dengan melakukan
penekanan setiap kali persidangan melalui masss FPDIF
tandingan. Dengan kondisi yvang demikién ~maka hakim
memutuskan bahwa 5P3 vang dikeluarkan oleh penyidik
| tidak sah dan peﬁyidikan terhadap kasus ijazah
palsu harus diteruskan.
c. Kedudukan seceorang dalam masyvarakat {(status eskonomi)
Seperti pernah diuwraikan di atas bahwa pekalongan

juga merupakan daerah industri batik. baik

tradisional maupun modern. FPemilik  pabriic batik
modern sebagian besar dari kalangan etnis Cina  yang
1 zudah menialin  hubungan begitu baik  dengan  pihak

tepolisian. Merska sering membantu pihak keolisian

terutama menyangkut penyadiasan dana untuk
i kepentingan—kepentingan pihak kepolisian baik secara
pribadi {individu) maupun secars kelembagaan. Artinya
oilhalk .pengusaha batik banyak membantu Lkebutuhan-—
kebutuhan pihak pimpinan polisi di kesatuan  ataupun

bhanvak membantu kesatuan itu sendiri apabila

mernghadapi acara—-acara penting. Hubungan yang sudah

terjalin begitu  baik dapat berakibat adanya rasa
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pakewub pada saat pihak pelisi (penyidik) akan
melakzsanakan tdgasnya apabila terjadinya tindak
pidana. Kinerja penyidik akan mengikuti keinginan
pihak pengusaha tersebut, apakah perkaranya akan

diteruskan atau akan dihentikan. Sebagai contoh akan

Juf]

diktemukan kasus berikut ini :

AD alias U.K {pengusaha grosir bumbu dapur dan

 pakaian jadi) telah melaporkan kepada reserse umum

polres Fakalongan yang diterima dan ditangani oleh
Fanit :Resum (Kus) tentang penipuan yang dilakukan
oleh T.P.Y {zales AD dan merangkap pekerijanya atau
karvawannyal. T.P.Y sebagail sales A.D dalam
menjal%nkan pekerjaannya telah melakukan perjualan
barang yang sama milik orang lain dengan aénggunakan
fasilitas milik A.D. Selama tiga bulan penyimpangan
yang dilakukan ocleh T.F.Y méka A.D merasa dirugikan
sekitaF Rp. 80.000.000,00 {delapan puluh jufa)=
Disamping itu A.D  Juga mengalami kerugiaﬁ dari
keqntungan vang tidak ﬂapat dimiliki karena barang-—
parangnya tidak laku dijual serta penguasaan pasar
aleh T.F.Y. atas namanya sendiri. Oleh karena itw
é.D dengan mengaiak Kus {Kaﬁit Resum) meniebak
pekerjsan T.P.Y dan tertangkap tangan membawa barang
grang lain dengan rendaraan A.D. Barang tersebut
disita oleh A.D bersama Kus dan di bawa ke gudangnya

A.D dan T.P.Y selanjutnva di pecat. Setelah itu




T.P.Y ‘bekerja sendiri dengan fasilitas -nrang lain
dengan menjadi grosir barang yang sama  dengan yvang
dimiliki oleh A.D.

Berdasar fakta itu Kus melakukan pemanggilan terhadap
T.FP.Y dengan tuduhan menipu, padahal tujuan A.D
adalah untuk menghentikan kegiatan T.F.Y, sehingga
barang—-barang milik A.D kembali bisa menguasal pasar.
Pemanggilan terhadap T.P.Y tidak dilakukan secara
formal artinya T.P.Y tidak dikenakan psnahanan dalam
sel polres Pekalungan; akan tetapi hanya dikenakan
wajib lapor péda saat—-saat biasanya dia melakukan
Legiatan grosi%nya.

Setelah kasus ity berkembsng sekitar tiga minggu
akhirnya atas desakan dari keluarga T.P.Y {(yang
Sama—-sSama keturunan Cina) dan saran dari  Kus, #/A.D
menarik laporannya dan kasus dianggap sslesai serts
penvidikan tidak dilanjutkan.

Hubungan baik antara A.D sebagai pengusaha dan Fus
Eehaga; aparat penyidik ternyata dapat mempengaruhi
jalann?a manajemen penvidikan seperti sebagaimana
adanya;

Faktar: ketiga ini seakan—akan membenarkan pendapat
Frans Magnes Suseno yang mengabtakan bahwa keadilan
sosial adalah keadilan vang pelaksanaannya tergantung
dari struktur—struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Struktur—struktur mana terdapat dalam bidang politik,




Ekancm%, sosial, budaya dan idioleogi. FMaka membangun
keadilan sosial berarti menciptakan struktur—-struktur
vang mesungkinkan pelaksanaan keadilan. Dan masalah
keadilan sosial adalah bagaimakah mengubah struktur—
struktur kekuasaan yang seakan—akan sudah memastikan
ketidakadilan, artinva vyang memastikan bahwa pada
=aa vang sSama masih dimana masih ada golongan-
golongan miskin dalam masyarakat. Terdapat j&ga
kelompok-kalompok  yvang dapat hidup dengan  seesnaknya
karena mereka menguasai sebagian besar dari  hasil

kerja ﬁan hak—hak golongan vang miskin itu.lé

Eesadaéan hukum dan pemahaman hukum masayarakat yang
rendahi

Kezada?én dan pemahaman hukum dari masyarakat yang
rendah dapat mempengarani Linerja manajemen
penyidikan di polvres Fekalongan.

Ada satu kasus yang bisa menjelaskan faktor ini yaitu
vang terjadi di wilayah hukum polsek FKajen, yaitu

posisi kasusnya adalah sebagai berikut:

Berawal dari pinjam—meninjam vyang terjadi antara

- 5.L.T dan D.D dengan jaminan tanpa tertulis sebidang

tanah. S5.L.T adalah sorang ibu yang buta huruf dan

tidak mengetahui sedikitpun mengenai masalah hubkum

16) Frans Nagnes Susene, Kuasa dan Koral, Grasedia, Jakarta, 1993, hal. 45-44, Lihat Juga Uraien Daeil §. Llev Dalas
A.4.6. Peters dan Roesriani Sisvo Soebroto (ed), Hukwa Dan Perkesbangan Sesial, Buku Teks Sesiologi Hukus, Buke 11,
Pustaka Sinar Harapan, lakarta, 1984, hal. 284,




g -
L .’I

atau akibat hukum vang akan terjadi. Pada saat S5.L.T
membutubhkan uwang lagi maka ia mendatangi bL.D untuk
menijual tanahnya dengan dipotong uwitang sebhelumnya.
Ternvata D.D tidak menyanggupi harga yvang ditetaphkan
aleh S.L.T dan tanah tersebut dijual ke pihak lain

oleh §.L.T. serta menawarkan untuk membayar hutangnva

tepadas D.D. D.D tidak bisz menesrima Cara yang

ditempuh oleh S5.L.T dan D.D merasa dirinya telah
ditipu oleh 5.L.T. Dengan menggunakan pEngacara
akhirnga D.D melaporkan S.L.T ke polsek kajen dengan
tuduhan peErtipuan.

F'czlf_:,ekE ¥ajen menerima laporan D.D dan melakakan
penyvelidikan atau pengusutan awal terhadap kasus
tersebut. Akhirnya hasil pemeriksaan awal itu  polsek
Kajen berkesimpulan bahwa kasus teraebut‘bﬁkan tindalk
pidana, akan tetapi mwni masalah perdata dan 1apﬁran
hasil penvelidikan itu disampaikan kepada D.D.
Fengacara D.D tidak bisa menerima keputusan dari
nolsek  Kajen dan menuntut pra peradilan  penyldik
vaitu polsek Kajen afas nama Kapolres Fekalongan
dengan alasan penghentian penyidikan terhadap hkasus
itu tidak'sah, Fada saat sidang pertama aksn di  buka
aleh Ihakim FH Pekalongan pengacara D.D menarik
gugataﬁ tersebut dan perkaranya selesai  berdasarkan

tedudukan hukum yvanog sesunggubnya.
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Faktor internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhl

manajemsn penyidikan di polres Fekalongan yang
terungkap dalam penelitian  ind meliputi masalah
anggarsan, masalah lkemampuan sumberdays MANUSL1S,

kemampuan manajerial pimpinan kesatuan, danl motivasi
aparat penyidik di lapangan, terakhir sarana dan
prasaranas

Maszlah anggaran

ﬁasalah anggaran merupakan masaiah klasik dalaun
mrganisasi kepolisian secara umuﬁ. Hal vang Séngat
aneh bahwa sering terungkap dalam berbagail semninar

bahwa anggaran polisi di Indonesis terlalu  keeil,

akan tetapi personil polisi secara individu keshidupan

ekonominya di atas rata—-rata angkatan lainnya.
Demikian Jugs vang teriadi dengan manejemen
penyidikan polri di wi ayah polres Pekalongan.

Dalam melakukan tugas sebenarnva penyidik memiliki
dana tersendiri yang dibayar pada waktu tiga bulan
sekalil atan  triwulan, akan tetapi semus Kanit di
lingkungan reserse polres Pekalongan mangatakan bahwa
memang  benar tiga bulan sekali merska ssbagail kanit
merandatangani kwitansi pembayaran biaya penyidikan
dalam bentuk blangko kosong dan ridzk pernah ada
pembayarannya. Di samping itu mereka jugs mengatakan

untuk biaya adminstrasi saja harus mencari sendiri.
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Hal ini seperti ada suatu perjanjian tidak tertulis
antara pimpinan dengan petugas pada saat mereks
dituniuk sebagai reserse serta mereka sudah siap

mencari dana sendiri.

Akibat dari tidak tersesdianya dana abadi yang pasti

r

dari Eegatuan maka mereka mengatakan bahwa sabh—sah
saja apabila ada kasus vang diselesaikan dengan dalan
damai disertair dengan imbalan vyang memadai. Oleh
barena. 1tu perkara vang dilaporkan dengan  vang

diproses terdapat perbedaan vang javh, namun hal  ini

tidak i bisa kita buoktikan dengan jelas sSecara

dokumanter karena tidak semua kasus vang diiaﬁﬁrkaﬂ
itu didokumentasi. Apabila ternyata dalam  praktsknyas
mzakan kasus itu  terbongkar dann pimpinan fidak
menghendaki maka anggota reserse  yang bersangkutan
siap menerima risziko, yvaitu hukuman dari atasan  yang
berhak  menghukum baik itu dikenakan tanahan  polres
maupun hukuman disiplin  yang lain sampai  dengan
dimutasi ke bidang tugas yvang lain. Jadi dalam
prakteknya manajemen penyidikan sangat dipsngaruhi
oleh faktor keu&ngan atau dengan kata lain fakior
Leuangan merupakan faktor utama  vyang mempengarubi
manajems=n penyidikan.

Kemampuan Sumber daya manu=sia

Femampuan sumbetr dava manusia ini sangat erat

taitannya dengan kahlian seorang  penyidihk dalam
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melaksanakan tugas haik itu  keahlian  berdasarkan
hasil |pendidikan yang didapat secara formal ataupun
keahli%n penyidik dalam menguasal medan. Kadang-—
kadanmg kemampuan penyidik imi  juga bisa dimiliki
dengan cara punva keahlian khusus yvang bukan di dapat
dari .dunia pendidikan formal, akan tetapi didapat
secara otodidak. Femampuan ini juga berkaitan dengan
kemampuan menguasai teknologi dan kemampuan mengikuti
tren Lriminalitas vang sudah terjadi di dasrah lain
dan mampu mengantisipasi untuk wilayah kerjanya.
Ketidak mampuan personil penyidik dalam menguasai
teknologi bisa berakibat fatal terhadap hasil dan
berjalannya manajemen penyidikan sscara baik. Sebégai
contohﬁ kasus dapat dikemukakan disini dalam kKasus
uang palsu.

Berdasarkan bLaporan polisi MNo.Pol:LP/153/VII/i99%/5ek
Doro atas nama HQIS'BA PMNS Kec Doro dan Laporan
Fnlisi MNo.Pol:LP/1&6/VII/1999/Ssk Doro atas nama Dal
Juga PNS ¥Kec Doro, dalam laporan polisi teréebut
kedua*auanya disebutkan sebagai korban.

Kasusnva adalah pada hari Babtu tanggal i7 Juli 1999
sekitaf pukﬁl-ﬂ?.ﬁ@ WIR, telah ditemukan uang palsu
dari setoran opsrasi pasar Beras (0OPEB) =e Fecamatan
Dorc dengan nominal Rp 730.000,00 (tuiuh ratus tiga
puluk ribu rupiah) dan tersangkanya sementara Kepala

Deca Harjosari S.u.
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Dari hasil pemeriksaan polisi maka penyidilk

berkesimpulan bahwa :

a) Feterangan saksi bahwa uang palsu tersebut berasal
dari desa Harjosari, vang disstorkan oleh kepals
desas

by Menurut tersangka bahwa uang palsu tersebut  vang
disetorkan itu semula tidak diketahui nalsu pada
saat penerimaan dan diberi tanda terima oleh
petugas kantor camat. Baru beberapa hari uang
tersebut  berada dikantor camat dan pada saat
disstorkan pada BRI Unit Doro baru diketahui uang
itu palsu dan_dilapsrkan pada polsek Doro.

c} Penvidik mengatakan bahwa dalam kasus ini barang
bukti ada dan tersangka vang sebenarnya tidak ada.

Dalam .kasug ini membuktikan bahwa penyidik tidak

dapat meneliusuri jalur peredaran uang #alzu di

wilayah Pekalongan sehingga kasusnya tidak daﬁat

dibongkar secara tuntas dan kasunya dipetiesskan alias
tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pfoblem dasarnvya adalah masukan {(inpui) personil dan

pelatihan personil relatif belum baik. BSamza dengan

problega logistik, di bidang pendidikan personil
belum tertangani dengan baik dan mutakhir; Sehinggs
stika manajemen personil tidak mampu dihadirkan dalam
sistem personil penyidik. Terputus—putusnya pembinaan

personil terutama terjadi karena pergantian pimpinan




dan pnimpinan vand baru‘ selalu mengingingkan
personil  vyang siap mengabdi kepada dirinya sendiri
dibanding pengabdian kepada tugas. Fendapat ini
dingkapkan oleh sebagian besar personil ressrse
polres Pekalongan, terutama para kanitnya.

Masalah vang sangat memprihatinkan dalam masalah
sumbesr daya manusia bagi anggota reserse FPOLRES
Fekalongan adalah kemampuan meEnguasail ilmu

17 sama sekali tidak memiliki dasar

kriminalistik
yang kuat secara ilmizah. Semua kanit  yang diajukan
pertanyaan mengenal kriminalistik mengatakan bahuwa
SeEmua ‘didapat berdasarkan naluri semata—mata; stau
bukan ﬁari pelatihan khusus kriminalistik.

Kemampgan manajierial pimpinan kesatuan

Masih  tErkait dengan masalah di atas bahwa setiap
pergantian pimpinan selalu  terkait dengan  tiga
masalah pokok, yaitu :

perizma, Melanjutkan

fapabila dalam melanjutkan ada hal vyang mengganjal

atau tidak serasi dengan irama kerja v ang

17) Fadahal Erieinalistik serupakan pengetabuan tentang taktik dan tebnik senyelidiki kejskatan dengan aengqunakan
selode ileiah atas senggumakan alal bants ilaw-iles alaa yasg dipadukan dengan ilae-ileu sosial serta falsafat
ganusia dan terakhir dengan ilsu kedokieran kehakizan. Heaang kesulitan-kesalitan dalaz prakiek dapal ditangqulangi
dengan zeminta bantuan dokter forensik, skan tetapi kesalaban pada saat pemanganan pertasa bisa perakibat fatal hagi
penyidik. Kengenai dasar-fasar ilav forensik das kriginalisiik Tihat :

A, Gugilang, Krisinalistik Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Peayidikan, dnrkass, Dandueg, 1991, tal. 1-2. Lihal
juga Frederick Cunliffe dan Peter B, Fiarza, Yriginalistik dan Penyidikan Secara Ileiah, Pusat Pengesbangan Ilav dan

Tehnologi fepolisias FTIK, Jakarta, 1992; hal. 1L Lihat juga Susetic Prasusinte, Hispunan ¥aranaan Tlau_Farensik

suaty Seabanaan Pezikiran Beni Bigata Bhavanakara, Karya Unipress, Jakarta, 1984, hal. 47,
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dikembangkan maka vang mengganjal itu bharus dirubah,
disini baru melakukan perubahan.

kKedua, Perubahan

Ealaw perubahan yvang dilakukan itu juga belum  mampu
menvyelssaikan @masalah, dan diperoleh petunjuk perlu-—
nya dilakukan sesuatu yang baru, baik benituk, e=tika
mavpun sistemnva.

Ketiga, FPembaruan

Pergantian bisa atau dapat meningkatkan peninékatans
kesinambungan dan unsur profesional, sfektid, sfisien
dan modern. Dengan adanya pemikiran seperti itu,
pimpinan Myang  akan pergi  tenitu herkgwajihan
meninggalikan a%au mewariskan semua yang terbaik vang
pernah dilakukannya.

Dari hasil Hawaﬂcara dengan semua jajaran reserse di
wilavyah polres Pekalongan mengatakan hahwa =etiap
masubknva pimpinan baru merupakan saat menerima

masalah baru bagi mereka. FPimpinan yang baru =elalua

U]

akan menuntut keria keras bawahan untuk  atasanyas,
bailk untuk kepentingan pribadi atasannya dalam beantulk
materi maupun ﬁalam hentuk peningkatan karir  atasan—
nya. @“tasan vang kami Jjadikan obisk periany3an
terhadap mereka adalah Kapolres dan KasatSerse.

Eepemiﬁpinan di tingkat polres selalu tidak pernah
membawza suatu persncanaan dalam program keria  maupun

pembinaan  personil. S=hingga peningkatan kemampuan
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dikembangkan maka vang mengganial itu harus divubah,
disini baru melakukan perubshan.

Fedua, FPerubahan

Kalau perubahan yang dilakukan itu juga belum mampi
menvelesaikan masalsh, dan diperoleh petunjuk perlu-—
nya dilakukan sesuatu vang baru, baik bentuk, estika
maupun sistemnya.

Ketiga, Pemﬁaruan

Pergantian bisa atau dapat meningkatkan peningkatan,
kesinambungan dan unsur profesional, efektif; efisien
dan modern. Beﬁgan adanva pemikiran seperii itu;
pimpinan ¥ ang alcan nergli tentn berkewajiban
meninggalkan atau mewariskan sSEmua ¥ang terbaik vyang
perinah dilakukannya.

Dari hasil wawancara dengan semua jaiaran reserse  di
wilayah polres Pekalongan mengatakan bahwa setiap
masuknya pimpinan baru  merupakan sa2at  menerima
masalah baru bagi merska. Pimpinan yamg baru selalu
akarn menuntut  kerja keras bawahan untuk  atasanya,
baik untuk kepentingan pribadi atasannya dalam bentuk
materi maupun dalam bentuk peningkatan karir atasan—
nya. Atasan vang kami jadikan objsk perianyaan
terhadap mereka adalah Kapolres dan HazatSersa.
Kepemimpinan di tingkat polress selalu tidak psrnah
membaws suatu perencanaan dalam program kerja  madpun

pembinzan  personil. Sshingga peningkatan kemampuan
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i dan pemilihan mutasi personil di serse harus melalud

suatu  pendekatan vang bersifat pribadi baik melalui

snpir pribadinva ataupun me2lalul keluarganva di bawah
| organisasi Bhayvangkari. kKetidakmampuan manajerial

dari pemimpin mengakibatkan personil serse  akan

melakukan banyak diskresi dalam arti negatif dalam

pelaksanaan tugasnya. Artinva mereka juga melakukan

hal—-hal vang baik demi karir pimpinan yang otomatis
menijadi  isminan personil itu tetap berada paia
posisinya dan memanfaatkan ketidakmampuan pimpinan
dalam hal mengawasi untuk  kepentingan piribadi
personil yang bersangkutan.

Satu hal lagi vang sangat terasa bagi personil  serse
di lapangan adxlah keberhasilan personil diambil alih
cleh pimpinan melalui konferensi pers. Dalam hal int
anggota yang mempertarcvhkan ssgalanya di lapangan
dalam mengahadapi penjahat yang mempunysi nama baik

adalah pimpinannya, sehingga mereka kadang-kadang

tidak termotivasi.

d. Motivasi aparat penyidik di lapangan
Masih terkait dengan masalah di ;taas motivasi
merupakan faktor yang sangat mempengaruhi  penerapan
manajemen penyidikan baik secars administratif maupun
secara praktis di lapangan. Ketika pertanyaan apakah

eh asilan penyidik sangat tergantung pada kineris

o
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perscnil atau kinerja pimpinan, semuanya menjawab
peran pimpinan sama sekali tidak ada dalam hal
mengungkap satu kasus,. Sebaliknya apabils sustu kasus
sudah dituntaskan dengan baik oleh bawahan, maka
bawahan ters=2but cenderung merasza ditinggalkan karena
vang duduk di meja konferensi pers hanya FKapolres
atan wakilnya dan Kasatserse2. Sedangkan petugas  yang
langsung menangani tugas  tersebut  tidak diikut-
sertakan. Hal ini mengakibatkan anggota yang terlibat
langsung akan hilang motivasinya utuk bekerja ishih
Leras lagi dalam kasus yang lain. Sebaliknya mereksa
mengharapkan bahwa penghargaan serta kinerjanva dapat
dinilai denaan cara kredit point yang berlaku seperti
jaksa. Dengan demikian mereka akan berlomba—lomba
cerara bersama—sama untuk bekerias lebih baik  dalam
rangka mengungkapkan kejahatan sampai tuntas ke

pengadilan.

Sarsna dan prasarana pendukung lainnya
Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan hal  vyang
+idak boleh ditinggalkan, karena pada dasarnya €arana

dan (ASarAana menyangkut tiga hal pokok dalam

pelaksanasn tugas penvidik di lapangan. Tigs hal
pokok itu ialah jumlahnys, kualitasnya dan  kRemampuan
pengadaan seria pemeliharaannys.

Sebagail rcontoh ruang pemeriksaan penyidik dan ruang
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tahanan sementara tersangka hampir tidak ada bedanva.

~yaitu zempit;, sumpek dan tidak dilengkapi dengan

pendingin ruangan serita fasilitas alat Vtulis belum
memadai dengan cukup memadai. Secara s psikeologis
kondisi tersebut dapat mepengaruhi ssorang penyidik
dalam mengiﬁtrogaai tercangks sampai-sampai  tindakan
kekerasan tidak bisa dihindari.
ﬁi samping itu sarana pendukung penyidikan seperti
kenderaan roda dusz dan roda =mpat .di Folres
Fekalongan dalam dua tahun terakhir hampir semuanya
menggunakan barang bukti hasil kejahatan. Hal lini
sudah pada tahap pelanggaran hukum acara pidana  itu
sendiri, dimana barang bukti harus disimpan dan
dipelihara sehingga pada saat dijadikan sebagail
barang bukti di Pengadilan keadaannya seperti  pads
saat ditangkap.

Caktnr—-faktor di atas merupakan faktor—Taktor yang
terungkap selama penelitian. Sebenarnya masih banyak
faktor—faktor lainnva yang berdasarkan pengalaman sghari-
hari penuliz vang pernah sebagai penyidik vang dapat
mempengaruhi pelaksanan  manajemen penyidikan di Folres

Pekalongan.
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PERNUTUR

&. KESIFPULAM

Fenyidikan merupakan tahap yang sangat penting dalam
bekerjanvya Sisten Peradilan FPidana. Pentingnya penyidikan
mengingat titik awal atau langkah awal suatu proses
peradilan pidana dapat bekerja sangat tergantung pada
penyidikan. Fenyidikan itu sendiri merupakan suatu proses
vang terdiri dari beberapa tahap dan terdapat didalamnya
suatu lingkup aspek organisasi ataun administrasi yang luas
berbentuk birokrasi penegakan hukum.

Hirpkrasi penegakan hoabkum dalam  bidang penyidikan

untuk dapat berjalan dengan baik perlu dibantu dengan

disiplin ilmu manajemen, sehingga apabila digabung meniadi

manajemen penyidikan. Fenyidikan dalam peraturan perundang—
undangan juga banyak badan yang atau lembaga yang MempUnyYai
Lewenangan herdasarkan Undang-Undang Khusus. fkan tetapi
apabila berpedoman pada KUHAP maka POLRI  merupakan badan
yvang menjadi koordinator atau pengawas atas penyidik PPNG
vang lainnya. Manajemen penyidikan polri terlihat begitu
rompleks dan luas masalahnya, baik dari aspek pengaturan;
pelaksaﬁaan maupun praktek pelaksanaan manajiemen penvidikan

it sendiri dalam peEnerapannys.
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Berdasarkan dua permasalabhan pokok dalam psrmasalahan

maka hasil penslitian di wilavah hokum POLRES Fekalongan

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

i.

Dilihat dari persiapan sumberdaya manusia, maka dalam
oroses pendidikan  sumberdaya penyidik  polri baik  di
AKPOL maupun di lembaga pendidikan dan latihan ({DIKLAT)
di limngkungan polri vyang khusus menangani masalah
penyidikan maka terlihat bahwa tidak berjalan secars
timbal balik antara pendidikan dengan hasil  yang
diharapkan. Rata-rata hasil yang dididiknys mengakul
bahwa apa yang diberikan disaat mengikuti  pendidilkan
sama Sekali berbeda dengan apa vyang dihadapi dalam
praktek. Disamping itu sehubungan dengan strukitur polisi
dalam lingkup militer selams 30 tahun 1lebih maka
kurikulum  vang ada ditubuh polisipun masih mengikuti
atau harus menoikuti kurikaloam militer.

Sedangkan untuk DIKLAT-DIKLAT yang ‘ada  dilinghungan
polisi  vyang khusus berkenaan dengan penyidikan sangat
terlihst hahwa tujuan dari diklat itu  bukan hanya
mempersiapkan tenaga profesional, akan tetapl cendarung
mengikuti atau mengejar target untuk mendidik sebanyak-
banyaknya dengan materi yang sama s=himgga timbul k=szan

pada tenaga yang disiapkan bahwa pendidikan dan latihan

. hanva untuk menghabiskan dana Sal&.

Furikulum vang ada baik di AEPOL maupun dilembaga
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pelatihan dan pendidikan khusus penyidik polri  belum
seCara jelas mengarah kepada keshlian profesional
penyidik apalagi manajemeﬁ penyidikan itu éendiri.

Akan tetapi apabila kita tinjauw dari buku ajar yang ada
pada diklat dan yang dijadikan buku petunjuk tehnis
sudah terlihat adanva maksud pensrapan manajemen
penyidikan di POLRI. Kenvataan semua petunijuk dan  buku
pedaman  tersebut dalam orakteknya tidak bisa
dilaksanakan karena kelemahan S5DM, vang lebih penting
adalsh pengaruh—péngaruh lainnva dari luar si penyidik
itu gendiri.

Dalam rangka melihat pengaruh  terhadap penerapan

manajemen penyidikan maks tidak bisa dilepaskan dari

kenyataan ¢iil penerapan manajemen penyidikan polri

selama ini di lapangan. Dalam struktur organisasi polri,

penyidik merupakan fungsi reserse vang dibantu oleh

(H

fungsi—fungsi lainnya, baik Fungsi intel, sabhars,

i

Dalmas maupun Jlantas. Dalam pedoman tata keria polri
sehenarnya sudah‘ada dan dikensl manajemen penyidikan
ataw program kerja reserse ¥yng diatur begitu baik wrut-
urutannva, akan tetapi tidak dapat berjalan sebagsi mana
mestinya.

Ukuran untuk menilai apakah kineria manajemen penyidikan
polri sudah berjalan apa adanya atau belum adalah dalam
menyelesaikan perkara yang mengarah dapat memberkas

sampai ke pengadilan. Sedangkan ukuran vegagalan adalsah
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apabila ad=a perkara vang tidak biza sampai kepengadilan
atau bahkan penyidik itu sendiri vang digugat
Fraperadilan Oleh mereka atau masyarakat yang merasa
dirugikan.

¥ondisi objektif kekuatan penyidik di polres FPekalongan
adalah &2 orang,. dari jumlah tersebut hanya 43 orang

vang suidah pernah mengikutl  kejuruan raEserse atau

Eejuruan keahlian profesional tentang manajemen

penvidikan, sedangkan selebihnya tidak mengenal dasar-—
dasar ilmu manajemen penyidikan.

Berdasarkan data vang ada juga di temukan bhahwa ada 16
orang personil yang tidak ditempatkan di bagian
penyidikaﬁ atau reserze padahal mereka sudah mendapat
pendidikan  kejuruan reESErse. Alazan vang dikemukakan
pleh unsur pimpinan POLRES Pekalongan adalah :

1. Kurangnva dedikasi dan etos kerjas

I3

. Eurangnva disiplin dan me=ntalnya vang rendahi

. Fernsh m=lakukan pelanggaran dan peny=ilahgunaan

wewenang dan‘pernah dihukum oleh atasan yang berhak
menghukum;
4. Bedang mengikuti p=ndidikan ralon perwira atau

pendidikan lanjut.
Dalam =zatuan kestuan reserse FOLRES Pekalongan terdapat
VvV unit kerja, vaitu Unit kerja I {Reserse Umum), Unit
kerja 11 {Reserse Ekonomil}, Unit kerija 1II {Reserse

Markotik), Unit keria 1Y  (Reserse Tindak Pidans
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tertentul, Unit kerja Y ( Unit Reaksi Cepat). Dari
kelimal unit kerja dan jeb Descripltion vang ielas,
sedangkan unit keria yéng lain sama sekali tidsk
mempunyal program keria.

Manajemen penyidikan di Polres Pekalongan dalam bekeria
dipengaruhi olah dua faktor besar, vaitu fFaktor
eketarnal vang berasal dari luar lembaga polisi itu
sendiri dan faktor internal yaitu dari dalam lembaga
polisi itu sendiri .

Faktor gksternal adalah, kondisi sosial Budava
masyarakat Fekalongan, kondisi politik; Status ekonomi
seseorang dalam  masyarakalt dan kesadarsn mukum  serta
pemahaman'hukum masyarakat yang rendah.

Sedangkan faktor internal berupa @ Anggaran atau
rendahnya  atau s=sama sekall tidak ads anggsaran. Kedus
kemampuan sumberdaya manusia yang sangat terbatasz, dan
ketiga Kemampuan manaisrial pimpinan kesatuan serta yang
terakhir adalah kurangﬁya motivasi penyidik di lapangari.

Saran/Rekomendasi

1. Mengingat pentingnya manajemen penyidikan polri dalam
suatu proses peradilan pidana, maka langkah awal yang
harus dilakukan adalah memperkenalkan kepada calon-
calon  penyidik  dengan  cara mensosialisasikan di
lingkungan pendidikannya dan di Diklat-Diklat khusus

penyidik melalul perubahan kurikulum pendidikan dari
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bherorisentasi kemiliteran ke orien
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profesi penvidik.

Untuk menghindari terjadinva atau'adanya bias dalam
manajemen penvidikan dilapangan maka perlu pengawasan
dari luar lingkungan polisi itu sendiri vang tidak
diketahui olsh aparat yvang bekerja di lapangsan. Hsal
ini dapat sedikit banyvak meEngurangil pengaruh

gk=ternal terhadap kinerja manajemen penyidikan polri

Ckhususnya di wilavah hukum Bmlrez Fekalongan.

disamping itu mutasi isbatan diantara penyidik dari
satu wilayah ke wilayah lainnya haruslah berialan
secara rutin  sehingga hubungan  baik  antara  calon
pelaka  kejahatan yang potensial  dengan penyidihk
terbina tidak dengan baik.

dalam pembinaan personil pimpinan groanisasi
keggligian di tingkat polrzs harus ada standar  baku,
sehingga apabila teriadi pergantian pimpinan dapat
dikindari pengangkatan persunil‘herdaaarkan suka atau
tidak suka (Iike and dilike). Selain itu untuk
meningkatkan motivasi penyidik perlu ada penghukuman

bagi yang bersalah dan penghargaan bagi vang berhasil

r

dengan Jjalan penilaian untuk kenaikan pangka dan
meningkatkan keseiahteraannya. Dengan demikian dapat
dihindari perasaan aparat bekeria untuk pimpinan dan

mengabdi  kepada pimpinan. Aparat di lapangan harus

benar—benar diarahkan  untuk mengabdi kepada tugas




vang dibebani oleh negara bukan tugas
oleh ‘hirﬂkrasi vang berpandangan

kepentingan birokrasi itu sendiri.
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